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ABSTRAK 

Nama : Sri Hartati 
Program Studi : Kenotariatan 
Judul : Tinjauan Yuridis Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta 

Pendirian Partai Polilik Terkail dengan Berlakunya Undang 
Undang Nomor 2 Tabun 2008 T<ntang Parlai Politik 

Latar belakang penelitian ini adalab karena tugas notaris yang terkait dengan 
pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. 
Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang hams dipelaja:rl dan diteliti lebih lanjut 
mengenai seberapa jaab peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan 
alasan mengapa Partai Potitik sehagai suatu persetikatan atau organisasi hams 
herbadan hukum. Metode yang djgunakan dalam penelitian ini adalab studi dokumen 
dan bersifilt ya:rldis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, 
majalab, dan media interneL Semua sumber tersebut diolab dan dikailkan dengan 
peraturan peruudang-undangan yang ada. Permasalaban utama penelitian ini adalab 
mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesnai 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang Partai Politik. Setelab meneliti 
berbagai sumber, wperoleh basil babwa dengan adanya ketentuan dalam Undang
Undang Nomor 2 Tabun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai 
Politik hams dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang 
diberi kewenangan oleb pemerintab untuk membuat akta otentik mutlak diperluk:an, 
hal ini sesnai dengan ketentuan yang diamanalkan dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tabun 2004 tent:ang Jabetan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebulkan 
babwa notaris memilild keweoangan laba yang diatur dalam peraturan pemndang
undangao termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai 
Politik. Berkaitan dengan peranan notaris tenrebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari 
disyaralkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalab agar Partai 
Politik sebagai suatu organisasi merniliki status sebagai badao hukum, yang artinya 
babwa Partai Politik telab memiliki landasan bukum yang kuat sehingga dapat 
memperolebjaminan kepastian dan perlindungan bukum. Tetapi bagaimanapunjuga 
agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris daJam pembuatan 
akta pendirian Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan 
kerjasama antara pihak pemerintah bersama~sama dengan organisasi notaris dalam 
rangka sosialisasi wewenang baru notarls sebagai pejabat umum yang berwenang 
membuat akta pendirian Partai Politik. 
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ABSTRACT 

Name : Sri Hartati 
Study Program : Kenotariatan 
Title : Review Juridical Role In Making Notary Certifieate 

Establishmeot Party Polities Related To The lotroductioo Of 
Law Number 2 Year 2008 About Political Parties 

Backgrouod of this research is because the task associated with the government for 
the establishment of Party Polities is the authority given by the government In 
practice there are things thet must be examined and learned more about how fa.. the 
role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why 
as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the 
study of documents and juridical normative, with draws on sources such as hooks, 
magazines, internet and media. AU sources are processed and associated with the laws. 
and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role 
of government in the process of establishment in accordance with the Political Party 
Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. After examining a variety of 
sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 
About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics 
should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given 
authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is 
required~ it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of2004 
on Office Notary Article 15 puragraph 2, which is mentioned there in that the notary 
has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to 
make the establishment of teaching license Party Politics. Regarding the role of 
government can be said that the goal of teaching license required to its from the 
notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party 
organization has status us a legal entity, which means that Party Politics bas a strong 
legal foundation so thet they can obtain security and protection of legal certainty . But 
however that the role of government in relation to the authority of government in the 
making of the Party Polities of teaching license can be run with the maximum, the 
required cooperation between the government together with the notary organization in 
the sociaJization of the new authority as a notary public officer authorized to make the 
establishment of teaching license Party Politics. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalaban 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hal yang penting dalam 

negara yang menganut sistern demokrasL Berdasarkan sejarah, sistem demokrasi yang 

pertama kali dianut oleh Negara Yunani adalah demokrasi langsung. Demokrasi 

langsung dapat berjalan secara efektif karena ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu 

pemerintahan yang sederhana, wilayah yang terbatas, serta jumlah penduduk yang 

relatif sedikit.' 

Setiap negara yang menganut paham demokrasi senantiasa dilandasi oJeh 

suatu sistem yang memberi jaminan tethadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang 

secara serta merta menyentuh masyarakat politik, sebagai wadah para warga negara 

dalam menggunakan hak pilihnya secara berkala. 2 

Kemerdekaan berserikat dan berk:umpul menjadi hal yang penting di dalam 

negara yang menganut sistem demakrasi dan mengisyaratkan pula adanya hak: untuk 

mendirikan Partai Politik, seperti dikatakan oleh Ismail Sunny : 

"Tak diragukan lagi, kehebasan berserikat meliputi pula hak untuk mendirikan 

Parta.i Politik yang akan menyokong atau mengoposisi secara loyal 

pemerintah yang sedang berlcuasa dan membentangkan kebijaksanaan Partai 

Politik itu kepada rakyat."3 

Kemerdekaan berserikat (freedom of association) dapat dipahami sebagai kebebasan 

yang dimiJiki oleh setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan atau 

perserik:atan 4 bersama-sama dengan orang Jain, Bentuk perserikatan itu sendirl, salah 

satu diantaranya adalah Partai Polltik Bahkan secara sempit. Kusnardi dan Ibrahim 

l Miriam Budimjo, Dasar-Dasar lfm11 Pa/it{k, (Jaknrtn: Penerbil Gnuncclia, 1977), hlm.53. 
2 Pmdjolo, Kebebasan Bersrtri/«11 Di Imlol!~io., (Jakarta: Pcncrbit Sin~~r T-llll'Upan, 1983), hlm.l3. 
3 Ismail Sunny, MekLmisme D!!mllkmsi Pancasifa, (Jalrnrtn: Penerbil Ak.<:ara Baru, 1977), hlm.23. 
4 Kala "'Scrikat'' ltu sendiri, dapat dip;Uwmi sebage.i pcrsckutuan, ntau gubungan, "0011d : ~kutuan. 

gabWlg<m, scrlkat. perscril:ntan ", lihat S. Wojo\\<l!Sito, Kamus Ufflum Be/mula Imkmesia, (Jak.arta • fchtiar Baru Van 
Hoove. 2001). hlm. 98 
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mengartikan kemerdekaan berserikat (freedom of association) hanya sebagai kebebasan 

untuk mendirikan partai politik .5 

Salah satu implementasi dari kemerdekaan berserikat dan berkurnpul yaitu 

dibentuknya Partai Politik. Berdasarkan sejarah, Partai Politik pertama kali labir di 

negara-negara Eropa Barat> yaitu dengan meJuasnya gagasan bahwa rak:yat merupakan 

faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalarn proses politik, maka secara 

spontan lahirlah Partai Politik dan kemudian berkembang menjadi penghubung antara 

rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. 

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, gagasan mengenai 

partisipasi mempunyai dasar ideologis bahwa rak:yat berhak turut menentukan siapa 

saja yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijaksanaan 

umum (Public Policy). 

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 telah 

memberikan jarninan yang tegas dalam hnl kernerdekaan untuk berserikat. Pasal 28 E 

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan basil perubahan kedua 

menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpu~ dan 

mengeluarkan pendapat." Ketentuan dalam pasal 28 E ayat (3) tersebut mengandung 

materi jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan 

ketentuan pada pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang-undang Dasar 1945 

sebelum perubahan6 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin 

kemerdekaan herserikat, herkumpui> dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi 

manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, 

demokratis, dan berdasarkan hukum. 

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut 

peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan 

demokrasi secara konstitusionat sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam 

upaya mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi 

5 Moh, Kusnardi dan Harn1aili rbruhi.rn. Pengamar Jiukum Tala Negara Indonesia, {Jakarta : Pusat Studi 
Hukum T ata Ncgarn Fakultas Hukum Universitas tndooesit\ 1983). h1m 325 

6 Jirnly Asslllddiqie, KMtl!rrkl«um lkrserlkst, Pembnbaron Parlai Politi/t. dan Mahlrmnalf Kmutitu.si, 
(Jakarta : Konstitusi ~ 2005). hlm. 7-8 
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berdasarkan Pancasila sebagaimana tennaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi kedau1atan rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluroh rakyat Indonesia, 

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Dasar 

1945 mengenai jaminan kemerdekaan berserikat, maka dibentuklah peraturan 

perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan berserikat bagi Warga Negara 

Indonesia. Khusus untuk peraturan perundang~undangan yang mengatur masalab Partai 

Politik sekarang, di Indonesia Ielah dibentuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik. Undang-undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang Partai Politik 

adalah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 31 Tabun 2002 tentang Partai Politik. 

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang Partai 

Politik diharapkan untuk lebih membuka kesempatan bagi setiap Warga Negara 

Indonesia untuk mewujudkan keyakinan atau cita~cita politiknya melalui Partai Politik, 

dan juga mernbuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untulc rnemilih saluran 

aspirasi mereka. Undang~Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring 

dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan 

yang mengarah pada penguatan sistem dan ke!embagaan Partai Politik:, yang 

menyangkut demokratisasi internal Partai Polltik, transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender, dan 

kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam 

Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan 

keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan 

hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta 

meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan 

bemegara.7 

Partai Politik merup.akan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan 

cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat. bangsa dan Negara. serta merneiihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia Tabun 1945. 

1 Penjcl!ISllil Umum Undang-undang Rep>Jblik lndonesia Nomor 2 Tahun2008 lentan{l Parlui Politik, 
Porngmf4. 
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Atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita itulah sehingga diperlukan 

adanya suatu perjanjian antar anggota Partai politik beserta para pengurusnya yang 

dituangkan dalam bentuk akta notaris, hal ini diperlukan agar para pengurus dan 

anggota dari Partai Politik selalu konsisten dan terikat dengan apa yang telah mereka 

sepakati sebelumnya., maka dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap 

pembentukan Partai Politik dinilai perlu diberikan status sebagai badan hukum, 

sehingga Partai Politik sebagai subyek hukum merupakan sebuah organisasi yang 

berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum, pembentukan 

sebuah Partai Politik yang berstatus badan hukum mempunyai kedudukan yang 

disamakan dengan Persoonrecht. Perolehan status sebagai badan hukum tergantung 

dari ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedumya, syarat-syarat, serta 

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu contohnya dalam praktik 

mengenai ketentuan hukum yang mengatur prosedur untuk memperoleh status badan 

hukum Partai Politik. Maka dalarn hal ini penulis menulis tesis dengan judul "Tinjauan 

Yuridis Kedudukan Notaris dalam Pendirian Partai Politik Terkait Dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik." 

B. Pokok Permasalahan 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan 

dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah : 

1. Mengapa peranan notaris mutlak diperlukan dalam proses pendirian 

Partai Politik? 

2. Mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan/organisasi harus 

berbadan hukum? 

C. Metode Penulisan 

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian 

yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan8
. Metodologi dalam suatu 

penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, 

menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. 

8 Soerjono Soekanto, Ptmgontor Penelition H11lmm, (Jnkartn: UI Press, 1989), him. 7. 
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Dalarn rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, rnaka metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif, yaitu penelitian 

terhadap efektivitas azas~azas. sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah 

terkait 

Tlpologis peneHtian ini adalah bersifat ek:splanatoris karena bersifat untuk 

menguraikan secara lebih mendalam tentang perlunya Partai politik memiliki status 

sebagai badan hukum serta seberapa pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian 

Partai politik berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis nonnatif melalui pendekatan histori, penafsiran undang-undang, dan 

perbandingan undang-undang, dengan berupaya mempergunakan data yang 

menitikberatkan kepada peraturan~peraturan yang berlaku serta literatur~literatur yang 

relevan dengan topik yang dibahas. 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Data 

sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sahingga didapetkan: 

1, Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan 

berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Partai Politik yakni Undang

undang No. 2 Tahun 2008, dan Ketentuan tentang Jabatan Notaris yakni Undang

Undang No. 30 Tahun 2004. 

2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis 

yang membahas dan terkait dengan akta pendirian Panai politik yang dibuat oleh 

Notaris. 

3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet 

yang seiuruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi, 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni 

rnencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penjelasan tentang 

perlunya Partai PoHtik berstatus badan hukum dan pentingnya peranan notaris dalam 

proses pendirian Partai Politik. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendek:atan 

kualitatif sebagai basil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik 
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kesimpulan yang dikaitkan dengan teori~teori. konsep yang mempunyai relevansi untuk 

menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini. 

D. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

L BAB I : Dalam hal ini akan dikemukakan mengenai latar berlakang 

permasalaban, pokok permasa!ahan, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan_ 

2. BAB II : Berisi pembahasan tentang seberapa pentingnya peranan 

notaris dalam proses pendirian Partai Politik ditinjau berdasarkan 

ketentuan pada Undang-Undang Partai Politik (UU No. 2 Tabun 

2008) dan ketentuan yang terkait dengan Jahatan Notaris serta 

perlunya Partai Politik di Indonesia memHHci status- sebagai badan 

hukum. 

3. BAB Ilii : Penutup berisi kesimpu!an dan saran 
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BABIJ 

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDIRJAN 

PART AI POLITIK TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG PART AI POUTIK 

A.Notaris sebagai Pejabat Umum Negara 

L DefinisiJPengertian Notaris 

Secara wnum institusi notariat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan timbul 

dari adanya tuntutan kebutuhan dari sesama manusia, di mana dalarn llngkungan 

pergaulan sehari-harinya diperlukan adanya suatu perangkat yang adapat dijadikan 

sebagai suatu bukti yang menjadi pagar atau rambu-rambu bagi pergaulan itu 

sendiri, terutama dalam hubungan keperdataan yang ada danlatau tetjadi diantara 

mereka sendir.i. 

. Lembaga ini dijalankan oleh seseorang yang merupakan pejabat yang 

ditugaskan oleh kekuasaan urnum ( openbaar gezag ) untuk membuat alat bukti 

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik Dalam kamus Bahasa Indonesia., kata 

notariat berarti jabatan notaris atau kantor notariS1 sedangk:an notaris mempunyai 

arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan 

menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dsb.9 

Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa notaris 

adalah pejahat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebagai 

pejabat umum berarti notaris bukanlah pegawai menurut undang-undang atau 

peraturan-peraturan kepegawaian dan tidak pula menerima gaji dalam 

9 Kamus Bahasa lndone~'ia II, Pusat Pembinaan dan Pengcmbangan Bahasa Departemcn 
Pendidikan dan Kebuday- (Jakarta. t983), Hlm. 1457, 
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melaksanakan profesinya, melaiokan menerima honorarium sebagai penghargaan 

atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat 10 

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai
pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuaft. 

Pengertian tentang notaris yang tercantum dalam UUJN tidak jauh berbeda 

dengan Pasal I Peraturan Jabatan Notarisl Notaris Reglement Staatsblad I 860 

Nomor 3 Yaitu: 

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat ak:ta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan 
yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian 
tanggalnya, menyimpan aktanya., dan mernberikan groose, sa!inan dan 
kutipanny~ semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan 
umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang 
lain". 

Dalam menjalankan jabatannya notaris Juga dibatasai oleh peraturan 

penmdangan yang berlakn, kode etik notaris, dan sumpah jabatannya. 

Pengangkatan dan pemberhentian notaris dilaknkan oleh pemerintah yang dalam hal 

ini dilaknkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repnblik Indonesia, 

demikian pula dalam pengambilan sumpahnya. 

Dalam PasaJ 3 UUJN disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat untuk 

dapat diangkat sebagai notaris yaitu :" 

I. Warga Negara Indonesia 

2. Bertakwakepada Tuhan YangMal~aEsa 

3. Berumur paling rendah 27 (dua puluh Juju h) tahun 

4. Sehat jasmani dan rohani 

5. Berijasah Sarjana Hukum dan lulusan strata dua kenotariatan 

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas 

10 Komar Andasasm.ita, Not uris l ( Bandung: Sumur Bandung), 1981, Hl.n1 4 5. 
11 Indonesia, Undang~Undang Tcntang Jabatan Notaris, UU Nomor 30, Ln Nomor 117, Tabun 

2004, TI.N Nomor4432, Pasal15 ayat 2. 
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prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi notaris setelah lulus strata 

dua kenotariatan 

7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang 

memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap 

dengan notaris. 

2. Sejarah Notaris di Indonesia 

Notaris berasal dari kata notarius, yaitu orang yang menjalankan pekerjaan 

menulis padajaman Romawi. Pada abad ke V dan ke VI sebutan notarius, majemuknya 

notarii, diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi raja. 12Fungsi notarius pada saat 

itu sangat berbeda dengan fungsi notaris saat ini. 

Pada akhir abad ke V sebutan notarii diberikan kepada pegawai-pegawai istana 

yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan administratif Mereka memiliki keahlian untuk 

mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat, yang sekarang dikenal sebagai 

"stenografen ". 

Pejabat-pejabat yang dinamakan notarii tersebut merupakan pejabat yang 

menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik. Yang melayani publik 

dinamakan tabelliones, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan sebagai penulis 

untuk publik yang membutuhkan keahliannya. 13 

Pada dasarnya fungsi tabelliones mirip dengan fungsi notaris pada masa 

sekarang, hanya saja akta-akta yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik dan hanya 

mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. 

Selain tabelliones terdapat juga pejabat lain yang dinamakan tabularii yang 

bertugas memegclng dan mengerjakan buku-buku keuangan kota serta mengadakan 

pengawasan terhadap administrasi kota. Tabularii juga ditugaskan menyimpan surat

surat dan berwenang membuat akta. Tabularii berhak menyatakan secara tertulis 

terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan 

jasanya, yang juga inerupakan saingan berat bagi para tabelliones. 14 

a. Sebelum Kemerdekaan 

12 Nies, Tanggung Jawab Notaris Sclaku Pcjabal Umwn, (Yogyakarta:: CDSBL, 2003), Hlm.31. 
13 Ibid, ffim.32. 
1 ~ Ibid 
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Notarial masuk ke Indonesia pada permu1aan abad ke XVII dibawa oleh orang

orang BeJanda dengan adanya Oost Ind Compagnie di Indonesia. Karenanya notariat 

yang ada adalah notaris seperti yang dikenal di Belanda. 

Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris dari "college van 

schepenen" di jakarta diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. uDalam akta 

pengangkatannya sebagai notaris, secara singkat dimuat suatu instruksi yang 

menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yaitu menjalankan tugas dan 

jabatannya di Jakarta demi kepentingan publik dan berkewajiban untuk mendaftarkan 

semua dokumen-dokumen dan akta-akta yang dibuatnya. 

Dalarn menja1ankan jabatannya para notaris lemyala tidak memiliki kebebasan 

karena mereka merupekan pegawai dari oost ind. Compagni. Bahkan pada lahun 1632 

dikeluarkan plakkaat yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekrelaris, dan pejabat 

lainnya dilarang membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat, dan lain-lain akta) 

jika lidak memperoleh persetujuan lerlebih dahulu dari Gubemur Jenderal dan Raden 

Van lndie, dengan ancaman akan kehilangan jabalannya. 16 

Namun dalam praktekuya ketentuan lersebut tidak dipatuhi sehingga akhimya 

ketentuan lersebul menjadi tidak terpakai lagi. Setelah pengangkatan Melchior 

Kerchem, jumlah notaris terus bertarnbah disesuaikan dengan kebutuban pada saat itu. 

Sejak masuknya notarial di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notarial hanya 

diatur oleh 2 (dua) reglemenl yang agak terperinci, yaitu reglemenl tahun 1625 dan 

lahun 1765. 

Pad a tahun 1822 dikeluarkan InstnJctie Voor Natarissen In Indonesia (lembaran 

negara 1822 Nomor I 13 yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) pasal. 111nstruksi ini 

merupakan resume dari peraturan-peraturan yang sebelumnya dan juga merupakan 

bunga rampai dari plakkaat-plakkaat yang lama. Didalamnya dijelaskan bahwa nowis 

adalah pegawai umum yang barus mengetahui seluruh perundang-undangan yang 

berlaku, yang dipanggil dan diangkal untuk membuat akta-akta dan koulrak-kontrak, 

dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekualan dan pengesahan, menetapkan, 

dan memastikan tanggalnya. menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan groose, 

demikian juga salinannya yang sah dan benar. 

15 G.H.S. Loemban Tobing, PeraturanJabatan Nolaris, (Jakarta: Erlangga, 2003), Htm. 35, 
16 Loomban Tobing, Op,Cil., IDm. 17. 
17 Jbfd .• H1.nL 19. 
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Pada tanggai 26 Januari 1860, oieh pemerintah Belanda, peraturan~peraturan 

mengenal jabatan notarls dl Indonesia mulai disesuaikan dengan yang berlaku di negeri 

Belanda, dengan diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notoris Reglement) pada 

tanggal 26 Januari 1860 (Stb. Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal I Juli 1860, 

peraturan ini merupakan dasar kuat bagl pelembagaan notariat di Indonesia. Namun 

sebagaimana peraturan-peraturan yang sebelumnya. peraturan jabatan notaris ini juga 

tidak mendapat sambutan yang baik, karena di dalam pasal-pasalnya banyak terdapat 

sanksi-sanksi yang terkait dengan uang, disamping banyaknya pasal ketentuan 

hukuman. 

b. Setelah Kemerdekaan 

Pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang Tentangwakil notaris dan wakil 

notaris sementara (lembaran negara 1954 nomor 101). Dalam sural pengangkatannya, 

mereka diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun , dan dapat diperpanjang lagi untuk 

I (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya. Pengangkatan ini menimbu1kan 

perasaan takut bagi yang bersangkutan bila masa jabatannya itu Ielah bcrakhir dan tidak 

diperpanjang lagi. Akibatnya hanya wakil notaris dan wakil notaris sementara yang 

berusaha mendapatkan uang sebanyak: mungkin selama mereka menjabat. Hal inilah 

yang menyebabkan merosotnya lembaga notariat di mata masyarakat. 

Dalam periode tahun 1960 sampai tahun 1965, terutama di jarnan kabinet 100 

rnenteri, notariat banyak mengaJami kegoncangan. Tanpa mengindahkan peraturan 

yang berlaku, dikeluarkan sural keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di 

kalangan para notaris, seka1ipun mengenai batas usia bagi para notaris untuk dapat 

dipensiunkan telah diatur dalam Undang-Undang (Peraturan Jabatan Notaris}. Diantara 

para notaris yang terkena peraturan peremajaan tersebut, ada yang diangk:at kembaii 

berdasarkan dispensasi, dengan memperpanjang masa jabatannya. 

Terjadi pengangkatan~pengangkatan para notaris dan wakil notaris baru, dengan 

tidak lagi berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku karena dipengaruhi oleh 

keadaan pada waktu itu. Bahkan ada kalanya merupakan pengangkatan yang bersifat 

po1itis. 

Setelah teijadinya pergesenm kepemimpin~ beberapa notaris yang terkena 

peremajaan dan tidak mendapat dispensasi, diangkat kembali (direbabilitasi). Adanya 

rehabilitasi ini ditujukan untuk menghilangkan pandangan dalam masyarakat umum 
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terhadap notaris yang timbul karena peremajaan tersebut, yaitu anggapan masyarakat 

bahwa apa yang telah terjadi bukanlah suatu peremajaan tetapi pemecatan-pemecatan 

yang disebabkan oleh tindakan-tindakan notaris yang melawan hukum. 

Setelah ratusan tahun Staatsblad 1860 nomor 3 digunakan sebagai peraturan 

jabatan notaris di Indonesia, temyata ketentuan yang ada di dalamnya sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh 

karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh 

dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan notaris, sehingga dapat 

tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh Republik 

Indonesia. Pada tanggal 14 September 2004 dalam rapat paripuma terbuka DPR-RI, 

Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris disahkan. Pengesahan ini 

menandai babak barn lembaga kenotariatan setelah hampir 2 (dua) abad lamanya 

peraturanjabatan notaris warisan pemerintahan Belanda berlaku di Indonesia. Dan pada 

tanggal 6 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta. Undang-Undang ini 

tidak mungkin diterapkan tanpa diikuti dengan suatu aturan khusus bagi notaris, yang 

mana aturan khusus tersebut dituangkan dalam sebuah Kode Etik Notaris. 

Kode Etik Notaris ini telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Pertama kali 

diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris ke XIII di Bandung pada tahun 1987, 

kemudian pad a tanggal26 Oktober 1990 di Denpasar Bali, dan yang terakhir Kode Etik 

Notaris ditetapkan di Bandung, pada tanggal 27 Januari 2005 sebagai pemyempurnaan 

dari Kode Etik sebelumnya. Kode Etik ini diperlukan untuk kebaikan notaris itu sendiri. 

Secara umum dikatak.an bahwa: 

1. Kode Etik Profesi dipakai sebagai sarana kontrol sosial. 

2. Kode Etik Profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap 

intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika. 

3. Kode Etik Profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari 

para anggota kelompok profesi tersebut, yaitu meningkatkan tingkat 

profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bennutu 

kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan rnereka. 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Notaris sating mempengaruhi 

satu dengan lainnya, karena Kode Etik Notaris menuntut keprofesionalan seorang 
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notaris. Dengan sikap profesional tersebut dengan sendirinya notaris akan menjalankan 

jabatannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. 

Keterkaitan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris tersebut 

tercantum dalam Pasal 1 UUJN, yang menyebutkan bahwa organisasi notaris 

menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Perilaku profesional tersebut intinya 

antara lain: 

l. Perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleb 

pengetabuan dan pengalaman tinggi. 

2. Dalam melakukan tugas profesionalnya harus mempunyal integrasi moral tugas

tugas profesionalnya. 

3. Harus jujur, tiduk saja pada pihuk kedua atau pihuk ketiga, tetapi juga pada diri 

sendiri. 

4. Seorang Notaris harus rnembetikan jasanya secara maksimal kepada mereka yang 

membutuhkan dan tiduk bersifat diskriminatif, dengan tiduk semata-mata karena 

. didorong oleh pertimbangan uang. 

5. Notaris hams memegang teguh etika profusinya. 

Sikap profusional jabatan inilah yang membedukan pemikiran notaris dengan 

seorang pedaganglpengusaha, sebab cita-cita dan tujuan seorang profesional dalam 

melukukan tugas·tugasnya sehari-hari menitikberatkan pada kesediaannya melakukan 

kegiatan yang motif petayanan umum, bukan motifmencari keuntungan pribadl. 

3. Kedudukan Notaris 

Notaris merupakan suatu profesi dalam pelayanan hukum kepada 

masyarakat. Jasa notaris semakin dibutuhkan, apalagi melihat proses pembangunan 

di Indonesia semakin meningkat. Dari awal lahimya profesi notaris di Indonesia 

sejuk jaman penjajahan Hindia Belanda, jelas terlihat bahwa penerapan profesi 

notaris terus mengalami perkembangan. yang mana jasa notaris tidak hanya 

digunukan oleh orang-orang dari golongan tertentu saja seperti halnya yang terjadi 

pada masa Hindia Belanda tersebut. 

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakut hingga kini 

masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat 

seseorang mernperoleh nasihat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya 
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adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 

hukum 18 

Di Mesir, negara yang memiliki lembaga notariat tertua, menurut 

A.W.Voors, kedudukan notaris dipandang tinggi sama dengan seorang pejabat 

tinggi, panglima di medan perang, ulama tertinggi, dan kesayangan para wanita. Hal 

ini ia temukan dalam selembar papirus, kertas kuno dalam sejarah kerajaan Mesir. 

Menurut A.W. Voors, di negeri Belanda notariat juga memiliki kedudukan 

yang baik. Hal ini terjadi karena para notaris mampu menangani Undang-Undang 

dengan tepa! dan juga tetap belajar. 

Selain karena perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia yang 

semakin besar, tingkat ekonomi masyarakat yang semak.in membaik terutama 

dibandingkan dengan masa Hindia Belanda juga ikut mempengaruhi penggunaan 

Profesi notaris tersebut. Apalagi pemikiran masyarakat yang mulai maju dalam 

menyikapi peraturan hukum yang ada, bahwa mereka harus mengikuti tata cara 

dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini semakin 

meningkatkan kebutuhan masyarakat akan profesi notaris. 

4. Fungsi N otaris 

Notaris mempunyai fungsi yang turut membantu pemerintah untuk 

memperlancar prosedur hukum dalam rangka memenuhi kewajiban dalam tata tertib 

hukum dan legalitas suatu perbuatan hukum, yang mana fungsi-fungsi tersebut 

merupakan suatu bentuk kepercayaan pemerintah kepada notaris sebagai pejabat 

umum. Menurut A.W. Voors, fungsi seorang notaris terlihat pada beberapa 

kehidupan lingkungan dan situasi dalam kehidupan seorang anggota masyarakat, 

antara lain dalam: 

a) Hubungan Keluarga 

Disini notaris berfungsi sebagai seorang penasehat dan penengah dalam 

suatu masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan yang tentu saja berhubungan 

juga dengan tugas notaris tersebut, misalnya : dalam perjanjian nika~ perseroan 

keluarga dan dalam hal lainnya. Dalam hal ini, Notaris dituntut untuk bersifat. 

netral, objektif, dan marnpu menyimpan rahasia atas apa-apa yang diungkapkan 

18 Tan Thong Kic, Buku I Shtdi Notarisr, Beberapa Mara Pelafaran dan Serba-Serbi Praktek No/oris, Cel 
3., (Jakarta: PT.Ichtiar Bnru Van Hoeve, 1994), IDm.2l9. 
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kepadanya. Oleh karen.a itu, notaris diharapkan dapat membedakan antara hubungan 

keluarga dan hubungan tugas. agar hal ini dapat berjalan dengan baik. 

b) Soal Warisan 

Dalam hal inJ fungsi notaris sangat diperlukan terutama bagi mereka yang 

tunduk kepada hukum barat. Keterangan notaris mengenai warisan ini dituangkan 

kedalam akta waris. misalnya dalam pembuatan surat wasiat. Oleh karena itu~ 

seorang notaris dituntut untuk dapat lebih teliti dan tekun dalam memeriksa serta 

mempelajari hukum waris, karena masalah yang berhubungan dengan kewarisan 

merupakan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan individu

individu yang terkait, yang apabila ada ketidaktelitian notaris maka akan ada 

ketidakpuasan dari orang-orang tertentu yang memungkinkan dapat menimbulkan 

dampak buruk bagi notaris itu sendiri. 

c) Bidang Usaha 

Menurut A.W. Voors ada 2 (dua) persoalan tentang fungsi notaris dibidang 

usaha, yaitu : 

I. Pembuatao kontrak antara pihak-pihak, dalam hal ini suatu tindakan 

dirnulai serta diakhiri dalam akta, contoh suatu perjanjian jual-beli. 

Dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model 

disamping mengetahui dan memahami Undang-Undang. 

2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan rnerupakan suatu 

hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini 

dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap 

materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan. apakah ada: bahaya 

dan apa yang mungkin teljadi." Misalnya pada pembuatao perjanjian 

kerjasama antara 2 (dua) perusahaaan dalam penyelenggaraan proyek 

tertentu,. yang mana notaris harus cermat dan teliti da.Iam membuat isi~lsi 

perjanjian kerjasama tersebut sehingga apabila dikemudian hari terjadl 

hal di1uar keinginan para piha~ maka tidak akan merugikan salah satu 

dari mereka. 

Fungsi notaris yang terakhlr ini sangat diperlukan terutama pada saat-saat 

sekamng ini. dimana seirJng dengan perkembangan zaman dan semakin 

1 ~Tan Thong Kie,Op. CU., Hll:tl 165. 
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beranekaragamnya kegiatan~kegiatan dalam masyarakat pada bidang usaha. 

sehingga peran seorang notaris semakin penting sebagi pejabat yang dipercaya oleh 

masyarakat untuk itu. 

A.W. Voorsjuga membagi pekerjaan seorang notaris menjadi 2 (dua), yaitu 

pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan pekerjaan ekstralegal, 

yakni pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan tersebut.20 

Pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian 

kekuasaan pemerintah, antara lain : 

memberi kepastian tangga1; 

membuat groose akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial; 

memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang manggantikan tanda 

tangan; 

memberi kepastian mengenai tandatangan seseorang. 

Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan seorang notaris sebagai suatu badan 

negara dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai kekuatan sama seperti 

Undang-undang. Seorang notaris hams menjunjung tinggi tugas yang diHmpahkan 

oleh pemerintab dan melaksanakannya dengan tepat dan jujur sesuai dengan 

sumpah notaris. 

Pekerjaan ekslralegal adalah tugas lain yang dipercayakan kepada notaris 

yaitu menjamin perlindungan kepastian hukum. Setiap warga ncgara memiliki hak 

serta kewajiban yang tidak boleh dikurangi atau dihilangkan begitu saja, balk 

karena yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit 

ingatan. Kehadiran seorang notads dalam bal-hal tersebut diwajibkan oleh Undang

undang dan ini merupakan bukti kepercayaan pembuat Undang-Undang kepada 

diri notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan kurang mengerti. 

Tetapi walaupun demikian, keharusan ini tidak boleh digunakan untuk 

menyelundupkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebab seorang notaris tidak 

hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh 

kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia terhadap semua plhak. 

Para notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat. 

yaltu keduanya menuangkan suatu kejadian kedalam bentuk hukum, memberi 

:ro Ibid, Him. 226. 
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nasehat kepada pelanggan, dan mengharapkan kepercayaan dari rnereka. Namun 

terdapat perbedaan prinsip. yaitu : 

Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak dan berusaha 

menyelesaikan suatu persoalan sehingga semua pihak puas. sedangkan 

seornng Advokat hanya memberi pelayanan kepada satu pihak saja dan 

berusaha memuaakan pihak tersebut. 

Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah reljadinya suatu 

persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan 

suatu persoalan yang sudah terjadi. 

Dalam membela hak suatu pihak, diharapkan seorang notaris tidak ikut 

campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hokum dimana 

kepentingan para pihak berjalan paralel, notaris yang memegang peranan sedangkan 

advokat hanya memberi nasehat.:u 

Menurut Prof. A. G Lubbers dalam bukunya Het Notariaat, pekerjaan 

notaris adalah:22 

otentik. berarti bahwa keastian dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah 

pasti. 

Seorang notaris tidak hanya menangani ketentuan~ketentuan daiam 

pernturan mengenai jabatan notaris (mengenai cara rnembuat dan 

membentuk akta), namun ia juga menangani keseluruban hukum 

perdata, yaftu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang 

sipil. 

Pasal I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UUJN) yang rnulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004, 

menyebutkan : 

Ayat 1 : l'notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta 
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini." 

Ayat 7 : "akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan 
notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh 
Undang"Undang ini." 

Zl Ibid., Him.. 233, 
n Ibid., Hhn. 235. 
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5. Tugas dan Wewenang Notaris 

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian 

perbuatan-perbuatan, dan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan 

kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap 

perbuatan, perjanjian dan ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat 

didalarnnya mempunyai jaminan kepastian hukum. 

Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaao pelayanan 

jabatan notaris. Pelayanan jabatan notaris ini maksudnya adalah untuk 

membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu 

memberikan kepastian terhadap hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan 

tersebut diperlukau tindakan-tindakan yang khusus, antara lain juga 

mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta·akta notaris. 

Menganai kewenangan notaris, UUJN mengaturnya dalam Pasal 15 ayat (!) 

sampai ayat (3), yang berbunyi sebagal berikut: 

Ayat (1) : ~'notaris berwenang membuat akta otentik rnengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 
dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan groose, saiinan,. dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 
lain yang·ditetapkan oleh undang-Undang." 

Ayat (2) : "notaris berwenang pula: 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggaJ surat di 

bawah tangan dengan mendal\ar dalam buku khusus; 
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 
c. membuat fotokopi darj asH surat-surat di bawah tangan berupa saHnan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 
yang bersangkutan; 

d. meJakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 
e. memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pernbuatan akta; 
f: membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; 
g. membuat akta risalah lelang. 
Ayat (3) : "segala kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 

ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan .... 
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Dipergunakannya perkataan "berwenang" dalam pasal-pasal diatas, 

berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdata yang mengatakan 

bahwa: 

"suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuat." 

Untuk pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdata tersebut. Pembuat undang

undang barus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk pera 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah 

para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang demikian. 

R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan bahwa untuk dapat membuat 

akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di 

lndonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak 

berwenang untuk membuat akta otentik karena ia tidak mempunyai kedudukan 

sebagai pejabat umum. Sebaliknya,. seorang pegawai catatan sipil meskipun ia 

bukan ahli dalam bidang hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal 

tertentu1 misalnya akta kelahiran dan akta kematian, karena ia oleh Undang-Undang 

ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-ak:ta 

tersebut23 

Dalam pasal I P JN secara tegas dinyatakan bahwa tugas dan wewenang 

notaris yaitu antara lain membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan, baik yang diperintahkan oleh undang-undang maupun 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, dalam pasal ini juga dinyatakan bahwa 

notaris merupakan satu~satunya pejabat umum yang berwenang untuk: mernbuat 

akta otentik, kecuall undang-undang menugaskan atau menge<:ualikan kepada 

pejabat atau orang lain. Kata satu-satunya disini dimaksudkan untuk memberi 

penegasan bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang 

umum untuk membuat akta otentik, tidak turut para pejabat lalnnya, semua pejabat 

lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak 

'll Nics, Tanggung Jawab NolfJI'is Selalm Pejabor Umttm, (Yogyakru:ta . Center For Docwncnt&ry tu1d 
Studies OfBussines law CDSBl., 2002), HlnL37. 
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melebihi daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada 

rnereka oleh undang-undang. 24 

Dapat dikatakan bahwa wewenang notaris bersifat umum sedangkan 

wewenang pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian. Wewenang para pejabat 

lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada apabila oleh undang-undang 

dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris, mereka juga turut berwenang 

membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang 

dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu. 

Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang umum 

tersebut. Semua pejabat Jainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya 

wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang 

secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang. 

Dengan kata lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang 

pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam suatu 

perundang-undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta 

otentik, maim hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, kecuali oleh 

Undang-Undang dinyatakan secara tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat 

pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang 

untuk itu. 

Seorang pejabat umum tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan 

pegawai negeri. Meskipun pegawai negeri sebagai pejabat juga mempunyai togas 

untuk memberikan pelayanan umum, namun pegawai negeri dalam hal ini tidak 

seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris bukan pegawai negeri 

sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan yang mengatur tentang kepegawaian. 

Notaris dalam hal ini tidak menerima gaji, melainkan honorarium dari kliennya 

berdasarkan suatu peraturan.25 

Dalam pasal 15 UUJN juga ditegaskan bahwa togas pokok notaris adalah 

membuat akta otentik dan akta otentik tersebut akan memberikan, kepada pihak

pihak yang membuatnya, suatu pembuktian yang mutlak. Hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

24 G.H.S Loemban Tobing, Op.Cit., Hlm. 29. 
25 lbid., Him. 38. 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH UI, 2009



21 

"suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli 
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang 
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya." 

R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa Jetak arti penting dari profesi 

seorang notaris adalah bahwa ia karena Undang-Undang, diberi kewenangan unutk 

rnenciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang 

tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat 

penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperlua~ 

baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. 26 

Yang dimaksud dengan untuk kepentingan pribadi adalah antara lain 

membuat surat wasiat, mengakui sah anak luar kawin, memberikan dan menerima 

hibah, mengadakan pembagian warisan, dan lain-lain. 

Sedangkan yang dimaksud untuk kepentingan suatu usaha adalah akta-akta 

yang dibuat untuk kegiatan-kegiatan antara lain akta pendirian perseroan terbatas, 

firma, cv, ataupun akta-akta untuk keperluan lain seperti pembuatan akta pendirian 

Partai Politik sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat seperti dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar, dan juga akta-akta mengenai transaksi dalam bidang 

usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dan lain-lain. 

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti 

menyusun, membacakan, dan menandatangani akta dalam bentuk yang ditentukan 

oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasa11686 KUHPerdata, tetapi 

lebih jauh notaris mempunyai kewajiban membuat akta lain, kecuali apabila 

terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak: pembuatan aida 

tersebut. 

Notaris JUga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengena1 

ketentuan-ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan 

adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melak:sanak:annya, menyebabkan 

adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat notaris. 

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan 

26 Ibid., lllm.39. 
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jabatannya dalam daerah yang telah ditetapkan sesuai UUJN dan di dalam daerah 

hukum mana notaris tersebul rnempunyai wewenang. 

Wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu : 

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangl:ut akta yang dibuat itu; 

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan 

siapa akta itu dibuat; 

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dim ana akta itu dlbuat; 

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pernbuatan akta itu. 

Keempat wewenang diatas berarti tidak semua pejabat umum dapat 

membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta 

tertentu, yaitu yang ditngaskan atau dikeeualikan kepadanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. 

Dalarn pasal 52 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris tidak diperkenaokan 

membuat akta untuk dlri sendiri. suamilistri, atau orang lain yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke bawah danlatau keatas tanpa pembatasan 

derajat> serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan 

ataupun dengan suatu perantaraan kuasa. Ketentuan ini adalah untuk mencegah 

tetjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaanjabatan. 

Setiap notaris ditentukan daerah hukumnya atau daerah jabatannya dan 

hanya di dalam daerah yang ditentukan tersebut, notaris yang bersangkutan 

berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris diluar daerah 

jabatannya adalah tidak sah. 

Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris tersebut masih 

menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak: boleh membuat 

akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya. 

Apahila salah satu dari keempat wewenang diatas tidak dipenuhi, maka akta 

yang dibuat oleh notaris yang bersanglrutan menjadi tidak otentik dan hanya 

mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.17 

21 Ibid., Hlm. 4 L 
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Suatu akta otentik disebut memenuhi syarat otentisitas apabila memenuhi 3 

unsur: 

a. Akta otentik dalam bentuk yang ditentukan oleh undang~undang adalah bahwa 

akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan aida, dan akhir akta. Bagian-bagian 

akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang 

mengandung unsur otentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan 

akhir akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-uandang atau tidak 

b. Aleta dibuat oieh atau dihadapan seorang pejabat umum. Apabi!a akta notaris 

hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat 

umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (ambtelijk Akte). 

Salah satu contoh akata pejabat adalah berita acara yang dibuat oleh notaris dari 

suatu Rapat Pemegang Saham suatu perseman terbatas. Apabila suatu akta 

selain memuat catatan tentang apa yang disa.ksikan dan dialami oleh notaris dan 

juga memual tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak 

yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan akta panij atau akta 

para pihak, Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalan : 
• I) akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila satu a tau lebih 

diantara para pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan da1am 

akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut 

2) akta partij tidak akan berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak 

tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak 

tersebut tidak menyetujui perjanjian yang dibuat. kecuali apabila alasan 

tidak menandatangani akta tersebut adalah alasan yang kuat seperti : tidak 

bisa tulis-menuHs (maka bisa diganti dengan cap jempol), atau a1asan tangan 

terluka. Alasan-alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh 

notaris dalam akta yang bersangkutan. 

c. pejabat umum itu mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Salah satu 

syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memproleh otentisitas adalah 

kewenangan notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. 

Disamping wewenang yang ditentukan dalam pasal 1 PJN tersebut diatas, 

dalam prakteknya notaris juga melayani masyarakat untuk : 
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a bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut bidang hokum 

per data; 

b. mendaftarkan akta~akta atau surat~surat dibawah tangan atau melakukan 

waarmerking~ 

c. melega1isir tanda tangan; 

d, membuat dan mensahkan salinanlturunan sebagai dokumen; 

e, mengusahkan disahkannya badan~badan seperti Perseroan Terbatas;, perkumpulan, 

Partai Politik, dan lain-lain agar memperoleh persetujuan dan pengesahan sebagai 

badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

f: membuat keterangan hak waris; 

g, pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan 

seperti urusan bea meterai dan lain sebagainya, 

6. Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris 

Selain memiliki wewenang yang besar berkaitan dengan pembuatan akta-akta, 

seorang notaris juga harus tunduk pada kewajiban-kewajiban dalam menjalankan 

jabatannya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pada 

pasal16 angka 1, antara lain: 

L Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak bO!pihak, dan menjaga kepentingan pihak 

yang terkait dalam perbuatan hukum; 

2" Membuat akta daiam bentuk mtnuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari 

protokol notaris; 

3. Mengeluarkan groose akta, salinan akt:a., atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; 

4. Memberikan pelayanan sesuai denagn ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali 

ada alasan untuk menolaknya~ 

5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan 

yang diperoleh guna pembuatan ak:ta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali 

Undang-Undang menentukan lain; 

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam l(satu) bulan menjadi buku yang mernuat tidak 

lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat memuat dalam satu 

buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada 

sampul setlap buku; 
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7 _ Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar at au tidak diterimanya sura! 

berharga; 

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan; 

9. Mengirimkan daftar akta (yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke 

Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya; 

1 0. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhlr 

bulan; 

1 L Mempunyai caplstempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan 

pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan 

yang bersangkulan; 

12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi dan di tanda tangani saat itu juga oleh penghadap. saksi, dan notaris; 

l3. Menerima rna gang caJon notaris. 

Semua kewajiban mengenai akta-akta da1am menjaiankan jabatan notaris 

tersebut diatas berlaku terhadap semua bentuk akta yang dibuat oleh notaris. termasuk 

didalamnya akta pendirian Partai Politik. 

Setiap kewajiban pasti diikuti dengan larangan. Bagi notaris larangan-larangan 

tersebut adalah seperti diuraikan dalam Pasal 17 UUJN, antara lain notaris dilarang · 

I. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; 

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari ketja berturut-turut tanpa 

alasan yang sah; 

3. Merangkap sebagai pegawai negeri~ 

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

5. Merangkap jabatan sebagai advokat; 

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta; 

7_ Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan 

notaris; 
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B. Menjadi notaris pengganti, 

9. MeJakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau 

kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. 

Larangan tersebut ditetapkan demi kelancaran notaris dalam menjaJankan 

fungsi> wewenang, dan kewajibannya, sehingga masyarakat terpuaskan dengan layanan 

yang diberikan oleh notaris. Selain itu agar terdapat pemerataan peranan untuk pihak

pihak lain dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas. 

Dalam Pasal 4 Kode Erik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang 

ditetapkan di Bandung tanggal 26 januari 2005, dikatakan bailwa notaris dan orang lain 

yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang : 

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan; 

2. Memasang papan nama danfatau tuHsan berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" diluar 

lingkungan kantor; 

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, 

dengan mencantumkan nama dan jabata.nnya, menggunakan sarana media cetak 

dan/atau elektronik, dalam bontuk : 

iklan; 

ucapan selamat; 

ucapan belasungkawa: 

ucapan terima kasih; 

- kegiatan pemasaran~ 

kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga. 

4. Bekerja sama dengan biro jasaf orang! badan hukum yang pada hakekatnya 

bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien~ 

5. menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan pihak 

lain; 

6. Mengirimkan minuta kepada klien intik ditanda tamgani; 

7. Berusaba atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris 

lain kepadanya~ 

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang 

telah diserahkan dan!atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien 

tersebut tetap mernbuat akta padanya; 
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9. Melakukan usaha-usaha, baik 1angsung maupun tidak langsung yang menjurus ke 

arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris; 

10, Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klieo dalam jumlah yang lebih 

rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan; 

11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor 

notaris Jain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan; 

12, Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atas ekta yang dibuat olehnya; 

13, Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat ekslusif dengan tujuan 

untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup 

kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi; 

14. Menggunakan dan mencantum.kan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang~undangan yang berlaku~ 

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai 

pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak teroatas pada 

pelanggaran-pelanggaran terhadap : 

- ketentuan-ketentuan dalam UUJN; 

- Penjelasan Pasall9 ayat (2) UUJN; 

lsi sumpah jabatan notaris~ 

Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 

danlatau keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) tidak boleh dilakukan oleh anggota, 

B. Partai Politik Di Indonesia 

1. Defiuisi Partai Politik 

Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi yangjauh lebih tua 

umurnylL Pada abad ke I 8, Voltaire mencoba meyakinkan bahwa partai bukardah fuksL 

Partai berasal dari bahasa lati~ parlire, yang bermakna membagi?1 

Partai Politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang 

demokratis, Sebagai suatu organisasi, Partai Politik dimaksudkan untuk mengaktifkan 

zs f.lambnng Clpto. Prwpek dan Trmrangan Panai Polirik, (Yogyakru1a: J'u:>taka. Pelajur,l996). Hlm.L 
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dan memobilisasi rakyat. mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi 

bagi pendapat yang sela1u bersaing, serta menyediakan sarana suksest kepernlmpinan 

politik yang absah (legitimate) dan damai. Karena itu, "Partai Politik dalam pengertian 

modern dapat dideflnisikan sebagai suatu kelompok yang rnengajukan calon-calon bagi 

jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengon!rol dan mempengaruhi 

tindakan-tindakan pemerintah. "2
') 

Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai~ dan cita-cita 

yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.30 

Menurut Ismail Suny, pemerintah yang demokratis dan bertanggung jawab~ 

membutuhkan servis-servis partai-partai politik31Partai Politik adalah alat yang paling 

ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Dari urgensi Partai 

Politik inilah muncul pemeo dalam masyarakat, ~·politisi modern tanpa Partai Politik 

sama dengan ikan yang berada di luar air."32 

Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai Partai Politik, menurut Carl 

Friedrich, Partai Politik adalah : 

"Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut 
dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan 
partainya dan,. berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota 
partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun rnateriil .. 13 

Sedangkan menurut R.H Soltau, Partal Politik adalah : 

"Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak 
terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan 
memanfaatkan kekuasaannya untuk memi!ih, bertujuan menguasa1 
pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka".34 

Sigmund Neumann dalam karangannya Modern Political Parlies 

mengemukakan definis.i sebagai berikut : 

v lhlnsul Antal. Teori·Tearl MutakhirPartai Politik, {Yogyakam: PT. Tiara Wacana,. 199:6),. illm.XV. 
311 Miriam Budlnrdjo,D<uar-Dasar llmu Politik. (Jnknrta: GrnmOOia, !977), Hlm. t60. 
11 Ismail Swty, MenMri KMdiktn:Sebnah Otohicgrqfi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), Hlm.354. 
:n MRus.li Knrim. Perjalonan Pat1ai PcliJik J)i lt!tkmuia, (Jakarta: Cv.Rajawali, l9:83). Hlm I, 
n Abdul.Bflri Azed dan Mnkmur Amir, Pcmilu dan Pnrl.ai Politik Di Indonesia, (Jakarta: PUS!lt Studi 

Hulrum Tala Negaru Falru1tas HWmm Ul, 2005), fllm.33. 
34 Ibid, Fnm34. 
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"Partai Politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha 
untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas 
dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang rnempunyai 
pandaogan berbeda"u 

Definisi Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang 

Partai Politik dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal I adalah : 

"Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia 
secara sukare1a atas dasar persamaan kehendak dan cita--cita untuk 
memperjuangkan k;r:ntingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui 
Pemilihan Umum". 3 

Sedangkan definisi Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Partai Politik sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 

2002, adalah : 

"Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga 
Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 
bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945"37 

Juga disebutkan yang dimeksud Partai politik adalah perkumpulan (segolongan 

orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan (terutarna di bidang politik), baik yang 

berdasarkan partai kader (struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok 

anggota Partai Politik yang terkemuka) maupun yang berdasarkan partai massa (Partai 

Politik yang mengutamak:an kekuatan berdasarkan keunggulan jurnlah anggotanya). 38 

lstilah Partai Politik dalam kamus sosiolog adalah satu kelompok dengan 

keanggotaan behas, yang menyangkut semua masalah yang dibadapi negara sebagai 

lembaga politik. 

Secara umum, Partai Politik juga dipahami sebagai kelompok warga yang 

berpandangan sama yang bertujuan menghembuskan, melaksanakan, dan 

35 Ihlasul Amn!, Op.Cil., Hlm.162. 
:w Republiklndonesia. Undang-Ur.dang Tcutang Partoi PoHtik., UU Nornor 31 Talilln 2002, L'ffil Nomor 

l38Tahun2002,1LNRINomot425L 
17 Republik lrukmesia, Undang-Und<lng Tcntang Paruri Politik, UUNQll\or 2 Tahun 2008, LNRINomor 2 

Tahun200&, 1LNR1 Nomor 4801 
J!! PK Poerwantana, PartaiPolitikDi lmlrme:riu, (Jakarta: RinclmCipta, 1994), Htm.6. 
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memenangkan pandangan. politiknya serta menelurkan pandangan tersebut dalam 

program partai dan bertujuan rnengambil alih tanggungjawab kekuasaan?9 

Menurut Duverger, Partai Politlk adalah Grup terorganisir yang mencapai 

kekuasaan poiitik baik iewat Pemilu yang demokratis maupun lewa.t revolusi. 

Sedangkan menurut Sven Quenter~ Partai Politik adalah organisasi yang menurunkan 

kandidatnya untuk merebut kursi parlemen nasional suatu negara lewat Pemilu. 40 

Bila dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar sebuah negara, maka menurut 

Soedarsono, Partai Politik merupakan:41 

l, Pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang 

telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti, Partai Politik berfungsi 

sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk 

berserikat dan berkumpul. Dengan wadah itu) maka apa yang menjadi nilai, 

keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara 

lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. 

2. Kornponen formal dari sistern politik yang dianut oleh Undang-Undang Dasar suatu 

negara. Pendapat ini lebih menempatkan Partai Politik sebagai suatu syarat yang 

harus dipenuhi oleh suatu sistem politik, jika sistem itu hendak dijalankan dalam 

suatu negara. Tanpa keberadaan Partai Politik rnaka mustahil suatu sistem politik 

dapat dijalankan, apalagi apabila sistem poHtik itu hendak dikatakan sebagai sistem 

politik yang demokratis. 

2. Fungsi Partai politik 

Dalam negara dernokratis, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi 

secara umurn. yaitu: 

Hlm.9. 

1. Sarana Komunikasi Politik 

Dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, 42Partai 

politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan 

l9 Pipit R Karla\vidjaja dan Mulynnn W. Kusmmih., KisohMlni Sistem Kcparlnimt, (Bandung:doss, 2003). 

4ll Ibid, Hlm.ll. 
41 Soerlarsooo, Mahkamah Konstitw;i Sebagai Pengawal Demokmsi:Penyellf.Wian SengkeJa Hosil Pemitu 

2004 Oleh Mahlwmah Kons'#tu.si RJ, (Jnkarta: Sckrel.ariat Jendern1 dnn Kepaniterrum Mnh.katrulh Kunstitusi_RI, 
2005), Him 164 . 

.a Arus. infot'Ttl.ll1i dalam suatu ncgnro benrifat dua arab, tutinyn be!jaln.n de.ri ata" ke bawah dan dnri bawah 
ke alas_ Kedudukan Partai dalam ants ini adnlah sebaga.i jembata:n animi "merekn Yllll8 memerintoh" (the rulers) 
dengan mcreka yang diperintah {the ruled} Dalam merUalankau fungsi ini, Portai .Politik serlng disc but juga 
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mengatumya sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat 

bekurang. Partai Politik bertindak sebagai penghubung antara dua pihak. 

Partai Politik menyalurkan informasi dari pihak yang satu kepada pihak 

yang lainnya secara timbal balik. 

Dengan demikian tampak jelas bahwa di antara pihak. penguasa 

dan masyarakat, atau tepatnya diantara pihak yang memerintah dan 

pihak yang diperintah berlangsung proses komunikasi dua arah, artinya 

Partai Politik dapat berperan sebagai penghubung, yaitu berperan 

menyalurkan arus informasi yang datangnya dari masyarakat untuk 

kemudian dialirkan kepada pihak penguasa, dan juga menyalurkan arus 

informasi yang datangnya dari pihak penguasa untuk kemudian dialirkan 

kepada masyarakat. 

2. Sarana Sosialisasi Politik 

Seorang sarjana barat, Kenneth P. Langton, mengungkapkan 

pendapatnya bahwa dalam arti yang seluas-Iuasnya, sosialisasi politik 

merupakan cara dimana masyarakat mentransmisikan kebudayaan 

politik dari satu generasi kepada generasi berikutnya.43 

Sehubungan dengan sosialisasi politik, Gabriel A Almond 

mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik dapat membentuk 

dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, dan dapat pula 

memelihara kebudayaan suatu bangsa dalam bentuk penyampaian 

kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula 

merubah kebudayaan politik. 44 

Sebagai agen atau sarana sosialisasi politik, maka Partai Politik 

mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ideologi partai kepada para 

anggotanya atau para pendukungnya. 

3. Sarana Rekruitmen Politik 

perantam (broker) dalwn suatu bursa ide· ide. Kruiangjuga dikatakan bahwa Partai Politik bngi Pernerintah bertindnk 
sebagai alat pendengar, sednngkan masyarakat sebagai pengeras Slllli'R, Miriam Budiardjo, Demokrasi Di Indonesia, 
Demokrasi Porlementer, dan Demolo-asi Poncasilo, (Jaknrtn: PT.Grnmedia, 1996), Hlm200. 

43 Drs.Haryanto, Parlai Politik:Suatu Tinjauan Umum, (Yogyakarta:Liberty, 1984), Hlml4. 
44 Mochtar Mas'oed dan Collin Mac Andrews, Perbandi1Jgan Sisrem Politik, (Yogyakarta: Gajah mnda 

University Press, 1978), Illm.33. 
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Dalam hal ini yang dimaksudkao dengan rekruitmen politik 

adalah proses melalui mana Partai Politik mencari anggota baru dan 

mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. 4~ 

Disamping itu rekruitmen po1itik dapat juga dinyatakan sebagai 

sa1ah satu cara untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian 

diorbitkan menjadi calon~calon pernimpin. 

4. Sarana Partisipasi Politik 

Fungsi Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik 

mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi Partai Politik sebagai 

sarana rekruitmen politik. Pada hakekatnya fungsi Partai Politik sebagai 

sarana rekruitmen politik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

Partai PoJitik yang bersangkutan untuk rnenarik minat atau perhatian 

para warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota Partai Politik 

tersebut. Disampiog itu Partai Politik juga melakukan suatu usaha 

penyeleksian terhadap para warga negara, terutama sekali yang 

mempunyai bakat dan kemampuan yang menonjol, untuk dijadikan 

orang~rang yang siap Wltuk diorbitkan menjadi pemimpin, 

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, terutama sekali pada usaha 

yang dilakukan oleh Partai Politik untuk menarik minat atau perhatian 

para warga negara agar aktif dan bersedia menjadi anggota partai, maka 

berarti bah.wa Partai Politik menyediakan dirinya sebagai ajang bagi para 

warga negara untuk aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik, atau 

dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa Partai Politik merupakan 

tempat atau wahana bagi para warga negara untuk berpartisipasi dalam 

politik. 46 

5. Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan 

Oleh karena Partai Politik mempunyai fungsi sebagai sarana 

komunikasi po1itik, Irnlka sudah menjadi semacarn kewajiban bagi para 

Partai Politik untuk mengatur sedemikian rupa sehingga berbagai ragam 

pendapat, aspirasi, rnaupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat 

tersebut dapat tersalurkan semuanya. 

~5 Miriam Budiardjo, Op.Cit., Hlm..16. 
46 Drs.ffilrynnto, Op Cit ,Jfim.28 
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Proses untuk merumuskan dan kemudian menyaiurkan berbagai 

ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan yang ada di dalam 

masyarakat kepada pihak penguasa dinamakan artlkulasi kepentingan 

(interest articulation). 47 

Di dalarn suatu sistem politik, artikulasi kepentingan dan 

agregasi kepentingan yang dilaksanakan olen Partai Politik pada 

bakekatnya merupakan input atau masukan bagi sistem politik itu 

sendiri. Input atau masukan tersebut itu kemudian disaiurkan atau 

disampalkan kepada badan~badan yang mempunyai wewenang untuk 

menetapkan kebijaksanaan~kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan 

mengikat segenap warga negara. Badan~badan yang mempunyai 

wewenang itu pada umumnya diwakili oleb badan eksekutif dan badan 

legislatif Badan-badan yang mempunya.i wewenang tersebut mengoJah 

setiap input yang masuk untuk dijadikan output, yaitu kebijaksanaan

kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan mengikat segenap warga 

negara, 

6. Sarona Pengatur Konflik 

Perbedaan pendapat dan persaingan sudah merupakan sesuatu hal 

yang wajar teJjadi di negara-negara yang menganut paham demokrasL 

Hal inl disebabkan oleb karena kebebasa.n bagi para warga negara untuk 

sating bersaing dan mengemukakan pendapat~pendapatnya dijamin atau 

diperbolehkan. 01eh karena itu maka di negara-negara yang menganut 

paham demokrasi, sering sekali kita saksikan adanya perbedaan 

pendapat dan persaingan di antara para warga negara atau golongan

goloogan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan pendapat dan 

persaingan tersebut pada gllirannya kemungkinan besar akan 

mengakibatkan terjadinya konflik atau persetisihan di antara mereka. 

Apabila di dalam suatu masyarakat atau negara teljadi konflik 

atau perselisihan di antara para warga negara maupun golongan

golongan yang ada. maka Partai Politlk dapat berperan sebagai sarana 

untuk dapat menyelesa.ikan konflik atau perselisihan tersebut Partai 

~7 Miriam Budie.rcljo, Op.Cil.,Him.l5. 
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Politik dapat mengalur perbedaan pendapat, mengontrol persaingan agar 

tetap merupakan persaingan yang sehat, dan bahkan dapat pula 

meredak:an konflik atau perselisihan yang terjadi sehingga akibat yang 

rnungkin ditimbulkan tidak akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa 

dan negara. 

7. Sarana Pernbuatan Kebijaksanaan 

Fungsi Partai Politik sebagai sarana pembuatan kcbijaksanaan 

dapat dilaksanakan apabila Partai Politik yang bersangkutan rnerupakan 

partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan 

perwakilan rakyat secara rnayoritas. Apabila Partai Politik yang 

bersanglrutan tidak memegang tampuk pemerintahan dan tidak 

menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, akan tetapi hanya 

berkedudukan scbagai partai yang melakukan oposisi, maka Partai 

Politik tersebut tidak merupakan partai yang melaksanakan fungsinya 

sebagai sarana pembuatan kebijaksaan, tetapi melaksanakan fungsinya 

sebagai sarana untuk mengk:ritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh pihak pemerintah. 

8. Sarana Untuk Mengkritik Rezim Yang Berlruasa 

Fungsi Partai Politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang 

berkuasa pada umumnya berlangsung di negara-negara yang menganut 

paham demokrasi, hal ini disebabkan karena di negara-negara yang 

menganut paham demokmsi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat 

bagi para warga negara, termasuk di dalamnya menyampaikan kritik 

kepada rezirn yang berlruasa adalah diperbolehkan. 

Fungsi Partai Politik juga dituangkan dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu: 48 

Pasal 11 ayat (I) : Partai Politik berfungai sebagai sarana : 

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar rnenjadi 

Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; 

.4a Republik Indonesia, Undang-Umftmg Tentang Pnrtai PoJitik. UU Nomor 31 Tahun2002, LNRI Nomor 
13& Tahun2002, TLNR1 Nomor 425t 
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b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Bangsa 

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi poHtik masyarakat 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

d. Partisipasi politik Warga Negara Indonesia;dan 

e_ Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan 

keadilan gender. 

3. Tujuan Partai Politik 

Tujuan Partai Politik juga dituangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu: " 

Pasal!O Ayat (!): Tujuan umum Partai Politik adalah: 

a Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 

dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik lndonesia~dan 

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, 

PasallO ayat (2) : Tujuan khusus Partai Politik adalah: 

a, Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam 

rangka penyelcnggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; 

b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan 

bennasyarakat, berbangsa. dan bernegara;dan 

c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

0 Republikindouesia, Undiutg~Uirdtmg, Tentwtg Par'Uli Politlk, UU Nomor 31 Tabun 2002, LNRI NOlll.Gr 
138 Tatum2002, TLNRI Nomur42Sl. 
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Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi, fungsi dan tujuan Partai 

Politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Partai Politik mempunyai 

peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Dari pendapat meogenai 

definisi dan fungsi Partai Politik, terlihat juga bahwa aktivitas dari Partai Politik 

memang berada dalam lingkup kehidupan negara, terutama pemerlntahan. Berkaltan 

dengan hal itu, menurut Max Weber, didalam suatu masyarakat yang modem, pimpinan 

politik dan pembentukan tujuan politik tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya 

Partai Politik. Partai-Partai Politik itu mengambil alih pengalihan proses pengarnbilan 

keputusan antara masyarakat dengan pemerintah."' 

4. Kelemahan partai polilik 

Adanya sebuah organisasi tentu akan mengandung berbagai kelemahan. 

Diantaranya adalah bahwa organisasi yang berbentuk Partai Politik mempunyai 

ke<;enderungan tmtuk bersifat oligarkhis. Organisasi, termasuk Partai Politik, kadang

kadang berteriak dengan lantang bahwa segala tindakan mereka adalah untuk dan atas 

nama kepentingan rakyat, tetapi di dalam praktik di lapangan ternyata justru mereka 

berjuang untuk kepentingan para elit atau pengurus Partai Politik: itu sendiri. Hal seperti 

itulah yang dinyatakan olen Robert Michels sebagai suatu "hukum besi" yang berlaku 

daJam organisasi1 bahwa : 

"organisasilah yang melahlrkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara 

si mandataris dengan sj pemberi mandat, dan antara si penerirna kekuasaan 

dengan sang pemberi stapa saja yang berbicara tentang organisasL maka 

sebenarnya ia berbicara tentang oligarkhi"'51 

Apa yang menjadi penyebab terjadinya keoenderungan oligarkhis dalam sebuah 

Partai Politik adalah karena faktor pemimpin. Keyakinan yang keliru dari pemimpin 

yang menganggap "Partai Politik adalah saya" akan menyebabkan Partai Politik hanya 

digunakan untuk mencapai kepentingan-kepentingan untuk pemimpin. 52 Akhirnya Partai 

Politik menjadi gaga! dalam menjalankan fungsinya sebagai ala! memperjuangkan 

kepentingan rakyat pendukungnya. 

X~Drs.Haryanto, Op.Cit., Hbnl5. 
~~ Robert Miche£s,Pat1af PalitilcKecendenmgan Oligarkilrs J)alam Biriokrnsi (Political Parties:A 

SOCJ'.oiogfcal SrudyOfT1w Oligorc!Jical Tendencies Of Modem Df!mOCJ'Ocy, (Jakarta: CV. Rajav.llli,I9S4), Hhn.44S. 
nlbid.,ffim.254. 
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Selain kecenderungan bersifat oligarkhis, Partai politik juga memiUki 

kecenderungan untuk dijalankan secara sentralistis dan birokratis.53 Kecenderungan 

seperti itu mengakibatkan hilangnya karakter demokratis dalam tubuh Partai Politik 

yang bersangkutan, dan pada akhirnya "Partai Politik akan menjadi terpisah dengan 

massa ... 

Untuk mengatasi potensi buruk Partai Potitik seperti tersebut diatas. menurut 

Jimly Assldiqie, diperlukan beberapa mekanisme penunjang. antara lain yaitu: 

Pertama: mekanisme internal yang dapat menjarnin demokratisasi melalui 

partisipasi anngota Partai Politik itu sendiri daJam proses pengambilan keputusan. 

Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumus:kan secara tertulis da18m anggaran 

dasar dan anggaran rumah ta.ngga (AD/ ART) Partai Politik yang bersangkutan, yang 

ditradisikan dalam rangka "Ruie Of Law'', artinya semua anggota Partai Politik 

memiliki hak-hak yang sarna dalam menyampa.ikan aspirasi mereka Wituk kemajuan 

Partai Politik dimana mereka menjadi anggotanya, serta segata tindakan dari para 

anggota Partai Politik, tidak terkecuali bagi pimpinan Partai Politik sekalipun harus 

tetap patuh terhadap apa yang telah ditetapkan dalam AD/ ART Partai Politikoya. Bagi 

siapa saja yang melanggar AD/ ART hams dikenekan sanksi. 

Kedua : mekanisme keterbukaan Partai Politik yang memungklnkan masyarakat 

di luar Partai Politik dapat ilrut berpartisipasi dalarn penentuan kebijakan yang hendak 

diperjuangkan melalui dan oleh Partai Politik. Partai Politik harus dijadikan sarana 

perjuangan rakyat daJam turut menentukan bekerjanya slstem kenegaraan sesuai dengan 

aspirasi mereka. 54 Dalam hal ini~ Forum Politisi secara lebih konkret telah memberikan 

beberapa rekomendasi, saJah satu diantaranya adaJah: 

"Partai Politik harus mampu berkomunikasi langsung dengan konstituen 
melalui tatap muka. Kontunikasi meJaiui organisasi-organisasi yang berfungsi 
sebagai mediator~ seperti serikat buruh, serikat tani, organisasi pemuda. dan 
organisasi perempuan, Selain itu juga dibangun komunikasi melalui media 
massa: koran dan majalah, radio~ tv, internet dengan website, email dan te!epon. 
Yang juga tidak kalah pentingnya komunikasi dengan menggunakan media 
riset, jajak pendapat (polling), dan survei"." 

13 Drs.HacyaniD, Op.Cir., lllm.21 
"'Jimmly Assidiqie, Op.Cil .• Hlra65. 
S$ Ibid, Hlm.66. 
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Jika mekanisme pertama dan kedua tersebut berhubungan dengan internal 

Partai Politik, maka mekanisme yang ketiga ini merupakan faktor eksternal yang dapat 

ikut mengatasi potensi buruk Partai Politik. yaitu berkembangnya pers bebas yang 

dapat mendidik rakyat. Media pers itu adalah saluran komunikasi massa yang 

menjangkau sasaran yang sangat luas. Peranannya dalam ikut menciptakan demokrasi 

yang sehat sangatlah penting. Oleh karena itu, pers dapat dianggap sehagai The Fourth 

Eslate Of Democracy atau untuk melengkapi istilah Trias Politica dari Montesquieu, 

pers dapat disebut juga sebagai Quadnt Polilica. 

Media pers dapat menjadi sarana kontrol terhedap kinerja Partai Politik. Dalam 

contoh yang konlcret, misalnya pers melakukan jajak pendapat yang berhubungan 

dengan kinerja Partai Politik. 

5. Sejarab Perkembangan Partai Politik dan Pengaturan Partai Politik Di 

Indonesia Sebagai Badan Bukum. 

Beberapa pandangan dari para pakar politik sering dikemukakan tentang 

bangkit, berdiri, dan bergereknya Partai-Partai Politik di Indonesia. Pandangan pertama 

mengemukakan pikiran bahwa ada suatu gerakan yang bersumber dari dalam yang 

berasal dari kesadaran dan kebangkitan kesadaran nasional dalam suatu pertentangan 

dengan kolonial Belanda Pandangan kedua yang menempatkan konteks pergerakan 

nasional sebagai sesuatu yang berasal dari luar dan tidak pemah ada dalarn Bangsa 

Indonesia sendiri tetapi karena dirangsang oleh kemenangan Jepang atas Rusia. Yang 

ketiga gabungan antara asing atas milik sendiri. Perturnbuhan Partai-Partai di Indonesia 

adalah hasil dari pola hubungan yang kompleks haik unsur dari Iuar maupun dari 

dalam. 

a. Jarnan Kolonial Belanda 

Masyarakat poHtik dan para pemimpin pergerakan kemerdekaan 

menggantungkan harapannya kepada Partai Politik sebagai wadah pemupukan 

kekuatan bangsa dan sebagai kekuatan pendobrak kekuatan kolonial. Karena itu 

para peruimpin dan pendukung partai berupaya loyal, mengabdi, dan berkOJtan 

untuk partainya. ldeologi partai dijadikan pengarah perjuangan. Organisasi 
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partai dijadikan mekanisme partisipasi dan mobilisasi kekuatan-kekuatan 

rnasyarakat. Pemimpin partaJ dijadikan alternatlfpenguasa masa depan. 

Pada awal abad XX sudah ada Partai Politik yang diawali oleh 

organlsasi yang mencantumkan asas dan tujuannya dalam kartu anggotanya, 

Pada mulanya Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta 

belum mengutamakan di hidang politik melainkan di bidang pendidikan dan 

pengaJaran. Akan tetapi sebagai organisasi modern rnereka sudah 

mencantumkan asas dan tujuan organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ ART). Kemudian berkembang lebih luas sebagai bentuk 

organisasi untuk melawan penjajah. 

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya Sarekat Islam dan 

Indische Part.ij yang beraliran "'nasionalisme hindia". Sarekat Islam ini didirikan 

di solo oleh H. Samanhudi pada tahun 1911. pada permulaanya hanya 

perkumpulan biasa untuk menyaingi kaum kedudukan dan kegiatan kaum clna_ 

Sarekat islam yang mulai menarnpakkan diri sebagai Partai Politik sejak tahun 

1912 di bawah pimpinan H.O.S Tjokroaminoto. Munculnya Sarakat Islam 

sebagai partai yang lebih menitikberatkan perhatiannya dalam masalah ekonomi 

dan keislaman dan memiliki tendensi politik yang bercorak revoJusioner dan 

nasionalistis, dalam prosesnya Sarekat Islam dianggap rnenjadi cikat bakal dari 

partai-partai Indonesia modem, terutama karena luas jangkauannya. 

Kemudian Indische Partij yang didirikan Dr, E.E.F. Douwes Dekker~ di 

Bandung tanggal 25 Desember 1912, yang memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia. Latar belak:ang munculnya Indische Partij didasari oJeh rendahnya 

kesejahteraan kalangan indo eropa sebagai akibat kebijakan politik rasial 

pemerintah kolonial. Pemetintah kolonial Belanda membagi strata dalam 

masyarakat menjadi tiga yakni Eropa, Timut Asing dan Inlander."Usaha untuk 

meningkatkan perjuangan Indische Partij menjadi badan hukum ditolak 

pamerintah Belanda dengan alasan Indische Partij bersifat politis dan 

mengancam ketertiban umum. Pada perkembangannya, Partai ini selanjutnya 

berubah nama menjadi Insulinde, namun semakin hari semakin merosot antara 

lain karena tarikan Sarekat Islam. Nama Insulinde kemudian berubah menjadi 

,.;; Jimly Assidiqie, Op.Cit, f:llm.l60. 
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National lndische Partij dan terus berkali-kali mengalami perubahan nama. 

namun tetap tidak membawa kemajuan. Partai ini tidak sempat berkembang 

dalam masyarakat dan hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar. 

Pada tahun 1914 ideologi komunis masuk ke Indonesia, tepatnya pada 

waktu itu tanggal 9 Mei 1914, pemerintah kolonial Belanda mengijinkan tokoh

tokoh mantis Belanda seperti Dekker, Sneevlit, Bergana, dan A.Baar 

mendirikan organisasi yang diberi nama ISDV ( lndische Sociaal Demokratache 

Vereeniging/Persatuan Sosial Demokrat Indonesia). ISDV ini berhasil 

mernpenga:ruhi dua tokoh yaitu Semaun dan Dar so no, kendati 2 ( dua) tokoh ini 

masih berada datam Sarekat Islam. PKI berafiliasi dengan Komunis 

lntemasional. Gerakan komunis ini selalu ditandai dengan radikalisme dan 

berada pada garis ekstrim daJam memperjuangkan cita-citanya, namun selalu 

mengalami kegagalan. 

Pada tahun 1918 didirikan Volksraad. Disarnping itu ada partai yang 

menolak untuk masuk di dalamnya, ada beberapa partai yang menggunakan 

kesempatan untuk bergerak melalui badan ini. Dan tidak dapat dipungkjri 

babwa akibat dibukanya sidang Volksraad menjadi forum bagi pendapat umum 

pada masa itu. Pengaruh Dewan Rakyat terhadap perkembangan demokrasi dan 

kepartaian di Indonesia adalah penting. Pernbentukan Volksraad mernbagi 

Partai Politik di Indonesia antara yang rnasuk ke sistern kolonial yaitu yang 

rnasuk ke dalarn Dewan Rakyat Volksraad yang disebut kaurn "ko" dan yang 

menolak masuk ke dalam sistem Belanda yang disebut kaum "non ko", Dengan 

dibukanya Volksraad1 terpak:sa pemerintah Belanda melepaskan sama sekali 

larangan politik yang sebelumnya ada. Dengan lenyapnya larangan politik itu 

tibalah waktunya bagi pergerakan kebangsaan Indonesia untuk memusatkan 

perhatian ke arah tujuan politik, seperti Sarekat Islam yang pada tahun 1917 

menjadi Partai Politik dengan nama Partai Sarekat Islam. 

Pada tanggal 23 Mei 1920, kader-kader ISDV mendirikan Partai Politik 

secara resmi di Semarang dan atas usulan ABaar yang bermukim di Belanda, 

nama ISDV dirubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda (PKHB), 

tetapi pada tahun 1924, nama PKHB dirubah menj adi Partai Komunis Indonesia 

(PKI). Perlawanan terhadap penguasa kolonial Belanda mengakibatkan PKI 
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dibubarkan dan sebagian besar pemimpinnya dibuang, diasingkan. atau 

dipenjarakan. 

Dengan dibubarkannya PKI, posisinya kernudian diambiJ alih oleh Partai 

Nasionallndonesia (PNI) yang didirikan oleh Mr. Sartono dan Ir.Soekarno yang 

didirikan tanggal4 Juli !927. PNI ini dengan terang-terangan menentang sistem 

kolonialisme dan setuju kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan jalan aksi 

menolak: kerjasama dengan Dewan-Dewan Pemerintahan. K.arena sikapnya 

yang keras terbadap pemerintaban dan sistem penjajahan itu maka kepada para 

pemimpinnya yaitu Ir.Soekarno, Gatot Mangkupraja, Naskun, dan Supriadinata 

dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan kolonial, sehingga pimpinan prutai 

membubarkan PNI serta mendirikan partai bam dengan nama Partai Indonesia 

yang tujuan dan maksudnya sama. 

b. Jarnan Pendudukan Jepang 

Sistem kepartaian yang dibentuk pada jaman kolonial Belanda dibasmi 

sampai tuntas pada jaman pendudukan Jepang, Langkah pertama yang ditempuh 

Jepang adalah melarang adanya aktivitas politik di tangah-tengah masyarakat. 

Tepatnya pada tanggal 20 November 1942, semua kegiatan politik termasuk 

rapat~rapat yang membicarakan organisasi dan struktur pemerintahan dilarang 

dengan keras. Perubahan mendasar dalarn peta politik adalah meningkatnya 

partisipasi kelompok Islam dibanding nasionalis. Perhatian J epang kepada 

kalangan Islam disebabkan adanya ikatan kesetiaan kaum petani di pedesaan 

pada pemimpin Islam, untuk itu Jepang memberikan konsensi-konsensi kepada 

kaiangan Islam daripada nasionalis. Konsensi paling besar yang diberikan 

Jepang adalah dihidupkannya kembati Majelis A'la Indonesia pada september 

1942. setabun kemudian federasi ini berubah menjadi Majelis Sjuro Muslimin 

Indonesia (Masjumi) yang dibiarkan hidup sarnpai akhir pendudukan Jepang. 

c. Jarnan Orde Lama 

Sebelum Orde Baru kita mengenal 2 (dua) perinde dalam kehidupan 

politik di tanah air, yaitu Demoktasi Liberal dan demokrasi terpimpin. 

L Demokrasi Liberal 
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Demokrasi Liberal kehadirannya dimulai pada saat dikeluarkannya 

Maklumat Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 yang disusu1 

dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 november 1945 dengan tujuan 

mernberikan konsumsi poJitik ke dunia luar, bahwa Indonesia bukanJah 

negara fasis (buatan Jepang) tetapi adalah negara demokratis" 

Sehari sete1ah UUD 1945 disahkan, anggota-anggota Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKl) mengambil keputusan untuk 

hanya mendidkan satu partai, yang dinamakan Partai Nasional Indonesia 

(yang kernudian popu1er dengan sehutan PNI-Staatspartij)< Partai ini 

direncanakan akan dipirnpin o1eh Soekarno-Hatta dengan me1ibatkan tokoh

tokoh pergerakan kemerdekaan dari partai-partai pada jaman penjajahan. 

Konon keputusan ini banyak ditentang sehingga akhirnya dimumkan 

penundaan pembentukan PNI Staatspartij" Alasan gagasan pembentukan 

PNI Staatspartij ini ditentang adalah, pertama, bahwa pembentukan partai 

tunggal banya dikena1 di negara fasisme dan komunis, padahal negara 

Indonesia menurut UUD 1945 adalah negara demokrasi yang menjamin 

rakyatnya untuk berserikat dan berkumpul. Kedua, adanya kecurigaan 

bahwa penggunaan istilah demokrasi adalah tak:tik pendukung 

'"'nasionalisme" untuk mendomina.si gelanggang poiitik pasca kemerdekaan. 

Perkembangan selanjutnya pada tangga1 16 Oktober 1945, 

pemerintah mengeluarkan Maklumat X yang memaksakan mengubah sistem 

presidesiil yang diharuskan UUD 1945 ke dalam sistem parlementer, 

sehingga mengharuskan banyak partai-partai, 

Tradisi Partai Politik Indonesia sejak merdeka muncul sebagai akibat 

dari usu1 yang diajukan oleh Badan Peketja Komite Nasiona1 Indonesia 

Pusat (BPKNIP) yang berfungsi sebagai parlemen yang disampaikan kepada 

pemerintah. Usul ini menuntut pemerintah agar diberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada rak:yat untuk mendirikan Partai-Partai Politik dengan 

harapan Partai-Partai Politik tersehut hendaknya memperkuat penjuangan 

dalam mempertahankan kemerdek:aan dan rnenjamin keamanan masyarakat. 

Dengan Maklumat Pemerintah tangga1 3 November 1945 yang 

ditandatangani oleh Wakil Presiden Mocharnmad Hatta, Partai Politik 
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mempunyai garis berpijak yang kokoh, point pertama Maklumat tersebut 

memuat keinginan pemerintah akan kehadiran Partai Politik Point kedua 

berupa limit waktu pendirian Partai Polit!k yaitu sebelum dilangsungkan 

pemi!ihan anggota badan-badan perwaki!an rakyat pada bulan januari 1946. 

pada masa ini, Partai-Partai Politik tumbuh subur, Sistem pemerintahan 

parlementer, Panai Politik yang mempunyai jumlah yang banyak, sering 

terjadi pergantian kabinet, Pada masa yang relatif singkat selama revo1usi 

Indonesia (1945-1949), telab ada enam kabinet yang memerintah dalam 

masa yang re!atif singkat. Bubarnya kabinet pada umumnya disebabkan oleh 

pecahnya koalisi ka.rena salah satu pihak menarik menterinya dari kabinet 

karena alasan~aJasan tertentu. sehingga kabinet kehilangan dukungan 

mayoritas, 

Pada saat itu sering terjadi konflik-konflik yang tidak dapat 

dihindarkan~ seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang menjadi dasar 

perselisihan tersebut adalah akibat faktor ideologi di antara Partai-Partai di 

Indonesia. 

Apabila dikelompokan, partai-partai yang ada sejak Maklumat 

Pemerintah 1945, dalam buku kepartaian Indonesia yang diterbitkan 

kementrian penerangan tahun 1951, disebutkan sebagai berikut: 

t Dasar Ketuhanan: 

1. Masjumi 

2. Partai Sjarikat Islam Indonesia 

3. Pergerakan Tarbiyah lslamiah 

4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 

5. Partai Katholik 

11. Dasar Kebangsaan: 

1. Partai Nasiona!Indonesia (PNI) 

2. Persatuan Indonesia Raya (PIR) 

3. Partai Rakyat Indonesia (Parindra) 

4. Partai Demokrasi Rakyat 

5. Partai Rakyat Nasional (PRN) 

6. Partai Wanita Rakyat (PWR) 
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7. Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) 

8. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) 

9. lkatan Nasional Indonesia 

10. Partai Rakyat Jelata (PRJ) 

II. Partai Tani Indonesia (PTI) 

12. Wanita Demokrat Indonesia (WDI) 

111. Dasar Marxisme: 

1. Partai Komunls Indonesia 

2. Partai Sosialis Indonesia 

3. Partai Murha 

4. Partai Buruh 

5. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia 

1v. Partai lain~ lain: 

1, Partai Demokrat Tionghoa 

2. Partai Indo Nasional 

44 

Namun sebenamya sebelum dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 

tersebut, berdasarkan fakta-fukta historis telah muncul Partai-Partai Politik 

pasca kemerdekaan, antara lain pada tanggal 15 September 1945 berdiri 

Partai Buruh Indonesia. kemudian goJongan komunis segera mendirikan 

kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 3! Oktober 1945, lalu 

golongan sosialis mendirikan Parsi (Partai Rakyat Sosialis) pada tanggal 1 

November 1945. 

Dengan berdirJnya bennacam~macam partai maka berakhirlah usaha 

mendirikan partai tunggal dan berkembanglah sistem multipartai dengan 

sistem koalisi. Dalam masa revolusi fisik (1945-1949), Partai Politik 

memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan keputusan, Wakil

wakil partai duduk dalam KNIP dan kabinet, dalam masa ini berbagai 

kabinet mengbadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar. 

Kemudian pada tahun 1955 diadakan Pemilihan Umum, yaitu pada 

masa kabinet Burhanudin Harahap dari Partai Masjumi, yang 

diselenggarakan tanggal 29 September 1955. pada Pemilu tabun 1955 ini 

diikuti oleh banyak Partai Politik, dan ada empat besar Partai Politik yang 
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memperoleh suara terbanyak yaitu, PNI (Partai Nasional Indonesia), 

Masyumi (Majelis Syuro Mus!imin Indonesia), Nahdatul Ulama, PK! (Partai 

Kornunis fndonesia). Herbert Feith mengelompokan Partai~Partai Politik 

yang ikut Pemilu sebagai berikut :'7 

- Panai Besar : 

PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin 

Indonesia), Nahdatul Ulama, PKI (partai Komunis Indonesia). 

- Partai Menengah : 

PSII (partai Syarikat Islam Indonesia), Parkindo (partai Kristen 

Indonesia), Partai Katholik, PSI (partai Sosilais Indonesia), Perti 

(Persatuan Tarbiyah lslamiyah), LPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan 

Indonesia). 

- Kelompok keeil yang bereakupan nasional : 

PRN (Partai Rakyat Nasional), Partai Buruh, GPPS ( Gerakan Pembela 

Pancasila), PRI (Partai Rakyat Indonesia), PPPRJ (Persatuan Pegawai 

Polisi Republik Indonesia), PJR (partai Indonesia Raya) Wongsonegoro, 

PJR (Partai Indonesia) Hazairin, Permai (Persatuan Marhaen Indonesia), 

PPTJ (partai Persatuan Tharikat Islam), Acoma (Angkatan Communis 

Muda). 

- Kelompok kecil yang hereakupan daerah : 

Gerinda-Yogyakarta, Partai Persatuan Daya-Kalimantan Barat, AKUI

Madura, PRD (Partai Rakyat Desa)-Jawa Barat, PRIM (partai Rakyat 

Indonesia Merdeka-Jawa Barat, R Sudjono Prawirosoedarso dkk

Madiun, Gerakan Pilihan Sunda-Jawa Barat, Partai Tani Indonesia-Jawa 

Barat, Raja Keprabon dkk-Jawa Barat, Gerakan Banteng-Jawa Barat, 

PJR (Persatuan Indonesia Raya)-Nusa Tenggara Barat, PPLM Idrus 

Effendi-Sulawesi T enggara. 

Pemilu pertarna tahun 1955 ini merupakan Pemilu pertama yang 

"Iuber" dan "jurdil", Salah satu kunci keberhasilan Pemilu tahun 1955 

adalah diwakilinya semua partai dalam bad an penyelenggara. 

2. Demokrasi Terpimpin 

51 Herbcrtl<'cilh, Indonesia ElecJim1 in 1955 atau Pemfliiu:m Umum }955 di .Indonesia, Terjcmnhllil 
Nugriho Kmj{l.Sftllgkana dun Masri Maris. (Jakruia: Grumedla, l 999), I-flm.89. 
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Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli I 959, yang salah satu 

isinya adalah kembali ke UUD 1945, maka berakhirlah sistem parlementer 

dan sekaligus mengakhiri masa berkuasanya Partai Politik dan Parlemen. 

Pada periode ini, ditandai beberapa ciri. yaitu, pertama: peranan dominan 

dari Presiden, kedua:pembatasan alas peran DPR serta Panai-Partai Politik 

kecuali PKI yang malah dibiarkan berkembang serta peningkatan peran 

ABRl sebagai kekuatan sosial politik 

Pada periode demokrasi terpimpin ini dilakukan penyederhanaan 

terhadap jumlah banyak partai dengan Penpres No. 7/1959, menjadi 10 Partai 

dengan Penpres No. 13/1960, dan disusul dengan konsep Nasakom yang 

bertujuan untuk menciptakan suatu kerukunan nasional. Dilihat dari luar 

seolah-olah ada kerukunan, padahal kenyataannya di dalam ada perselisihan 

sampai akhirnya meledak peristiwa G30S/PKI. 

3. Jam an Orde Baru 

Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Orde Barn adalah 

pembubaran PKI melalui TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. sementara 

tetjadi perdebatan melalui berbagai seminar dan media massa mengenai 

perlunya merombak struktur politik dan menyederhanakan sistem partai. Partai 

Politik yang menjadi sasaran utama dari kecaman masyarak:at dianggap 

bertindak memecah belah karena memecah belah dan terlalu mementingkan 

ideologi serta kepentingan masing~rnasing. Akibatnya Presiden Soekarno 

pernah menyerukan agar semua Partai Politik dikuburkan saja. 

Pemilu pertarna pada masa Orde Barn diadakan pada tanggal 2 Mei 

1971. ikut serta dalam Pemilu 1971 terdiri dari beberapa partai politik yaitu 

PKRI, PSIT, Nahdatul illama, Parmusi, Parkindo, Murba, PNl, Perti, IPKI, dan 

Go Iongan Karya, sehingga jumlah peserta Pemilu 1971 adalah berjumlah I 0 

(sepuluh) Partai Politik. Pada Pemilu 1971 merupakan ajang uji coba untuk 

menciptakan single majority, karena untuk pertama kalinya nyali partai~partai 

dibuat ciut dengan kehadiran Golongan Karya (Golkar) yang didukung ABRI 

dan jajaran birokrasi. 58 

.~a R. Eep Sylrofullnh Famh. Musalah dan Prospek ~i di lrnlom.uia, ( Jakmt.I.I:Ohalia Indonesia, 
1994),Hlm.l9L 
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Sejak awal kehadirannnya, tampak bahwa orde baru menempatkan 

penataan kehidupan kepartaian sebagai bagjan dari stabilisasi politik yang vitaL 

Sebagaimana diungkapkan Liddle, pemerintahan Orrle Baru yang 

ditulangpunggungi oleh militer memiliki persepsi yang khas terhadap Partai 

Politik. Bagi pemerintah Orde Baru ini, Partai Politik adalah pesaing dalam 

memperoleh kekuasaan dan penggerak kekuasaan rakyat. Dalam pandangan 

Pemerintahan Orde Barn ini khususnya kelompok militer, Partai Politik telah 

menjadi sumber penyebab instabilitas politik dan kegagalan ekonomi sepanjang 

sejarah Indonesia merdaka. Dalam kaitan ini, militer beranggapan bahwa Partai 

Politik rnenjadi agen aktualis politik kelompok ekstrim kanan (islam) dan 

kelompok akstrim kiri (kornunis). Penataan kebidupan Partai Politik dilakukan 

sejak saat awal kelebiran Orde Baru. "' 

Restrukturisasi politik pun dilakukan, pertama-tarna dimulai dari 

penataan kebidupan partai, lewat penyederhanaan, yang kemudian dilakukan 

penataan ideologi berupa pengeliminasian politik berdasa.rkan aJiran. Orde Barn 

be~pikiran bahwa pluralitas partai dan ideologi merupakan biang kerok dari 

konflik·lronflik yang terjadi sebelumnya. 

Pembinaan kehidupan kepartaian diwujudkan melalui program fusi. PNI, 

Partai Khatolik, Parkindo, IPKI, dan Murba difusikan menjadi satu partai yaitu 

Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara Parmusi, NU, PSI!, dan Perti 

difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Program fusi ini 

melakukan wujud konkrit kecenderungan pemerintahan Orde Baru dalam hal 

perampingan sistem kepartaian dan pembatasan jumlah partai untuk tujuan 

mengamankan program stabiiitas.60 

Bagi Orde Baru, kearnanan dan stabilitas politik merupakan hal yang 

amat penting guna menjamin pembangunan ekonomi. Adanya realitas yang 

tidak bisa dibantah bahwa kehidupan kepartaian masa Orde Barn akhlrnya 

ditandai oleh relatif tidak adanya kompetisi antar Partai Politik serta antar 

kekuatan-kekuatan politik seca.ra umum. Partai·Partai politik non Golkar 

menjadi partai yang terbatasai aktualisasi politilroya, sementara Golkar yang 

didukung militer menjadi pernegang begemoni dalam proses politik dan 

s~ Ibid, Hlm.l93. 
60 R. Ecp Syaefulloh Fatnh, Op.Cil,, Him 195. 
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pemerintahan. Keadaan inilah yang membuat Deliar Noer sampai pada 

kesimpulan bahwa sistem kepartaian yang dianut Orde Bam bukanlah sistem 

satu partai, sistem dua partai, dan sistem banyak partai melainkan sistem 1 112 

partai. Satu partai Golkar, terns menerus memegang hegemoni kekuasaan 

sementara yang lain dalam bahasa Deliar Noer hanya menjadi pemanis untuk 

menunjukkan bahwa ada keanekaragaman kekuatan politik yang sebenarnya 

adalah keanekaragaman yang semu. 61 

Langk:ah berikutnya untuk menata sistem kepartaian adalah konsep 

Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal ini merupakan pelaksanaan dari 

gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto, maksudnya agar tidak 

teijadi lagi penyimpangan seperti masa lalu antara partai karena tiap partai 

cenderung menonjolkan dan memperjuangkan asas mereka masing-masing. 

Namun di jaman Orde Barn, konflik Partai politik masih tetap terjadi. 

Satu gejala yang menandai adalah adanya perpindahan kehidupan konfliktual 

dari antar partai ke intern partai, antara lain yang terlibat di PPP dan PDI. 

Selama jaman Orde Barn telah diadakan Pemilu sebanyak 6 kali, yaitu 

tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Undang-Undang tentang kepartaian 

yang telah dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang 

Partai Poitik dan Golongan Karya. Dari keseluruhan Pemilu yang telah 

dilaksanakan pada jaman Orde Baru, Golongan Karya selalu tampil sebagai 

pemenang, kemudian disusul PPP dan PDI yang selalu bersaing. 

4. Orde Reformasi 

Euphoria reformasi setelah pergantian pimpinan nasional dari Presiden 

RI ke-2 Soeharto kepada B.J. Habibie sebagai Presiden ke-3 tanggal 21 Mei 

1998, dengan sangat maraknya diwarnai oleh semangat berbagai pihak 

mendirikan partai baru. Semangat reformasi lebih dipahami sebagai kembali 

pada keadaan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dalam artian yang 

sesungguhnya, telah mendorong bermunculan gagasan pendirian partai baru. 

Sebagai tindak lanjut dari gerakan refonnasi tersebut, maka untuk 

menyelenggarakan Pemilu 1999, dikeluarkanlah paket Undang-Undang antara 

lain yaitu Undang-Undang Nomor 2 TaliUn 1999 Tentang Partai Politik, 

<i! Ibid., Hlm.198. 
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Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, 

kemudian Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat~ Dewan perwakiian Rakyat dan Dewan Perwakiian 

daerah. 

Saat Orde Reformasl ini maka banyak bermunculan partai-partai baru 

bagai jamur dimusim hujan. Keberadaan Partai Politik tersebut langsung diuji 

dalam Pemilu tahun 1999, hasilnya muncul 6 (enam) Partai Politik yang 

mampu metampaui electoral Jreshold Dua dari partai lama PPP dan Golkar 

serta empat partai baru Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

yang merupakan pecahan PDI, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai 

Amana! Nasional (PAN), dan Partal Bulan Bintang (PBB). 

Pada tahun 1999 tercatat sebanyak 14 I Partai Politik mendaftar di 

Departemen Kehakiman, dan sebanyak 48 Partai Politik hasil pengesahan oleh 

KPU menjadi peserta Pemilu. 

Munculnya partai~partai baru telah menumbuhkan harapan rnasyarakat 

akan kehidupan politik yang lebih demokratis. Akhimya, melalui pemilu tahun 

1999 terbentuklah komunitas masyarakat politik barn yang setidaknya 

memberikan indikasi bahwa Indonesia tengah mengalami proses demokratisasi. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi panai 

pemenang Pemilu tahun 1999 dengan merebut sebanyak 153 kursi di DPR. 

Partai ini menjadi simbol perjuangan melawan kekuasaan Orde Barn dan 

memproklamtrkan diri sebagai partai rakyat kecil. Golkar yang berusaha 

menghapus citranya sebagai kendaraan politik Orde Baru dengan 

memperkenatkan paradigma barunya, menduduki tempat kedua dengan 

perolehan 120 kursi, disusul PPP dengan 58 kursi, PKB 51 kursi, dan PAN 34 

kursi Karena tidak ada pemenang mayoritas maka pemerintahan yang terbentuk 

merupakan koalisi dar! partai-partai berpengaruh ini. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya refurmasi telah memberikan 

sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan 

dengan jaminan keberlangsungan demokratisasi. Banyaknya jumlah Partai 

politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan 
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politik. Dan yang tak kalah pentingnya kondisi ini memungkinkan terclptanya 

sebuah perpolitikan nasional yang demokratis. 

Namun setelah Pemilu tahun 1999, rupanya konflik-konflik yang 

meJanda Partai-Partai PoHtik di Indonesia beJum juga berakhir seiring dengan 

adanya refurmasi. Tidak sedikit Partai-Partai Politik hasil pemilu 1999 yang 

dilanda kemelut internal Mulai dari keretakan kecil hingga munculnya gejala 

perpecahan dalam bentuk partai-partai tandingan. Dalam kondisi semacam itu 

Partai-Partai Politik tidak saja dihadapkan pada kesulitan yang cukup serius 

dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur artikulasi dan agregasi 

kepentingan mssyarakat, tetapi juga berakibat sulitnya meletakkan dasar-dasar 

perubahan politik ke arah demokrasi. 

Setelah Pemilu tahun 1999, dilaksanakan lagi Pemilu tahun 2004. Dalam 

konteks era transisi, pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang kedua kalinya 

diadakan sejak berlangsungnya era transisi di Indonesia yang diawali oleh 

kejatuhan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya. Karena itu Pemilu 2004 

harus dipahami sebagai bagian dari mata rantai panjang menuju konsolidasi 

demokrasi di Indonesia sejak tumbangnya kakuasaan otoriter Orde Baru. 

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan payung hukum baru yaitu 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Ten tang Partai 

Politik sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999. 

Dihandingkan dengan UU No 2/1999, persyaratan pembentukan perpol jauh 

lebih ketat Hal itu dapat terlihat dari persyaratan minimal kepengurusan partal 

politik. Kalau dalam UU No 2/1999 hal itu tidak diatur, maka dalam UU Partai 

Politik yang baru ini sebuah partai politik harus memiliki pengurus minimal di 

50 persen jumlah provinsi. Partai politik itu juga harus memiliki pengurus di 50 

persen kabupatenlkota dari provinsi bersangkutan. Partal politik itu juga harus 

memiliki pengurus di minimal 25 persen jumlah kecarnatan dari kabupaten/kota 

bersangkutan. Partai politik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2002 ini juga harus memiliki kantor tetap seperti usulan pemerintah. 

Namun seiring dengan perkembangan politik dan masyaraka~ maka Undang

Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang partai Politik dinilai sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkambangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan 
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dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang partai politik 

belum optimal mengakornodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang 

menuntut peran·Partai politik daJam kehidupan berbangsa dan bernegara serta 

tuntutan untuk mewujudkan Partai politik sebagai organisasl yang bersifat 

nasional dan modern. Dari 24 Partai Politik peserta Pemilu tallUn 2004, hanya 7 

partai saja yang berhasil lolos electoraltreshold yakni mernperolah sekurang

kurangnya 3% jumlah kursi DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai 

Demokrat, PKS, dan PAN. Setelah Pemilu 2004 temyata konflik-konflik Partai 

Politik juga masih ada. Partai-Partai Politik yang dalam hal ini diwakili oleh 

elit-elitnya masih belum bisa sepenuhnya menjalankan agenda-agenda riil 

keperluan rakyat Namun secara umum bisa dikatakan bahwa pelaksanaan 

pernilu tahun 2004 adalah Pemilu yang damai dan cukup demokratis. 

d. Perkembangan Peraturan Partai Politik di Indonesia!' 

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar 

utama penyangga demok.rasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. 

Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika 

diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Palitik. 

Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan 

Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. 

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka 

memungkinkan untuk melaksanakan rekruitmen pemimpin atau proses 

pengkaderan., pendidikan politik dan kontro1 sosial yang sehat Dengan Partat 

Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan 

masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah 

belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan 

partai yang sehat dan fungsional. 

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokras:i 

harus dicenniakan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui 

hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. 

Makoa dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemiliban Umum 

(Pemilu), jangan sampai rnengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan 

62 "Partai Folitik by Massad M:asrur'\ <http//Wl"W.tmnsparansi.or.idlpemllu.html>., 23 
November 2002. 
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eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian 

negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi 

partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi se~arang hanyalah 

bagian dari proses demokrasi. 

Menurnbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan 

perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk rnenciptakan 

Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. 

Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. 

Kehidupan Partai Politik barn dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada 

tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum 

bisa dikatakan sebagaimana pengertian Partai Politik secara mndern. Budi 

Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (public 

office) eli dalam persaingan rnelalui Pemilihan Umum. Juga tidak dalam arti 

organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam 

tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan 

kesadaran orang~orang Jawa. 

Sangat boleh jadi partai dalam artl modem sebagai suatu organisasi 

massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak 

kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan 

anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah 

partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan

tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan 

Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai 

inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua Partai Politik dalam arti 

yang sebenamya yang kemudian berkembang di Indonesia. 

Pada masa pergerakan nasional ini> hampir semua partai ridak boleh 

berbobungan dengan pemerintah dan massa di bawah (grass roots). Jadi yang di 

atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke 

bawah tak sampai. Tapi Partai Politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi 

Partai Politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi 

komunikasi politik 
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Pada masa pendudukan Jepang semua Partai Po1itik dibubarkan. Namun, 

pad a masa pendudukan Jepang juga membawa perobahan penting. Pada rnasa 

Jepang-lah didirikan organisai-organisasi massa yang jauh rnenyentuh akar-akar 

di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bemama Pusat 

T enaga Rakyat {Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut 

dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang 

bertujuan untuk mempengaruhi proses politik.. Praktis sampai diproklamirkan 

kemerdekaan, m .. yarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik. 

Perkembangan Partai Politik kembali menunjukkaa geliatnya tatkala 

pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu Partai Politik. Wacana yang 

btrkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggaL Partai tunggal 

diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu 

suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi niat 

membentuk partai tungga1 yang rencananya dinamakan Partai Nasional 

Indonesia gaga!, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia 

Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecaban dan bukan memupuk 

persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partal tunggal, atas desakan dan 

keputusan Badan Pekerja Komite N .. ional Indonesia Pusat, pemerintah 

mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk Partai Politik sebanyak

banyaknya guna menyambut Pemilihan Umum anggota Badan-Badan 

Perwakilan Rakyat. 

Pada keadaan seperti itulah Partai Politik tumbuh dan berkembang 

selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika 

diselenggarakan Pemilihan Umum pertarna yang diikuti oleb 36 Partai Politi!<, 

meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan

pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil 

Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi Partai Po1itik. Hampir semua tokolt, 

golongan mempermasalahkan keberadaan Partai Politik. Kekalutan dan 

kegoncangan di da)am sidang konstituante initah yang pada akhirnya memaksa 

Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya 

boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari 

Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan. 
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Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 

pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti 

pemerintaban sebelumnya. banyaknya Partai Poiitik dianggap tidak menjamin 

adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. 

Usaha pemerintah ini barn terealisasi pada tahun 1973, partai yang 

diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Dernokrasi Indonesia (PDI). 

Nampak aakali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan 

merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai 

bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena 

kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini. sulit rasanya 

mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru 

setelalt reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang 

sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan 

sistem multi-partai ini sebagai titik awa1 pertumbuhan partal yang didasari 

kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya. 

Kondisi yang demildan ini perlu dipertahankan1 karena Partai Politik 

adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi 

kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski 

keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam 

sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. 

Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses 

demokrasi. 

Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2004 

digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang 

Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggap belum 

mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif 

dan fungsionaL Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai 

Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada 

keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalalt 

sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik 

yang efektif dan fungsionol diperlukan adenya kepercayaan yang penuh dari 
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rakyat Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus 

dianggap sebagai pernbawa ketidakstabilan politik sebingga kurang berkah bagi 

kehidupan rakyat. 

Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh 

kepercayaaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang rnarnpu 

menjadi landasan bagi turnbuhnya Partai Politik yang efaktif dan fungsional. 

Dengan kata lain, diperlukan perubaban terhadap peraturan perundang

undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yakni Undang-undang No. 31 

Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. l2 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang No. 23 

tahun 2003 tentang Pemilihan Urnum Presiden dan Wakil Presiden, dan 

Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD dan DPRD. Beberapa perkembangan yang terjadi pada masa 

reformasj muJai dari tahun 1998 sampat sekarang yang berkaitan dengan 

keberadaan Partai Politik di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama, berkaitan dengan jumlah partai yang ikut meramaikan sistem 

multi partai. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, jumlah Partai Politik terus 

berkembang pesat serta jum[ahnya terus mengalami perubahan, yaitu tahun 

1999 ada 141 Partai Politik yang terdaftar di Departernen Kehakiman dan Hak 

Asasi hdaousia karnudian pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2004, 

jumlah Partai Politik yang diakui keabsahannya sebagai Badan l:fukum oleh 

Depkumharn sebanyak 50 partai, dan dari jumlah 50 tersebut sebanyak 48 Partai 

Politik dinyatakan memenuhi kualifikasi menjadi peserta Pemilihan Umum 

Legislatifpada tanggal 5 April2004 yang lalu. 

Kedt1a, berkaitan dengan Peraturan yang mengatur tentang Partai Politik. 

Sampai sekarang Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan Partai 

Politik antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik 

dan Go Iongan Karya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun I 999 Tentang Partai 

Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, dan 

yang terbaru Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik. 

Namun pengaturan tentang Partai politik harus berbadan huk:um mulai diatur 

dalarn Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 kemudian dengan pertimbangan 
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bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan 

tuntutan dan dinamika masyarakat, dimana dinamlka dan perkembangan 

masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung 

jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai 

sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita 

nasional Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 

Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2008, dimana didalamnya diatur tentang persyaratan bagi Partai Politik 

agar dapat memperoleh status sebagai badan bukum adalah dengan membuat 

Akta Pendirian dalarn bentuk akta notaris. Hal ini dimaksudkan agar Partai 

Politik sebagai sebuah organisasi memiliki hak dan kewajiban di mata hukurn 

serta dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum sehingga memperkecil 

adanya perselisihan intern partai karena dengan dibuatnya akta pendirian secara 

notariil rnaka pihak~pihak yang menyatakan maksud akan adanya kesamaan 

pandangan dan cita-clta yang tertuang secara tertulis da1am akta pendirian 

untuk bersama-sama membentuk wadah suatu Partai Politik tertentu, 

dikemudian hari tidak menglngkarlnya karena akta pendidan tersebut akan 

mengikat para pendiri beserta anggotanya untuk dapat selalu konsisten dengan 

isi yang tertuang dalam akta pendirian tersebut. Dafam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga mengakomodasi beberapa paradigma 

baru seiring dengan menguatnya konsolidasl demokrasi di Indonesia, melalui 

sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan 

Partai Politik yang menyangkut demokratisasi internal Partai politik, 

transparansi dan ak:untabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik1 

peningkatan kesetaraan gender dan kepernimpinan Partai Politik dalam sistem 

nasional berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang ini juga diamanatkan 

perlunya pendidikao politik dengan memperhatikan keadHan dan kesetaraan 

gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, 

meningkatkan partisipasi politlk dan inisiatif warga negara. serta meningkatkan 

kemandirian dan kedewasaan daiarn kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Secara garis besar, sistematika dalam Uodang-Undang Nomor 2 Tahun 

200& Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Umum; 

2. Pembentukan partai politik; 

3, Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 

4. Asas dan ciri-ciri~ 

5. Tujuan dan fungsi; 

6. Hak dan kewajiban; 

7. Keanggotaan dan kedaulatan anggota; 

8. Kepengurusan; 

9. Organisasi dan tempat kedudukan; 

10. Pengarnbilan keputusan; 

I L Rekrutmen politik; 

12. Peraturan dan keputusan partai politik; 

13. Pendidikan politik; 

14. Penyelesaian perselisihan partai politik; 

!5. Keuangan; 

16. Larangan; 

17. Pembubaran dan penggabungan partai politik; 

18. Pengawasan; 

19. Sanksi; 

20. Ketentuan peralihan~ 

21. Ketentuan penutup. 

e. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009. 

Pada tanggal 9 April 2009 yang lalu, Indonesia menyelenggarakan 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan 
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Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) periode 2009 sampai 2014" 

Pemilihan Umum anggota DPR dilaksanakan dengan sistem 

proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah 

pemilihan, dengan peserta pemilu adalab Partai Politik Pemilihan Umum ini 

adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan caJon terpilih 

berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut:, artinya 

pemilih memilih calon anggota dan bukan Partai Politik. 

Peserta pemilihan umum anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 Partai 

Politik, dan pada tanggal 7 Juli 2008 Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 

daftar 34 Partai Politik yang lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu 

2009, dim ana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama 

kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya dan 16 partai lainnya 

merupakan peserta pemilu tahun 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR 

periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta pemilu 2009" 

dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh 

partai politik peserta pemilu tahun 2004 berhak menjadi peserta pemilu 2009 

yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor: 

1 04NI/2008/P11J~UKT" 

Berdasarkan survei-survel nasional yang dilakukan lembaga-ienbaga 

survei pada tahun 2007, 2008, dan 2009 menunjukkan tiga tempat teratas yang 

kemungkinan akan diperebutkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Peljuangan 

(PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat, diikuti partai, 

partai islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kehangkitan Bangsa 

(PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP), serta partai haru Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)" 

Pada tanggal9 Mei 2009, Komisi Pemilihan Umum anggoata DPR 2009 

setelah 14 hari (26 April 2009-9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi 

perhitungan suara secara nasionaJ, HasH yang diumumkan meliputi perolehan 

suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR Penetapan 

jumlah kursi kemudian direvisi oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 13 

Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode perhitungannya" 
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KPU telah menetapkan perolehan kursi DPR untuk tiap partai. 

Berdasarkan Peratun!n KPU Nomor 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program, 

dan Jadwal Pilpres, pendaftaran pasangan capreslcawapres dimulai Minggu 

(10/5/2009) dan ditutup Sabtu (16/5/2009). Untuk bisa mendafrar, bakal 

pasangan capres/cawapres harus telah mengantongi syarat dukungan 25 persen 

suara atau 20 persen kursi, 

Berikut perolehan kursi 9 parpol yang lolos Parliamentary Threshold : 

I. Partai Demokrat 148 k:ursi (26,43 persen) 

2. Partai Golkar 108 kursi ( 19,2 persen) 

3. PDIP 93 kursi (16,61) 

4. PKS 59 k:ursi (10,54 persen) 

5. PAN 42 kursi (7,50 persen) 

6. PPP 39 kursi {6,96 persen) 

7. PKB 26 kursi (4,64 persen) 

8. Gerindra 30 kursi (5,36 persen) 

9. Hanura I 5 kursi (2,68 persen) 

Hasil pemilu legislatif 2009 sementara waktu bisa ketahui berdasarkan 

perhitungan cepat pemilu atau quick count. basil pemilu berdasarkan hasil 

lembaga survei indonesia ini diperoleh dari detik.com. terlihat jetas dari 

perolehan suara pemilu legislatif 2009 partai demokrat menjadi pemenang 

pemilu. namun ini hanya hasH sementara yang nantinya bisa berubah. Berikut 

inl adaiah hasil perhitungan suara dari lembaga-lembaga survei Indonesia : 63 

6J. "Peran Panai Politik", <hup//way~5.blogspot.com/2009/021polling.honl>, 15 Januari 2008. 
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Karena adanya penerapan Parliamentary Threshold maka partai politik 

yang memperoleh suara dengan presentasi kurang dari 2,500/o tidak berhak 

memperoleh kursi di DPR. 

Untuk pemilihan umum anggota DPD 2009 dilaksanakan dengan sistem 

distrik berwakil banyak, dengan peserta pernilu adalah perseorangan. Jumlah 

kursi anggota DPD untuk setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi. dengan 

daerah pemiliban adalah propinsi. Sedangkan untuk pernilihan umum anggota 

DPRD 2009 dilaksanakan dengan sistem, aturan, dan peserta yang sama dengan 

pernilihan umum anggota DPR. Khusus untuk propinsi Nangroe Aceh 

Darussalam ada tambahan 6 Partai Politik lokal yang berhak mengikuti 

pemilihan umum anggota DPRD di propinsi tersebut yaitu Partai Aceh Aman 

Sejahtera, Partai Rakyat Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Aceh, Partai Suara 

Independen Rakyat Aceh, dan Partai Bersatu Aceh, sesuai dengan Undang

Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. 

Pemungutan suara pada pemilihan umum 2009 dilakukan dengan cara 

menandai (mencontreng), berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dimana 

pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos. Pencontrengan dilak.ukan 

pada koJom nama partai atau nama/nomor urut calon anggota DPRJDPRD~ dan 

pada namalfoto/nomor urut calon anngota DPD sebanyak satu kali. 

Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang

Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, 

dan DPRD yang menyangkut ketentuan sistem nomor urut da1am penentuan 

eaton anggota DPR, DPD, DPRD terpilih. Dengan pembatalan ini penentuan 

anggota DPR, DPD, DPRD ditentukan oleh suara yang diperoleh masing

rnasing calon tanpa melihat nomor urut, sehingga sering disebut sistem suara 

terbanyak. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor I Talmn 2009 yang memungkinkan Komisi Peminhan 

Umum melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap sebanyak satu kali dan 

mensahkan pencontrengan sebanyak lebih dari satu kali pada kolom partai 

politik atau eaton anggota yang sama. 
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6. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Partai Politik Berdasarkan Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Ten tang Parta.i Politik. 

Untuk dapat memperoleh status badan hukum, parpol mesii didaftarkan secara 

administratif d[ Departemen Hukum dan HArvf (Depkumham) untuk kemudian 

disahkun menjadi badan hukum jika memenuhi syarat, diantaranya adalah :64 

L Persyaratan 

I. Pembentukan/Pendirian Partai Politik : 

Pembentukan/pendirian Partai Politik dilakukan dengan cara mengajukan 

permohanan pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta 

hams rnemenuhi syarat substansional dan syarat formal. Didirikan dan dibentuk 

oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang 

telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. 

2. Syarat Substansional yang harus dipenuhi untuk membentuk Partai Politik : 

a. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak: bertentangan dengan 

Pancasila. 

c. Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara 

Indonesia yang telah mempunyai hak pilih. 

d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama 

dengan Jambang negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Saka Merah Putih, bendera 

kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai 

lain yang telah ada. 

e. Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan 

kesatuan. 

3. Syarat Formal Pembentukar Partai Politik: 

a. Didirikan dengan akte Notaris 

b. Kepengurusan Partai Politik tingkat nasional berkedudukan di ibukota 

negara. yang dimaksud dengan berkedudukan di ibukota negara adalah 

611 "Pendaftaran Partai Polilik", <http:f/www.dcpkumhamgo.id/NR/rdonlyrcs_html>., 22 April 
2008. 
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dapat berkantor pusat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kota 

Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi. 

c. Didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

melampirkan: 

1) Akta notaris pendirian Partai Politik di dalamnya telah tercantum 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Panai Politik yang sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang

undangan lainnya 

2) Kepengurusan pada tingkat Propinsi sekurang-kurangnya 50% dari 

jumlah provinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota sejumlah 50% dari 

jumlah Kabupaten/Kota pada tiap Propinsi dan pada tingkat 

Kecamatan sejumlah 25% dari jumlab Kecamatan pada tiap 

Kabupaten/Kota. 

3) Nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda 

garnbar Panai Politik lainnya. 

4) Alamat kant or tetap yang dibuktikan dengan sur at keterangan dornisili 

dan Camat/Lurab/Kepala Desa setempat, bukti sah dari kantor tersebut 

di peruntukan bagi kepengurusan tingkat nasionaJ, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

S) Surat keterangan yang menyatakan status kantor sekretariat Partai 

Politik (Hak Milik, sewa, kontrak, pinjam dsb). 

d. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

IT. Syarat sabnya Partai Folitik sebagai Badan Hukum 

Selmah Partai Politik, jika sudah menjadi Badan Hokum maka akan dilakukan 

veritikasi admlnlstratif di Depl"Utnharrt Jika sudah menjadi badan huk11m~ maka parpol 

akan diveritikasl secara faktual oleh Komisi Pemilihan Umum {KPU) untuk bisa ikut 

ke putaran pemilihan urnum. 

Agar parpol dapat didaftarkan di Depkumham untuk disahkan menjadi badan 

huktun., maka hams memenuhi persyaratan sebagai be1ik-ut: 
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I. Tlngkat Dew(\n Pimpinan Pusat ; 

a. Kutipan akta notaris pembentukan dan pendirian parpol yang memuat: 

I) Daflar pendiri min. 50 orang WNJ tuin. 2] talmrt dan min. 30% di 

antaranya perempuan; 

2) Anggaran Dasar (.<\D) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

3) Kepengurusan tingkat pusat min. 300/0 di antaranya perempuan; 
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b. Nama, lambang. dan tanda gambar pu.rpol sebangak dua asli dan lima fotokopi. 

Nama, Jambang, dan tanda gambarnya tidak mempunyai kesamaan dengan 

parpollai11nya yang telah dipak:ai secara salt. 

c. Ala mat kantor tetap, dengan: 

I) surat keterangan domisili parpol dari lurahlkepala desa setempat; 

2) bukti~bukti sah status kantor berupa sertiflkat, perjanjian sewa-menyewa. 

perjanjian plnjarn pakai atau perjanjlan lainnya; 

d. Bukti rekening atas nama parpol dari bank 

2. Tingkat Provinsi 

Daftar ke?Cngumsan parpol miR 60% dari jumlah pmvinsi. Saat ini Indonesia 

mempunyni 33 prm:1nsi. Untuk ltu daftar kepengurusan parpol minimal 20 provinsL 

Daftar in.i disertai: 

a. Surat Keputusan tentang Kepengurnsan Provinsi; 

b. Surat keterangan dari 'Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol} 

Provinsi ybs yang menyatakan bahwa kepen,t,'llfusan parpol itu benar teiah 

dil.aporkan keberadaannya; 

c. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, 

Sekretaris dan Bendahara parpol terseb11t; 

d. Sural pemyata.an bahwa yang bersungkutan benar pengurus dari parpol 

tersebut dan tidak men_iadi anggota a tau pengurus parpol lain; 

e. Surat keterangan domisiH parpol dari lurab/kepala <lesa setempat; 

r. bukti~bukti sah status kantor bempa sertitikat, pe.Jjanjian sewa-menyewa, 

perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain. 
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3. Tingkat Kabupaten/Kota 

oanar kepengumsan par pol paling sedikit 50% dari jumlah kahupaten/kota pad a 

setiap provinsi tersehut dis~rtai: 

a. Surat Keputusan tentang kepengumsan kab./kota; 

b. Surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

Kab./Kota ybs yang menyatakan bahwa kepengurusan parpol itu henar telah 

dilaporkan keberadaannya; 

c. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang benNenang atas. nama Ketua, 

SelTetaris dan Bendahara parpol tersebut; 

d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari parpol 

tersebut dan tidak menjadi anggota atan pengurus parpollain; 

e. Surat keterangun domisili parpol dari lurah/kepala desa setempat; 

f. bukti-bukti sah status kantor berupa seniti kat, perjanjian sewa-menyewa, 

perja1tiian pinjam pakai atau peijanjian lain. 

4. Tingkat Kecamatan 
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Daftar kepengurusan parpol paling sedikit 25% dari jumlah kecamatan pada setiap 

kab./kota tersebut disertai: 

a. Surat Keputusan tentang pengums parpol kecamntan; 

b. Surat keterangan dari camat ybs yang menyatakan bahwa kepengurusan 

parpol itu benar telah dilaporkan keberadaannya; 

c. Fotokopi KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Ketua, 

Sekretaris dan Bendahara parpol tersebut; 

d. Surat pernyataan bahwa yang bersangk.-utan benar pengurus dari parpol 

tersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus parpollain; 

e. Surat keterangan domisili parpol dari lurahlk:epala desa setempat: 

f. bukti-bukti sah status kantor bempa sertifikat. perjanjian sewa-menyewa, 

perjanjian pin jam pakai atau perjanjian lain. 

Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka parpol didaftarkan di Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umun (Ditjen AHU) Depkumham. Jika parpollolos 
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verifikasl administratif. maka Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan 

mengeluarkan Surat Keterangan kepada parpol yang mensahkan parpol tersebut 

menjadi badan hukum. Di samping itu, juga akan diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia (BNR!)< 

ill. Prosedur: 

1. Pendaftaran untuk Pengesahan Partai Politik: 
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a. Pimpinan Partai Politik yang te!ah didirikan dengan akte Notaris dan atau 

kuasanya yang sah, mengajukan surat permohonan untuk di daftar kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur 

Jenderal Adminstrasi Hukum Umum, JL HK Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta 

12700< 

b< Permohonan pendaftaran dilengkapi dengan lampiran sebagai berilrut : 

I) Salinan akte Notaris pendirian partai dan akte penubahannya (apabila ada) 

yang bermaterai. 

2) Daftar nama pendiri. 

3) Salinan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Partai 

Politik yang bersangkutan dibuat di atas kertas bennaterai. 

4) Nama dan lambang partai< 

5) Susunan dan nama penguruslpimpinan pusat partai. 

c. Surat permohonan pendaftaran beserta lampirannya dicatat oleh petugas 

pendaftar dalam buku agenda yang roemuat antara fain : 

1) Nama pemohonlkuasanya. 

2) Walctu dan tanggal penerimaan surat permohonan. 

3) Nama dan lambang partaL 

4) Nama pimpinan pusat Partai Politik yang bersangkutan. 

5) Susunan dan nama pengurus/pimpinan pusat partai 

d Setelah diagendakan, berkas permohonan pendaftaran diteliti oleh Pahltla 

Pendafta.ran Partai Pahtik untuk meneliti kelengkapan administrasif dan 

terpe!Ulhinya persyaratan yang ditentukan pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (!), 

pasal 5 dan pasal 1 L 

e< Selambat-lambatnya dalarn waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penerimaan surat 

permohonan pendaftaran. Direktur Jenderal AdminJstrasl Hukum Umum, 
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menyampalkan pemberitahuan tertulis kepada Pirnpinan Partai Politik yang 

bersangkutan atau Kuasanya yang berisi : 

l) Penerimaan permohonan pendaftaran bagi Partai Politik yang teJah 

memenuhi persyaratan yang telab ditentuk:an undang-undang, 

2) Penolakan permohonan pendaftaran bagi Partai Politik yang tidak 

memenuhi persyaratan yang ditentukan undang~undang. 

f. Partai Politik yang pennohonannya ditolak diberi kesempatan dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau 

melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, dianggap menarik 

permohonannya untuk mendaftar, 

g Apabila persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh 

Partai Po1itik. maka permohonan pendaftarannya diproses untuk diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

h. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman 

pendirian Partai Politik di dalam Berita Negara Republik Indonesia, Partai 

politik yang bersangkutan memperoleh I (satu) copy Berita Negara Republlk 

Indonesia yang bersangkutan. 

2. Pendaftaran Ulang : 

a. Mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia perihal perrnohonan pendaftaran ulang Partai Politik dibuat di atas 

kop partai ditandatangani oleh Ketua Umum/Sekjen partai, dan diberi 

cap/stempel partai dalam map tersendiri. 

b. Menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran ulang yang terdiri dari : 

1) Foto copy Sural Keputusan Menteri Hukum dan kepada Menteri Huknm 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan 

Pendirian Partai yang telah dilegalisir oleh Noteris!Departemen Hukum 

dan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuhllk 

Indonesia (dengan menunjukan Surat Keputusan aslinya); 

2}- Akta Notaris yang telah memuat Anggaran Dasar & Anggaran Rumah 

Tangga, disertai susunan kepengurusan tingkat nasional; 

3) Surat Keputusan susunan kepengurusan tingkat nasional yang telah 

dilegalisir oleh Notaris, jika tidak dimasukkan dalam akta Notaris partai; 
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4) Lernbar Berita Negara Republik Indonesia tentang Pengumuman Partai 

Politik (asli); 

5) 2 (dua) lernbar lambang partai berwama (asli) ukuran kwarto, 

c, Menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai untuk masing-masing 

tingkatan yang telah dilegalisir oleh DPP Partai, terdiri dari : 

1) Kepengurusan tingkat Provinsi minimal 50% dari jumlah Provinsi; 

2) Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota minimal SO % dalam setiap 

Provinsi~ 

3) Kepengurnsan tingkat Kecamatan minima! 25 % dalam setiap 

Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan; 

4) Surat keterangan domisili sekretariat Partai Politik yang telah 

ditandatangi/diketahui oleh Carnat ternpat keberadaan sekretariat Partai 

Politi~ dari tingkat nasionat. Provinsi sampai dengan tingkat 

Kabupaten/Kota; 

S) Surat Bukti Kepemilikan/status sekretariat Partai Politik yang sah, dapat 

berupa kontrak, sewa. pinjam pakai ataupun mHik sendiri yang 

diperuntukan untuk kegiatan kesekretariatan Partai politik, dari tingkat 

nasional, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten!Kota; 

6) Khusus untuk kepengurusan tlngkat Kecamatan, Surat Keputusan 

kepengurusan yang diserahkan cukup menuliskan alamat yang jelas dalam 

Surat Keputusan kepengurusannya,. tanpa disertai bukti domisili rnaupun 

status kesekretariatan partai. 

d. Berkas yang diserahkan masing·masing disusun dalam map/ordner 

berdasarkan tingkat kepengurusan yang dimiliki (misalnya Provinsi Bali 

disusun sampai dengan tingkat Kecamatan). 

e. lnformasi berkaitan dengan pelak:sanaan pendaftaran ulang Partai Politik dan 

Verifikasi Partai Politik, dapat ditanyakan pada: 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
Direktorat Tatanegara 
Sub Direktorat Hukum Tatanegara (Lantai 6) 
Jl. HR Rasuna Said Kav, 6-7 
Jakarta Selatan 
Telp (012) 5202387 pes, 611 atau pelt 600 
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IV. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang 

dan Tanda Gambar Partai Politik: 

J. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, nama, larnbang dan 

tanda gambar Partai Politik didaftarkan di Direktorat JenderaJ Administrasi 

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, 

2, Pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut 

diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

melampirkan: 

- Akta notaris tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik yang diubah. 

3. Menteri Hukum dan Hale Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan 

keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 

nama, larnbang dan tanda gambar Partai Politik untuk sehmjutnya diumumkan 

dalarn Berita Negara Republik Indonesia oleh Partai Politik yang bersangkutan. 

V_ Perubahan Pengurus Tingkat Nasional : 

I. Perubahan kepengurusan Partai Politik tingkat nasionai didaftarkan kepada 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling cepat 7 

hari dan paling !ambat 30 hari terhitung sejak terjadinya perubahan pengurus 

tersebut 

2. Pendaftaran pembahan pengurus tersebut diajukan secara tertulis dengan 

melampirkan basil musyawarah nasional atau kongres atau forum-forum 

permusyawaratan Partai Politik yang berwenang untuk hu sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang 

bersangkutan dan Surat Keputusan mengenai perubahan pengurus tersebut. 

3 _ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan 

Surat Keputusan terdaftar kepengurusan barn paling lambat 7 hari setelah 

syarat-syarat pendaftaran secara lengk:ap diterima. 

VI. Pembubaran dan penggabungan Partai Politik: 
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I. Pembubaran dan penggabungan Partal Politik diberitahukan kepada Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

2. Pernberitahuan pernbubaran Partai Politik dilampirkan: 

~ Keputusan pembubaran apabila Partai Politik tersebut membubarkan sendiri 

secara sukarela. 

- Keputusanlbukti peuggabungan dengan Partai Politik lain apabila Partai 

Politik tersebut menggabungkan diri dengan Partai Politik lain. 

- Putusan Mahkamah Konstitusi apabila partai tersebut dibubarkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

3. Bagi penggabungan Partai Politik dengan nama, lam bang dan tanda gam bar baru 

berlaku ketentuan menganai pendirian/pembentukan Partai Politik (baru). 

4. Bagi Partai Politik yang bergabung dengan menggunakan nama, lambang dan 

tanda gambar salah satu Partai Politik yang sudah ada cukup memberitahukan 

ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk 

selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

VII. Verifikasi Pendaftaran Ulang Partai Politik meliputi pemeriksaan kebenaran 1-

dari: 

1. Akta notaris. 

2. Pengumuman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tentang pengesahan pendirian Partai Politik. 

3. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat pengumuman Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian 

Partai Politik. 

4. Dokumen sah yang terkait dengan kantor tetap Partai Politik. 

Vlll. Verifikasi Pendaftaran Partai .Politik (baru} meliputi: 

l_ Kepengurusan Partai Politik. 

2. Alarnat kantor tetap dan domisili Partai Politik. 

3. Dokurnen sah yang terkait dengan kantor telap Partai Politik. 
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ALIR PENDAFTARAN ULANG I BARU PART AI POLITIK 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2008 
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C. Peranan Notaris Dalam Pembuatao Akta Pendirian Partai Politik Terkait 

Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

Politik 

Prinsip negara hukum di negara klta menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum yang berinlikan kebenaran dan keadilan. Kepa;,1ian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa Ja1u Jintas hukum dalam 

kehidupan rnasyarakal memerlukan adanya alai bukti lerkuat dan terpenuh yang 

mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat 

Kelembagaan notaris sebagai pejabal umum Ielah dikenal jauh sebelum 

Indonesia merdeka (sejak jaman kolonial Belanda}, walaupun pada saat itu keberadaan 

nolaris hanya diperontukkan bagi golongan eropa, namun dalam perkembangan hukum 

selanjutnya telah diadopsi dan Ielah menjadi hukum notarial yang berlaku bagi semmi 

golongan" Hat ini menunjukkan bahwa keberadaan notaris dapat dipandang sebagai 

seorang figur yang sangal penling dan dibutubkan oleh masyarakal, karena keterangan

keterangan yang diberikan oleh seorang notaris dapat dipercaya, dapal diandalkan, dan 

dapat memberi jaminan sebagai bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan 

hukum bagi para pihak yang memerlukannya di kemudian harL 

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk 

memhuat akta oteotik yailu suatu akta yang dibuat dalam benluk yang ditentukan oleh 

undang-undang sebagaimana dimksud dalam pasal I 868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang kemudian secara yuridis formal telah dikristalkan keberadaannya 

berdasarkan pasal I PJN ( Reglement Op He/ Notaris Ambt lndonesie ) staatsblad 1860 

Nomor 3 yang mulai berlaku sejak tanggal I Juli 1860, didalamnya menyatakan bahwa 

notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta olentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut peraturan 

perundangan diharuskan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyalakan 

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 

memberikan groose, salinan dan kutipannya. semuanya sepanjang perbuatan akta itu 

oleh suatu peraturan perundang-undangan dan ridak jug'd ditugaskan atau menjadi 

wewenang khusus dari pejabat atau orang lain. 
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Terkait dengan alat bukti terkuat dan terpenuh yang dimaksud diatas, itu semua 

tidak terlepas dari wewenang notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, yang mana 

dengan akta otentik dapat menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban, 

menjamin kepastian hokum, dan diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. 

Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa akta harus dibuat dengan 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :65 

1. Di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan 

akta oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani oleh para pihak 

(penghadap), saksi-saksi, dan notaris. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh 

Peraturan Jabatan Notaris ini harus disebutkan di dalam akta. Jika salah satu unsur 

tersebut tidak dilakukan oleh notaris, maka notaris tersebut telah membuat 

pemalsuan intelektual (intelectuele vervalsing), dan akibatnya terhadap kedudukan 

akta tersebut adalah menjadi akta yang dibuat di bawah tangan dan bukan akta 

notaris. 

2. Harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar}, kata 

"dihadapan" menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, 

sedangkan akta "yang dibuat oleh" pejabat umum adalah karena adanya suatu 

kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, prates wesel, 

dll). 

3. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut 

dibuat. Berwenang dalam hal ini menyangkut jabatan danjenis akta yang dibuatny~ 

hari dan tanggal pembuatan akt~ dan tempat akta dibuat. 

Partai Politik sebagai salah satu badan hukum di Indonesia sangat 

membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi 

dalam perkembangannya. Partai Politik merupakan gerakan rakyat dan sebagai suatu 

perkumpulan yang berbadan hukum dalam mewujudkan cita-cita nasional Bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Partai Politik memerlukan landasan 

hukum yang kuat, baik dalam akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, maupun 

akta-akta lainnya yang berhubungan dengan Partai Politik sebagai badan hukum yang 

65 Tan Thong Kie, Op.Cit., Him. 155. 
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merupakan subyek hukum yang dapat berperan dalam pembangunan demokrasi 

nasionat 

Dalam rangka memberikan kepastian hukurn bagi Partal Politik adalah berkaitan 

dengan proses, prosedur, tata cara pendirian. dan perubahan anggaran dasar, serta akta

akta lain terkait dengan kegiatan Partai Politlk yang perlu melibatkan tenaga 

profesional notaris. 

Salah salu tahap pembentukan Partai Politik yang memerlukan landasan hukum 

yang kuat adalah pendirian Partai Po!itik. Pendirian Partai Po!itik merupakan ujung 

tombak untuk terbentuknya status badan hukum. Notaris diberi wewenang untuk 

membuat akta pendirian Partai Politik yang merupakan kepercayaan yang diberikan 

oleh masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perpo!itikan. 

Dilibatkannya notaris adalah bertujuan untuk mensejajarkan Partai Politik dengan 

bentuk badan hukum !ainnya. 

Sebagairnana badan-badan hukum lainnya, saat sekarang ini akta pendirian 

Partai Po!itik adalah berupa akta otentik yang dibuat o!eh notaris. Penggunaan akta 

oteotik bertujuan untuk meningkat.kan kepastian hukum atas keberadaan Partai Politik, 

baik dari segi pendirian ataupun kiprahnya sehari-hari di dalam kehldupan dan lalu 

lintas hubungan hukumnya dengan antar anggota, masyarakat, dan negara. Awalnya, 

sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Partai politik, 

sebuah partai potitik termasuk dalam definisi organisasi atau perkumpulan yang tidak 

berstatus badan hukum. Syarat pendirian partai po!itik saat itu juga sangat mudah, 

karena cukup didirikan oleb beberapa orang saja Gumlahnya tidak terbatas, minimal 2 

orang atau lebih), anggaran dasar, syaratRsyarat keanggotaan, maksud dan tujuan serta 

susunan pengurus partai poJitik juga tidak ada ketentuan khususnya, artinya bisa diator 

dan dibuat sendiri o!eh para pendiri. Selain harus tunduk pada undang-undang partai 

politik yang berlaku pada masa tersehut, Partai politik juga tidak perlu mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia dan hanya cukup didaftar 

pada Departemen Dalam Negeri. Namun terdapat kelemahan dari sistem ini, yaitu 

sebagaimana disebutkan dalarn Staatsb!ad 1933-84 Pasa! ll point 8 : "Perkumpulan 

yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum tidak: dapat 

melakukan tindak:an-tindakan perdata.", artinya jika partal politik akan rnembuat 

perjanjian dengan pihak ketiga , maka harus di!akukan dengan orang-orang yang 
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tergabung dalam partai politik yang bersangkutan, dan perjanjian yang dibuat tersebut 

barn akan mengikat partai politik jika seiuruh anggotanya menandatangani perjanjian 

tersebut atau seluruhnya memberikan kuasa kepada salah seorang anggotanya untuk 

membuat dan menandatangani perjanjian dimaksud.66 

Undang-Undang mernberikan wewenang kepada kalangan notaris dalam 

pembuatan akta pendirian Partai Politik, menyusul dibentuknya Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Meskipun demikian pemberian!pengesahan 

status badan hukum tetap dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

Apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan bidang hukum dalam 

akta pendirian Partai Politik yang dibuat olah notaris tersebut, maka yang bertanggung 

jawab adalah notaris yang bersangkutan, karena pernerintah hanya melakukan 

pengesahan saja. Oleh karena itu~ wewenang tersebut merupakan suatu bentuk 

kepercayaan dan tanggung jawab yang besar bagi notaris. 

Untuk membuat akta Partai Politik seorang notaris harus selalu berusaha untuk 

tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut dengan memberikan 

pelayanan yang semaksimal mungkin agar keberadaan Partai Politik di tengah-tengah 

masyarakat dapat memiliki kredibilitas. Notaris juga diharapkan dapat menjadi 

konsultan bagi Partai Politik yang ada, sehingga dapat memberikan pengetahuan

pengetahuan tentang pendirian suatu Partal Politik bagi pihak-pihak pendiri. 

Peran notaris tidak hanya terkalt dengan akta pendirian Partai Politik saja tapi 

juga dalam kegiatan Partai Politik lainnya seperti dalam pembahan anggaran dasar 

Partai politik, akta koalisi Partai Politik dan sebagainya. Notaris dapat membuat akta

akta Partai Politik secara detil dan utuh sehingga para pendiri dan anggota Partai Politik 

merasa terakomodasi segala maksud dan tujuannya. Oleh karena itu akta Partai Politik 

yang dibuat notaris dapat memberikan sinyal yang positif bagi pertumbuhan dan 

perkembangan Partal Politik. 

Pembuatan akta Partai Potitik oleh notaris bukan berarti mengurangi 

kewenangan pemerintah dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, 

penggabungan, dan pembubaran Partai Politik. Kehadiran dan keterlibatan nolaris 

dalam pendirian Partai Poiitik memberikan manfaat yang positif karena sangat 

M "PerlaJmpulan d(Nl himpuna.n", <http://blog.spotirm3devita.com>, 14 Juli 2008. 
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membantu pemerintah mempercepat proses pengesahan akta-akta Partai Politik> 

sekaligus rnemberikan kepastian hukum. 

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan organ negara yang 

mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yang dalam h.al ini oleh 

pemerintah dituangkan dalam undang-undang yaitu berupa tugas dan kewajiban serta 

wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada rnasyarakat 

umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta. Notaris 

dalam hal ini mewakili pemerintah untuk melakukan pengesahan terhadap segala 

perbuatan atau peristiwa perdata yang teJjadi atau diinginkan oleh pihak-pihak yang 

memperjanjikan. dan untuk itu notaris diberi kewenangan untuk rneneliti kebenaran 

tentang subyek dan obyek melalui do!rumen-dokumen. 

Selain itu, dengan adanya peranan notaris ini, maka manfaat lain yang 

menguntungkan Partai Politik adalah akta pendirian Partai Politik menjadi alat bukti 

yang kuat karena merupakan akta otentik. Dengan kata lain) semua akta yang bersifat 

otentik tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan sebagaimana akta

akta pendirian badan hu!rum lainnya, ke!ruatan hu!rum akta pendirian Partai Politik pun 

semakin besar, dalam hal ini peranan notaris adalah sebagai kunci untuk pengesahan 

Partai Politik sebagai badan hu!rum. Dengan dibuatnya akta pendirian partai politik 

dihadapan notaris maka status partai politik dari semula hanyalah sebuah organisasi 

menjadi sebuah badan hu!rum yang telah memiliki hak dan kewajiban serta 

perlindungan hukum yang pasti, sehingga dengan demikian segala hal dan tindak:an 

yang dila!rukan oleh sebuah partru politik akan memiliki akibat hu!rum. 

Sebagaimana halnya dengan pembuatan akta-akta notaris Jainnya, maka dalam 

hal pembuatan akta pendirian partai polilik ini pun seorang notaris harus melakukan 

hal-hal yang diharuskan undang-undang guna memenuhl keotentisitasao sebuah akta 

notaris, yaitu kewajiban membacak:an isi akta di hadapan para penghadap dan saksi

saksi kemudJan menandatangani akta tersebut dengan didahului penandatanganan akta 

tersebut oleh para penghadap dan saksi-saksi. 

Dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik dari dulu sampai sekarang ini, 

walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan, sebagai dasar untuk mereailsasikan 

wewenang notaris tersebut maka dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partru Politik dipertegas mengenai pembentukan Partai Politik dilakukan 
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dengan membuat akta otcntik yang dl dalamnya memuat anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga yang dibuat oleh notarJs selaku pejabat urnum. 

Kewenangan notaris terkait dengan pendirian Partai Politik membuat para 

notaris harus benyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Partai Poiitik. karena 

secara otomatis terjadi perubahan dalam peroses pembentukan Partai Politik dari 

ketentuan sebelumnya sampai dengan ketentuan baru yang dikeluarkan. Ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik. 

Sebelum membuat akta pendirian Partai Politik. notaris harus memeriksa secara teliti 

tentang sudah atau helum terpenuhinya syarat-syarat dalam pembentukan Partai Politik. 

Dalarn Undang-Undang atau peraturan mengenai Partai politik yang terbaru yaitu 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, persyaratan pembentukan Partai Politik adalah 

sebagai berikut : Didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) 

orang warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 

Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Asas atau ciri aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan 

Pancasila, Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara 

Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, Partai Politik tidak boleh menggunakan 

nama atau lambang yang sama dengan lambang negara Republik Indonesia, lambang 

negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Saka Merah Putih, 

bendera kebangsaan negara asing., garnbar perorangan dan nama serta lambang partai 

lain yang Ielah ada, Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan 

dan kesatuan. 

Notaris harus benar -benar teliti dalam memeriksa kelengkapan syarat-syarat 

pendirian Partai Politik, karena apabila salah satu hal tidak terpenuhi maka notaris !idak 

boleh membuat akta pendirian Partai Politik tersebut. 

Saat ini Partai Politik telah dis~ajarkan dengan bentuk badan hukum lainnya 

karena peran notaris. mulai dari pembentukan Partai Politik sampai dengan pembubaran 

Partai Politik, serta kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Partai Politik. Persoalan 

mengenai pendirian Partai Politik merupakan salah satu hal penting yang metibatkan 

notaris, karena dalam pendirian Partai Politik juga mencakup tentang anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga yang merupakan syarat penting dalam pendirian Partai 

Politik dan merupakan sebuah pondasi sebuah Partai Politik. 
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A. KESIMPULAN 

BABill 

PENUTUP 

Dari penjelasan·penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maim dari tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Peraoan Notaris Dalam 

Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Berkaitan Dengan Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Pulitik, dapat diambil 

beberapa kesimpulan. antara Jain : 

I. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. 

Tugas dan kewenangan notaris ernt hubungannya dengan perjanjian~perjanjia~ 

perbuatan-perbuatan. dan ketetapan-ketetapan yang menimbu1kan hak dan 

kewajiban antara para piha.k, yaitu memberjkan jaminan atau alat bukti 

terhadap perbuatan, perjanjian dan kctetapan tersebut agar para pihak yang 

terlibat didalarnnya mempunyai jaminan kepastlan hukum. Dalam menjalankan 

fungsi, tugas dan kewenangannya, notaris hams berpedoman kepada Undang~ 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN} dan Kode Etik 

Notaris, Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga mempunyai 

kewenangan lain yang diatur daiam peraturan perundang-undangan, tennasuk 

diantaranya membuat akta pendirian partai politik sebagai perwujudan 

kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang~Undang Nomor 

2 Tahun 2008 Tentang partai Politik bahwa pendirian Partai Politik harus 

dengan akta notaris. Akta notaris dlperlukan sebagai salah satu persyaratan agar 

Partai Politik dapat didaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia untuk memperoleh status sebagai badan hukum dan 

memiliki hak dan kewajiban di mala hukum. 

2. Partai Politik sebagai sebuah organisasi dalam bidang politik harus memiliki 

landasan hukum yang kuat terkait dengan peran dan kedudukannya dalam 

kehidupan masyarakat sarta kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 

mewujudkan partai po1itik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan 
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modern. Dengan pembuatan akta pendirian Partai Polltik dalarn bentuk akta 

notaris maka sebuah partai politik dapat menjaga eksistensinya karena dengan 

akta notaris tersebut sebuah partai politik dapat dldaftar di Departemen Hukurn 

dan Hak Asasi Manusia agar dapat memperoleh status sebagai badan hukurn 

yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Dengan dibuatnya akta 

pendirian Partai Politik dalam bentuk akta notaris, maka kesepakatan dan segala 

hal yang diperjanjikan oleh para pendiri dan anggota Partai politik telah 

mengikat secara hukum sehingga akan mencegah adanya pengingkaran terhadap 

apa yang Ielah dipe~anjikan tersebut, dengan kata lain alcta yang dibuat 

dihadapan notaris adalah merupakan ala! bulcti yang kuat karena merupakan 

akta otentik dan merupakan jalan bagi terciptanya kepastian dan perlindungan 

hukurn terhadap berdirinya partai politik Pecan notaris dalam pendirian partai 

politik telah mengangkat partai politik dalam kedudukan yang sejajar dengan 

bentuk badan hukum lainnya, yaitu dari sebuah organisasi politik menjadi 

sebuah badan hukum. 

B. SARAN 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas> maka dapatlah penulis memberikan 

beberapa saran, yaitu : 

L Sebaiknya notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta pendirian partai politik, hal ini dimaksudkan agar notaris juga 

dapat rnenjadi konsultan bagi para pendiri partai politik sehingga dapat 

memberikan pengetahuan-pengetahuan tenta.ng pendirian suatu partai polltik. 

2. Diharapkan organisasi notaris dapat memberikan peiatihan~pelatihan dalam 

opaya meningkatkan kemampuan notaris dalam melak:ukan tugas-tugasnya baik 

yang bersifat teknis maupun administratif. 
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(3) Menghimpun dan m~:n91?!juongl\an aspirasi d<:1n kepentlngan rakyat dalam ra.ngka 

menjalani perbaikan hidup sc:cui'l wajar dan sohat malalul slstem po1ltlk, hukum, 

ekonomi dan bud<iiY<' yang serasi dan barkeadi!an &ahinggs penyelenggaruar. 

kehidupan berbannsa dnn berne-para. sul\gQ.L'h~sunggull mewujudkan clta-dia UUO 

1945; --------------------- -------·--
(4} Membina lat.anan l:.Ch!dl!pfln bermas.yara'<Rt, berbangs.a, dan bemegsrs yang 

"' pluralistik tetapi tcl::~p memperkokoh petsuluan Clan keutuhan bangsa sertn 

rnempertahankan kcdaufatan wllaysh Negar£1 Y.csatuan Republik Indonesia; ·----

(S) Menega~l<:Sn dan m~njunj•tng Vnooi kedaulal.an rakyat dalam seUap langir.ah 

kebljakan deml l"flC'Wujvr!kan rnasya;.;.kal r.'lil, makmur, cetdas dan tt&mpl1, 

sejahttJra, mandiri. (!an me:'\Cukuno Otonuml Daerah ya.g sehat dal&m kerangku 

NKRJ berdasafk.an Paru:asila da.n UUD 1~5; ----·--------

(6) Mengembangkan scluruh potensi pemuda t pemudl da1i .$e1Yl1Ja laplsan masyarakat. 

ban!)Sa, dan negura demi parkembangan L•angsa &•1>."31'B maju dan mandfrl, dan 

be1 p.erao aktff dal.:lm tlsaha mewujudkan perdamaiM :ian keadi!an dunla, &erte 

kesejahtera.i:ln baO{)sa di da'vm semangat ku.Jarsamaan; -----·-~---

(7) Berperan akUf bcrs<Jma p;:,)(1al-partai po!ltik. crq.Ptnis.asi kemasyarakatan I protest, 

Tenlara Nasiooat lndcne.::a. K:epolisian Negara Seput!ik Indonesia, mahasiswn, 

berbagai 01ganisosi pere:npuan. dan pernuda yano _00 asal Cari M~luruh laplsan 

masyarakat, untvk b€rsorna-sama mengatasil mengakhiri hambatan kri.sis 

muttidimensional, se11ingt:a dapat mensejal ~tingga!an da!am usaha 

pcngembangan ma:>yarakal bennartabat yang diciW..cilakzln, dalam tata hubungan 

intemasional yana ten1s berubah dan per<Ja:ng:m el~onorru anta:r bangsa-bangsa 

yang mak.in dahsy$1; --~··--· --·-------· 

(8) Secara aktlr lurul sem menyusun dan ma!alq,:anakan kebijakan penyehatan 

ekonoml nasiooal yang berslfat ek.onomi ke~<.~r<yatau guna mengatasl kesenjangan 

.... ,, okonomi dan so:;irll d<:m memungkink.an pen1nokatan daya saing produk..produk, 

i 
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--·-J k:hususnya prod"\\ Mrtanian dM lv:~:ra}inan rakyat serta parlwlsata dalam nageli ~i 

j Ungkat global;--~-··----··-----~----·-·---~-~·-------------

(9) Mempe~uangka!l .!l~pirc;;i rlan Kepentingan 1.:.kyat yang bafpengllasilan rendeh atau 

mlskin agar menjodi p.;;rtimb.;;ngan ur>tok ~endplaan pemerintahan yang bereih dan 

beiWlbawa. yang semmtiara U<!rtanggung JRIA'3U kepi:t.:Ja n•asyara\<..9t luas: ----

(10) Memperjuangkan penyelenggaru?.n pendidikcn wajib tl~k(-gr SSIT'bifan tahun secaPJ 

cuma·cvma demi mengl1os'lkan :">umber tigya maru•sia (SDM) yang trantpU dan 

cerdas, berl<uall!zls dan m;ompu menghadapi tanlartfj;;,"'i masa depan, menciph1kan 

hut<un~;tan penwh kewlanl~Han antar individu dan m&sya'1tkat mengtlOrmaU n!lai--oi!el 

kemanusiaan sebngaimaoo !.!iwajibkr~n oleh li!JD 1945, k.hususnya aUnea kE:Ompa! 

pembukBan. agar mampu rr.eno<lngkat harkat d~~n 1~rt.ebat bangsa lndon$$ia pada 

---------------·-----------··--------- BAB VJ ··-···--------

----·--····-----.. ·-----······---·····-- F U N G $ I-···· .. -··--·-----

-------·--·------·-·· ··-----~-- Pa.sal 11 --------------

Fungsf PKP adalah: --~-------- ··---·--·------~---·-----------

{1} Wa.'lana pembinaan dan t'·~:juongom un['J~ mP.numhuh-kembangk.an kesadaran, 

tanggungjawabny.n s0bag.ai w<Jrga negara yang b-=rkesetmbangan iahir dan batin, 

non-dlskrimrnatit dan damokrfltis; -------·-·-------------

(2) Wahana pendidikan. pcrcerohan don pC-r>J()mt:;angan kepemlmpinan bangsa di 

samua tingkalan, y::~na bcrplh.'lk k~podo k<'::pentingan ra.kyat: u------
(3) Wahana pcngombangan p.urti;:ipasl masyaral.:at dalam pelaksanaan pembangufl<'r. 

nasional yang be(keudilan; -·- -------~----------------

{4) Wahana pengk.t:~jl;,-.n bertJag?i aspek kehklupan bermasyarakat, barbangsa rlar. 

I bernegara unluk mendptakan iklim yang kondusi! guna clijadlkan bahan dalam 

f:.erjuangan d"n p~1rlimpasi pelak.,.anaan yernbangunan; -----------
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(5) Wahana penampong, penya.lul dan pe~uang~n asplrasi rakyat atas prins.lp 

supr-emas'i hukum yang berkeadil.ln. --·-·---- --------

··-·-····-·-············--- BAB VII ···---------

----···-·-····-···-·· Sl'SlJNAN ORGANISAC'I PART AI, --------

----WEWENANG DA'! KEWAJIBAN DE.W•N P!!:NGURUS ----· 

------------~-----~-··- Pasal 1~ -------------

Susunan organisasl ?KP tecd;ri alas: -- ,. ··---

(1) Dewan Pimpinan Nasional (OPN) adalah Pimpin~n Tertlngg! Partal dl til'lgkat 

nasiona! yang oerkedudukan dl tbukoia NKfll. ·-------------

(2} Dewan Penasihat Partai adalah unit kerja Qav;an Plmpina:-t yang dlbentuk oleh 

Dewan Pimplnan dan a1au betdasarkan Kebijak.an part9.:l. yal"g beikedudukan di 

tingkat nasionai. provinsi. kabupaten/kota dan kecarnatan. ---------

(3) Dewan Pakar adaiah unit kcfja Dewan l'.:limpinan N.a$iona/ yang dlbantuk oteh 

OeYvao Plmpinan dan atau berdasarkan kebijakan partal, yanr; berkadudukan d! 

ttng~t 1'\asional, provinsi dan ka!Jupatantkoto. -·--

{4) Dewan Pimpinan t~rovul:>l (DPP} adalah F'mpln;;m Partal dl tingk.at provin.si yang 

befkedudukan 01 ibukota pf'O\Iinsi. -·~------------------

(5) Dewan Pimpinan Kabupaten!l<ota (OPK) a&tlah P1mplnan Parta! dl tlt!gk.at 

I ka:bupaten!kota yang be.rt<:erlu<:lutcan di lbukotfl kabu;Jate!l.fkota ------

{6) Dewan Pimplnan Kecamatan (DPC) adnlah Pifr,pif\Sn Pertai di tingkat kf.IC8.1T\8tQn 

I yano berkedudukan di ibokc.ota kccamacan. ---------------

(7) Dewan Pimplnan Oesa/Ke!ucuh<:.n (OPOJL} ada!a~, -~lmplnan Partal di OOgkat 

des.alketurahan yM!J b2rkedL1d~l~ao di desalkelurahan. ----------

-----·----~---DEWAN PIMPINAN NASIONAL -------

(2) OPN OOrwenang: ---------~~-----------------
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Casar dan An!)!)ti!r<'\11 Rurnah Tangga, ketel:apan dan keputusso Kongres, 

c. M0mberhentikan ko?D.'iggoL;;w 1 ~·artai atas. u;c:..Jl f')PK secara berjenjang, yang 

Oiatur berd;~satk;;m Pcrfllornn Partai. ---.,··--------------

d. Mengesahl<an k?tl11X;Sisl dan persotH:l:li.: serta memberhenlikan a:nggo!.a 

pengurus OPf> d~n OP~. Tata, yang dialw t~rdasal'kan Peraturan Partal;

(3) OPN bEtrkewajiban: ---.~--·---~ .. ·------·----------------

a, Menaali den mEil:;:~s lnakan S'll()ala ke:tr:ni.Jan dan kebijakan oryanlsasi MSUal 

deng:mn Angg1.1ran Dasar. Anggarao RumtAi' Tanglda. ketetapan dao keputusan 

Kongres, l:eputw:san m1..1syawarah rlan kcputusan rapat--mpat di tingkat 

oasional scr!l'.l Pr:mluron Parta1. ----·~·----·-----------

b. Mempertanaauno !;'lW·:>hl\.'ln selutuh kehlja+.annya kepada Kongres; ----

c. Melakukcn pcmhin.<<'ln organis.:~'oris l.erhadap OPP. -·---------

----·--·-·--·-------- f>asal14 ------·---

----··--···--···-··· .. ·-·---··- t>EWAN PENASIHAT ----··---

{1) Dewan ?et.asihat .'3do!ah unit kerja Duwan Plmpinan yang berfungsl meO"ibelikan 

naslhat. saran, f::o?.Md~pal dan masukan kepada Oe\'180 Pirnpinan dalam 

me1aksanakao visi. mi::i d<~n pe(jvangan partat 

(2) 

i . 
01 seliap lingkal.:!n oraanisvsl partai sampai o7engan tingk.at kecamatan. dibentuk 

kebljakan pmtfli Z(:.SWJlltngka!nn organisasl. ---------·-------

(3) Susunan Dewan Pennf;ih~·Jt cli.n<ur da!am Anggarao Rumah Tc: 1gga. ------

---~~-----------·-----·- F"asa115 ----

··--··---·----··--··········-·· .. ·-· DEWAN Piii<AR ·-----·---

-·---·--
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yang berfungai bertungJi 

memberikan usul dan s;;,;ran sebagai bahan pf'rtimbl!:"lgan kepada Dewan Pimpinan 

demi tarcapainya visi, misi dw tujuan parta1 dt>lam fMgka turut S£:rta cfatam 

kehidupan bennasyara:<.el, berbangsa dan ba:oeg"ra secara XooseptuaL --

{2) Su.sunan Dewan Pcnasihflt Partai diaturdolar,, Anggaran Rumah Tangga, 

----------------··--·~ Pasal16 --· -----------

·----·---·-·-·-·-IJEWAN PIMPU;Alt PROVINSl ------

(1} OPP adafah badan pimpinan par!al di tingl(a\ pfO\ttn~i yang berr.lfat kolel<;tif. ----

(2) OPP berwenang . ·--·-··---·-- ---------·---------·----

a. Menentukao kebljaki'ln par .ai di tingkat provtnsi sesual dengan Anggaran Da.sm 

dan Anggaran Rum<~h TanJQ&. kelat?pan dlin keputusan Kongres, kepultus.an 

Musyawarah dnn ltcpu!~tsan rap<;.~t-rapat dl tingkat nasional se1ta kf)tetap$n 

dati kepoltH>cn Konpcre:nsi Provlnsl, keputusan musyuwam.h dan keputman 

rapat-rapat di t!ngkat provinsi ·-----------------

b. Bertit\dak kcluar di tingl:at provlnsi untuk dan ala$ nama partai dalam 

' ! wUayah pmvinsl bersangk.ulan; ------------------
1 

c.' MengusuiKan pemberhentian anggota part.ai atau menyampaikan usu!an 

~ pembethan!ian anogota partai dari OPK kepada DPN , --------

d Menges.ahkan komposis1 d<tn personalla serta mambethentikan anggota 

pengurus·OPC. yi'io!J dioturdalam PenHuran Part.aL -------

(3) DPP be""""'Jiban '·--------·-----------

1 a Menaatl dan mclaksanakan segaiP ktt!'3<ntuan dan k®ijakan organisasl usuai 

dengan Anggaran Ossa dan Anggaran Rumah Tangga, l.;atetapan dan 

keputusan Konores. lteputus.·m IT'US¥3W3tilh dan kepulusan rap.at-tapat tingkat 

nasional, ket.::tapan dan keputusnn KonperensJ. Proviosi, keputu~Um 

musyawarah dan kcp:u,us.an rapat..-mp;;•. Qi Mgkat provinsi s.erta Peraturan 

~-i; -~·----~·····-···--·--·- ··-~· 

I 
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b Mempertanoc:un~/Jwat kan seluruh kebija~annya Kepada Konperensi Provlnsi; 

c Melakukan Koo1dni<Jsi dan pe!aporatl t.~i<'ckitas partai kepada DPN sertQ. 

---------·------··--··· --------- Pasal 17 - --·--~---------

--·--·-·-~···~·h-····· DEWAN P!''.lPINAN KABUP/\TENIKOTA ----· 

{1) DPK sdalah badan pimplnan partai di tingkat k:5toupatenJkota yang barslJatkolektit, 

(2) DPK berwenang: -------- ----··------- ------·--

a. Menentukan 1\cbijahan partai di tingkat Xabupatertl:rola sesual dengan 

Anggaran Dns;:,r d>.~n Anognran Rvrnall Tungga, ketamr;an dan keputusan 

Kongres, keputu!.>au musyawat.nh ~-~an k;eovtusan rapat..rapal dJ Ungkat 

nasional, ke!etapan dan kepu!usan Konperensi Provlnsl, kepulusan 

mu&yawarah dan keputusan tapat-rapat di tiogkat provinsi, ketetapan dan 

keputusan konperensi kabupatcnlko-;a. keputusan musyawaratt. ~an ket~utusan 

rnpat-mpa! di tingkat kabut::.:~:enlko!a; --·-----------

b. Sertindak keluar di lmgkat kabupalenikota untuk dan atas nama partai 

dafam wi!ayah katr.Jpat!'Mikol~l bersungkutun; ------------

c. Mel'lgusu!kan pemberi'lenllco.n anggota I'Ja.iai kepada OI'N secara berjenjang;-

d. Mengesahkan kornposJsi dan personalis serta merr.barh.entikan anggota 

pengutt.JS OPOIL; --·---------------------

e. Mengelola admlnic.trasl pendaJtaran dan menerbitkan Karto Tanda Anggotll 

{KTA) yang dikcluarkan olch DPN. --•· -----------

(3} DPK berkewafib<m ; --------·-------

a, Mertaati d;tln mefak!:ianul,ao segala ketentua, dan 1\ebijakao organ\sasl sesuai 

dengan AnggE~ran Dt~sar, Aq))Jaran Rumah T i!fllJ[!ol, keletapan Qan keputusan 

Kongres, kepotuson musayawa'!lh dAn keputti!Xl.n rap~~-rapat tjngkat nasiooa!, 

keletapatl dan k~flll!u£an ko.,perensi provinsl, l<e,-utusan musayawarah dau 

·~-·~.J~putusan rapat-r.:~pat di tingkat proviusi t.;atetapan Clan keputusan konperen~t 
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kai.Jupalen/lu;•l<:. l<,i:;; nusw1 musyawarah d.e.n kaputusan r.apat-rapat di tinQkel 

b. Mempertananungja\·t~~bkan sch.auh kebijak3nnya kepada k.onperensi 

' 
" I 

l<abupatentkota; --------------------

Me!akukan koordinasi dan pelaporan a:wvilas partai kepada OPP sari.?. 

I melaks.anakan pembinaan organisatoris lerttadc.p OPC; ----·----

d. Melak.ukan pambinaan teth.1dap para artggot.a dan menjaring caloo anggota baru --

yang berdomlsili di v;ilay.nh kab:..oaterJkota. -----------

-----------·------- Pasal13 -----------

·----··---·--···DEWAN PIMPIN . ..- KECAMATAN --·----

{1) DPC adalah badan pimpinan partai di Mgl~t l~ecamat.an yang berslfat koiGktif.

(2) OPC berwenang : -~--"'-- ...... 

a. Menenlukan lmbiy11«1n parta! di Ungkat k~;~c.amatan sesual dengan Mggaran 

Dasar Qsn Ananaran Ru<Aah Tangga, ketetapan dan kepul.usan Ko~res. 

keputusan musyawwa:1 oon keputusan rapat-tapat dl UnQkat na.sione!, --· 

ketetspan dun l::eput•tzan Konperensi Proviosi, kepuhiS(i.n musayaware.ll dan~ 

keputusan rapaHapat d1 tingkat provinsi, ketatapan oan kspututan Konporsnsl 

kabopatenlk.ota, keputusaJl rnusyawarah dan lupul.J..rQan rapat~rapat di tingk.at 

kabopatenlkota, ketetapan dttn ~<-eputusen Koopere:'Uli Ke<.:amatan dan---

kepu!Usan ropst..rn:P<Jt di tingkat kecamatzn: ---·----------

b. Bertindak keluar di lingkal kecamataa untuk d&n atas nama partal dalam ~-

wilayah kecarnatan her~angkutan: ----------------

(3) DPCberkewajiban:---.,-------·- -----------

a. Menaatl dan mei<J.tsarakr.n segala ketrultuan dan kebijakan organisas.~ 

ses:uai dengan AnggBran Das.ar dan 1\llggar:k Rurn.ah Tangga, ketatapan dan 

keputusan Kcn!)lt:!l. kepulusan musyaw.!!Wh dan kepulu$.an rapal-rzp<\t d! 

-.._L tJngkat nasionn!. ket.'!!<iipan dan kep'.Jtusan Konperen& Provlnsi, kept•tusan 

I 
' 
I 
' 
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rr:usayawar,:,;h ~.::~n Lo::;,')u\ufo n :apat-rapat di tingkal provinsi, ketelapa., dan 

keputusan konpc-wn::i kt~bl !).1lt.mlkota. IMputusan musyawarah dan keputu.s.ar. 

1 b, Memportanggung pwabl...:•n sclutuh keb!Jakannya l<epacla koopaHnsi 

c.' f;Jlelakukan kOOtdiru.sl dan pe!aporan aktivitas parta'1 kopada DPK s.art.a 

melaksanakan pembinaan organlsator'is tethadap DPOJL.: ~--·----

d, Melakul<an pembinaan te iladap pam anggota dan menjar1ng calon anggots 

baru yang berdomlsili di wilayah kecamatan. -------------

--------------· --~Pasal119---~----------

----·---------···DEWAN PIMPINAN OESAIKELURAHAN 

(1) DPD/L adala.h badao pim~in.an pal1ai di tin9kat des.all<elurnhan {basis), yanQ bemlrat 

koleklif. ----------·----------------

(2) DPO/L betwanang ----~------

a. Menentukan kebij~k~n part:Ji di tngk.at desa.lk.elurahan sesual denoan 

Anogaran Oasar d:;,, Anggaran Rull'\i:!n Tangga, ketetapan dan keputusan 

Kongres, keputlrsan musyawarah dan rapat-rolpat dl tlngkat nesional, ketatap.a."l 

dan kepulusan Konpar<t.1Si Provinsi, J.:ept:·..usa' muStj'awarat> dao keputu.s.sn 

(apakapat di l!fl']kat pro~in$1, ketl'l'~?an dat k.epulusan kooperensi 

l<.ebupaten/kola, kenutu:;;an mw;.yawar .... h dnn k;.,..Jtusan rapat~repat dt tingkat 

keputusan. m:>o:-mr>·11 di !lngkat kccama1an. k( Letcpan dan keputu5an Rupat 

Umum All(IQOI<:J dM !(cpulusan rapal-tapal di tinpkat desaJkelurahan; ----

':>. Bertindak kdt~m o,mld• Jan· atas nama p<..r~w dalam wira)'<Jh desalk.elr..raPan 

·- .•.. bersnngk.utoJL----·----- . ------- --·~------.... --·-·--------

' I 
i' 
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{3) DPD/l betkewajib~:;n : "~--· ~-------

a, Menaati dan meta!ts..nnnka•\ s.egala 1\etentuen partai di tingkat desalkelurahan, 

sssuei dengan An(!~man Dasar dan Anggaran Ruman r ;.mgga, ketetapan dan 

keputusan 1\o."!ar,;::.. %cptrlusan musyawarah dan rapat-rapat di tingkat 

nasional, ltclc~~~nn dan kcputusan Konperansi Provinsi, keputuaan 

musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tbg~at provinsi, k~tetapan dan 

keputusan konperensi kabupaten/k.ota, kaputusan musyaware.h dan k.eputusan 

rapat~rapat di tJngkul d<.lf.mah kabupaten/kota, ketelapan dan keputu.san 

Konperansl Kccamatan dan kepuluan rapat-rnpat dl tlngkat ~ecametan, 

katatapan dan keputusan Rapat Umum Anggo:.a (RUA) dan keputusan rapat-

rapat dl tingY.at deseil:e!utahm: dan F'aroturan Partai; --------

• 
c, Melakukan pcr'ribina.sn terhadap para BO£I~Ota dan menJaling eaton anggota 

' batu yang berdomi~ili rli wilayah da:.;a/kt:lur:i.than. ---------

----··--··-·-····-·-····- BAB VII' ··-·---·-·-------

-------·-··-·····--····· K E R J A 5 A ~1 A·-·---------

---·------··--·-·--· Pasal 20 --------------

Untuk rnewujudkan tujuann;ra. PK? 1nelukuka:n upaya: ~···----------

(1) Mengadakan k.efjaumn dengaf\ organisasi kemas.yar?.kar,H'i dan organisasi profestt . . 

fungsiooal ataupun part:ai politik yang memililti kas~~r.1aan v1!3i, misi dan tn:l!uan 

parjuangan dalarn mewuJudlltm tujuan parta! dengan lctap menjaga independefiS\ 

partsi; --~---··-~-·--------·--- --------~ 

(2) Kefja3ama tersebut dil<:~ksanakan pada tino~at koordinasi dan impfementasl 

?r<>Qr<ilTL ··--·--···-·--····-·---

·-----··--·--·--··-·-··- BAB !X··----· ·-·-- ·----· 
--·-----·-···--·-·--····--··AT R I B IJ r --·-·-·-----
~ 

[ 
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·--·······--··-···--··:-. P,as.al 21 ----· -------·· 
PKP mempunyai bendern. pOrij!-panji, la"":ban\1. t)ymne daro mars !lerla atribut !ainnyf> 

yang dioturdalam Angg:o:rM Rum.:'lh Tang!Ja. ------

----·-······················-····· BABX • ···---------· 

--~-----····l\~,~.NG'30TAAN DAN K()('-E ETlK PART AI~----

--·-- ------·· ,. ________ Pasal22 ---------------

----·-··-·····-·············· KEANGGCT /\AN ···-----·----

(1} Keanggotaao PKP terdlrl ntt~s· --·---------··· --·- -----
• Pendiri Partai: --·-·--···-···--·-----··- .............. ~ --------

c. Anggola Luar Bi<ls;:;: -~ ----- -·----------

d. Anggota G!<l:;~': ·····""~---- ·-·-···---··--· --· 

Rumah Tangga. ----------- -----
·------···--·--···- ,., •• 23-----------

··-·-·-···-·····--· KODE ETIK I'AP.TA: ---·-'----

Seti;:;p anggota PKP da:lam tingkah laku dan kehidupan, larutama dalam k.ehkiupan 

1\cpartaiannya, wajib mcngaklo~h~sikan kode eUk partal sebagal berikut 

(1) Taqwa kepada Tuhan 't~no ~.~"'1a t..s."l; ~----

(2) Setia dan taat kepada kew;rni;:m cila-cita Ptoklarna3i 17t\gUS1.u$ 1945; ----

(3} Setia dan taat kcpzc!a Prmcasl1a dan UUD 1945 sebagai dasar Negara dan tujuar. 

{4) Menjunjung tingai persattlan dan :tesatuan tpngs.a: Indonesia;--------

(5) Tindakan yang -- me!lCt~·minkan -~ kepe<:!ulian dan tanggung jawab untuk 

rnelalo!"sanakan aman;al p:Jrt:tu; --------------

(6) T!ndakan yang lebih mcnur>jtlf'11.J terdptany.-: keadf!an i>erdasaikan keselarnsan 

(7) Beri;;etcl.l:ld.unan dan ;:.1!u• chl."iM ~eliap lhdak dan lnku; -··----------

---·--
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'" {6) Bermkap menempiiltkan ~l:lPGPlingan bang:sa. oan 11ecara di alas samua k&pentingan 

lalnnya; ~----·---·--···-----------~----··--- --~--------

(9) Bertindak dan bersikap sebagai ~mersatu b,,ltgsa, • 

-----···--·····---···~·--·····-- dAB Xi--··-·---· ............... ---

·-·-~ -·u--··---····· KONG::\ES, KONPEREt>!SI.I'.tUSYAWARAH ----

---·-···--·--·-----·····-- OA! I RAPAT-;l:APAT -·------

-----··-------·--··- f>asal 24 ··- ---·------

Konperensi, muwav~arah dM ra~ut-rapat partal tefrlirl atas : -------·----

{1) Ko11bres; --······----····--·····-- ·--------·-----

(2) Kongres luar Biasa (I<Lll); ---------- ----------

{3} Musyawarah Pimpim.m Na5ioual (MUSP!MNAS); --·---

(4) Musyawarah Kerja Nasit.nal (MUKERNAS); ----·------------

{5} Konperensl ?rovinsi (KONPERPI."<OV); -~-----------

{6) Konpe;fensi Provinsi Luin Blasa {KONPERPROVLIJB~; 

(7) Musyawarah Plmptnan Provinsi; ------·----·-------

(8} Muayawarah Kecja Provinsi; ------

(9) Konpe:ransi Kabup:aten/Kota ~KONPERKABIK<:ll;; -----------

(10) Konperensl Kabupatell/Kola Lu.at Siasa {KO:-tPERKABJKOTLU6); ------

(11) Mosyawarah Pimplnan Kabupa.ten!Kota; ----------

(12) Musyawarah Kerja Kabupalen!K·•ta.; ---------------

(13) Konpe:rensl Kecamatan {KONf'ERCAM}; ~----·-----------

(14) Rapat Umum Anggota {R l/A), ---·--

·------ Pasal 25 -------------

----·--··-----··---····--- I{ 0 N G R E S --·-··--·------

(1) Kongres adala!'l fembagn f,l('!m< <Jang ke1(uasaan tertinggi partai, yang diadal<an 

-~ali da!am 5 (lirna} tahun. ----------

' ' 
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(2) Kongres dinyatCJkan S.l'lh n!).:~bda dihadiri sekuf.1ng·kurangnya 213 (dca par Uoa) dari 

I jumiah DPP dan 213 (dw.t p:!rtiga) dari jumlah DPK . -----·--· 

(3) Hak suara dalam Konnros diJT,iiil~i oleh DPN, UPP dan DPK --~· -----

{4) Koogres dlselcngo~J:rakan oleh DPN. ----·-----

(S) Kongres dipimpln olell pitnptnan Kongres yan~ diprlih dari dan oleh peserta Kongres. 

{6) Sebelum Pimpinan Koii:Jres :.f'bagaimana diruaksud pada ayat (5) lerpilih, DPN 

bertindak sel~ku pimp/nan semf"r.tara Kol\gfEl'lt --------- ----

-------·---··--·--- Pasol 26-----------

Kongre3 becwenang untuk: --···------·----------

(1) Menyusun, mcnyempumakan d<&n mat t:Jesa::ttan viS!, mlsi dan ~ndasan porjwmgan 

partai; --··------·-· ·------
{2} Menyusun. m()nyf!mpumnkan dan mcngesal.bJ.l Anggaran Oasar dan Anggaran 

I Rureah rangga parwi; ···~----·--~ ------------

(3) Menyusun, menyc:npum:1k:on •It n meouus.ahkan p.ogram k&tja noslonai partai;-

(4) Menalapkan kebij;)f:o.n-l~:.;f::lijaknn ;:lartai secara nttSt00'31; - ---------

(5) Menilai laporan pertant;gun!J jawaban OPN;~-------------

(6) Membeffieotiil;an, memilih. mengangkat dati mengukunkan OPN; 

(7} Membentuk tim veriftkasL ,---------··------·---------

--- -------------- Passl27 -·---------

·-----KONGRES LUAR BIASA -----·---

(1) KLB ad.alah Kong res yang di:aksflf1akan wcara khtiSUS di luar waktu Kongres unll.N. 

membicarakan den memulvti-:an satu, bebcraP<>!. ateu kes:aturuhan: agenda yang 

menjadi kewenan!J~'<n Kooare:.; sesuai aspirasl peserta dan rnemenuhi ke!.entuan 

i penyelenggaraan KLI3: -·--------·-----·-------------

(2) 

_l 
KLS dapat dilaksan2lt6n clt;os panyQJ!an DPN; .alaL; atas permintaan la.Jih d'lri 213 

(dua p~rUga} jum!ah OPfl dan ?IJ (Jua pertiga) jumlah OPK ,ang dlikuD dengan 

persetojuan DPN>----- ---
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(3) DFlP dao DPK y<:~~ l'n¢11J.Ist!lli.:an pelak~ar ,lJn KLS, harus menyertakan a.lasan dan 

agenda yang alum dib.thas dafam KLB; ---

(4} Usu!an pelaksana;:~n KLG SLtda.h han.Js dila~<saMkan oleh DPN paling lambat tiga 

bulan aetelah se!uruh S'f<Hal .sesuai ke1$ntuar. ayat {2) dan (3) terpenuhi; ----, 

(5) KLB dln)•atakan sah epebila dihadirl s.:kmang-kurangnya 2/3 {dua pertiga) dan 

jum'ah OPP dan ?13 (dua pe!1l1Ja} daM jumlah DPK; ~---------

(6) Peserta KLB ada!ah sama rjanga~ peserta Kongteb;-. ---------, 

(7) KLB diseiGn.lijlarakan olch OPN. ; ____ , ______ _ 

------·--····-·----·--PaS'!! 28------------
(1} KLr. k.husus ontuk pcmbubaran par'.ai dlalur dafam ketentuan tentang pembubaran 

! 
parta! atau seb.ooaimana dlatur dafam Undang-undang Partal Politik yang berfaku;-

{2} i'~LB khusus untuk peml)ubaran partai dapat d!adak,an atas penninlta!O !eb!h dari 213 

{dua pertiga) jumlah OPP dan 213 (dua per t!ga) jumlah DPK dan ~setuju! cHeh 

DPN; --·-··----·-····------------

(3} Kongtes Luar Giasa (KLB) ld1usus unluk pembllbaran Flartai dlhadlri oleh sekurallg

kutangnya 2/3 (dva pertll)<l:) dwi jum!ah OPP d.on 213 (dua pertiga} jumlah DPK;

(4) DPP dan DPK yang mengusulkan pe!ak.santtan KLB khusus untuk pembubaran 

Partai, harm> menymnpa1kan afas.;;n pentbubaran ParWi; ---

(5) Usulan pelaksanasn XLB ki'osus untuk pembubaran Partal sudah harus 

di!aksanakan olell OPN palin9 !ambat llga bulan sdeiuh ::;eluruh syarat sesuat 

ketentuan ayat {2), (3} dnn (1) terpenuhi; ·-------------, 

(6) Peserta KLB adalah sama dengc.m peserta K.;-~ngras; 

(7) KLB f:i'tusus pembubaran Partai diselenggara wn oleh DPN. --------

-·-···---········ rWSYAWARAH P!MP!HA'l NAS!ONAL ---

j (1} Musyawarah P1mpiran N~sional {MUSPU\.1f\'t\S) uda!ah pertemuan konsuttasl. 
~ 
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eva!uasi dan konsc.:!!rt::·'~l p.~:1<u y;:,c; c'Jiaksanakan 5e.kurang.)(urangnya 1 's.atu) kali 

dalaro 2 (dua) tahun; ----~----·-----------~--------

(2} MUSP!MN.AS diflci:Jkf'ln o<ttil$ t~ndangan dnn dipimpin olah DPN; --

(3) MUSPIMNAS bcrwemu'fl mengumbil keputuszr·-keputusan di luar keputusan yang 

manjadi wawenanc Kongrc; sebagaimana diatur dalam Pasal 16. 

-------------------·-----···· Pasa: 30 ·------------

---·-·--····--· '-"JSYAWARAH KEI>JA NASIONAL --------

(1) Mu~yawvarall Ke(j.::~ Nasional (MUKERNA.:::i! betwenang mengadakan evaluasl 

(2) 

I 

pelo;iks.anaan procr~m kerja nasional dan nnnetaokan peLaka.aoaan progn!m ke~a 

naslonal seronjutnya; ------··------·------------

MUKERNAS diadaksn sekura.xr-Kurangnya dua kal.! Calam satu mB$8 kepengurusan 

DPN. ---·-······-···--· 

-----·--·-···-·--··-- Pa.al 31 -------·---

--~-···-·-···-···---·- KONPERENm PROVIN$1-----·--

(1) KJ')l'lpere.nsi Provinsi (KONPERPROV) diad<lkan seke i dalam 5 {lima) tahun. -

{2.} KONPERPROV dinyal.akan sah apabila di~.adiri sekurang.kura!1gnya 213 (d1J.a por 

tiga) OPK '213 (duo per l.iga} QP(; d.:ln DPN. -·---------~----

{3) Hak suara dalam I<ONPERPH.OV dimilikl ole.:1 OPN, DPP, DPK dan OPC. ----

(4) KONPERPROV dtse!enggarakan oleh DPP. -------------

{5) KONPERPROV dipimp(n cleh plmpinan KONPERPROV yang dipilih dati dan oleh 

I p<!Sarta I<ONPERPROV. ··---------··--------
I 

(6) Sebelum plmpio,an l<O!'!?ERPf.CJV s,ebgga!rruma dunaksud pads ayet (5) tetpllih, 

OPP bertlndak sela!~u p1mp nan sementara l<ONPERPROV. ---------

---···--·- Pasa· 32---------

KONPE:RPROV berwenang untuk : -~·~-··------------

(1) Menyusun progrc;~m provinsi; -------------------------

(Z) Menuai penaoggunniowahan DPP: -·-----·-------------

I 
• 
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(3) Membarhentikan. m.;mi!ih d~n rnenQanglu:.l oc-p· -- ------------

(4} Menetapkan kepulvsan-kept•tusan !aln dalan bates wewenar.gnya; ----

{5) Membentuk Tim Vcrifikasi. ·-------.-·-~----·~---------

------------------------ Pasal3o ---· ----------

·-----------······· MUSYAWAR:AH PIMPINAN PROVlNSl----....--

(1} Ml':lyawarah Pimr.:nan Provfnsi (MUSP!MPROV) -ld&!a.h pert.enuan konsuMsl, 

eva!uasi dan konsolidu:;i partai d! ungkat pro:>vinsi y.ang Oilaksanaka.n sekurang-

kur.J.ngnya sekttli dt:!am 2 {doa) U~hun; -·---··----------

(2) MUSPIMPROV diadak.:~n ol:.s undangan dan diplmf#n o!eh DPP; 

{3) MUSPlMPROV b21wenann r.1engambil keputu~:'l.f".etJu~n dlluar Keputusan yang 

menjadl wewena•VJ l<onpere;- s1 provinsi sebr.:galmana dietur Pasa! 32. ---

-------------------Pasa134---

----------- MUSYAWARAH KcRJA PkOVlNSI-------

(1) Musyawarah Ker;·::t PocMt si (MIJKERPRQ\1 b~menang mengade.~n evaluasl 

petaksanaao program l·~rja prcvLnsl dan maneJzpk.an pe1aksanaan progmm kelja 

provinsi selanjutnya; --····-- ---·------ --------------

(2) MUKERPROV dladakan .sekurang-kurangnya dua kali dalam r.ab.J masa 

kepengurusan OPP. ----·------· 

---------------·-·:·· Pasal 05----,--------

--------······l<ONPERO.NSI KABUPATEN/KOTA -------

{1) Konperensi Kabupo!en/Kota (KONPERKABIKOT) dia.Ca.kan &akall daiam 5 (IH·na} 

tat>om. ------------------------ ·------
{2) KONPERI<ABtKOT cUnyi:.lt~l~an;: .lh -3pabila dih<i'dirl sek.urang-J{urangnya 213 (dua per 

tiga) OPC, 213 (dun per tiga) DPD/DPL dan unsur DPP. ----------

{3} Hak suara dalam I<ONPERf<AB/KOT dim1liki ole~ DPP, DPK. DPC dan DPDIQPL.

(4} KONPE:RKASIKOT dis.eleng'Jarak.an oleh DPK. -----------. 

I 
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{5) KONPERKASJI<Q.,.. di~:mjiin tllah p1mpinan KONPEt::KAS/KOT yang dlpilih dari dan 

v~eh peserta KONPERI\ABti<OT. ~----------------

(6) SCbelum pimpinan l<Ot-!PERI<.ABIKOT sebQ(!aimana dimaksud psda ayat (5) terplllh. 

DPK bertlndak se!n\tu pimpinan sementara KON?F.RKA8/KOT. ------

-------··------ ----· ·-- Pasal :.76 --------

KONPERKABIKOT berwenang unluk ; ------~---

{1) Menyusun prooram kf'lbupalenikota; -·-

(3} Memberhenllkfln, memmh dan mengangkal OPK; -----------

(4} MBnetapkao kepurusan-kepulusan lain dalam l>eHs wewena.ngnya; -----

(5): Membeotuk Tim Verilikl;.ISI, ----

----?"""137-----------

--------MUSYAWAilAII P.MPINAN KABUPATENIKOTA ---

(1) Musyawarah Ptmpir>Brl K!.!bupaten/Kcta (MUSPIMKABIKOT) adalah pertamuao 

konsultasi. evaluilsi dan konsolidasi partai di tingkat kabupatM/kota yang 

dllaksanakan sekurang-kurangny11 s3kali dal<.lm :2 (d•Ja) tahuo. ------

(2) MUSPIMKABJKOT diadalWn ata;; undaogan dan dlp!mpln ~eh OPK ----

(3) MUSPIMKABIKOT berwenanc mengambi- keput'..!Sar.-keputusan dlluar keputus.an-

yang rncniadi we.vnnann !<unperensr Kab1,.1p;t~W!<ota sebag;.Umana d!atur Pas.al36. 

----· Pasa, 38-----------

MUS.YAWARAH KERJA KASUPATENIKOTA ------

(1) Mw.:yawerah Kefja Knbup<~.ten./Kota (MUKCRKABIKOT) betwenang men.gadak:an 

evaluasl pe!aksan?.On program kerja kab••pat9.1Vl:ota dan meoe(apkan pelaksanaan 

program ksrja kablrpnh;-nlkota selanjutnya; ---------------

(2) MUKERKASIKOT diad<:~kan .;;ekuran~:Hwrangnya dua Kall daJam saW rnasa 

-L kepengurusan DPK ----~~--·~------------·-----.... 
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---------················ KONPERENSI KEChMATAN -·---···--

(1} t<onpe(ensi KoCZ~mutnn {!<ONPt::HCAM) diadak•Jn se:<ati dalam 5 (lima) tahun.-

{3) Hak suera d.alam KONPERCAM <iimiliki ot~h OPK, OPC dan OPO/l, -----

(4) KONPERCAM di!.>('!cnogarttkan cl·ll' DPC. w---
(5} KONPERCAM dipimpin oleh pimpinan !<.ONPERCAM yang dipil!h dali dian oleh 

peserta KONPEJ~r:AM. ~--·---·----

(6) Sebelum pimpinan 1\.0NPf:RGAM febagaimana dimaksud p;lda ayat (5} terpilih, -~ 

---------··--------· ----~ Pasal 40 ------------

KONPERCAM be:wemmg untuk: ----------·-

{1) Mcnyusun kegl<i\tan kec;,matan_ -----~--·--~ 

(2) Menllai pertanggun~JJii>'Jaban OPC; ---

(3) Memberhentikan, mcmi!il\ d"rr .OE'Il!Jangkat OPC; 

(4) Menetapkan kopulusan-kqi'.Jtusan !a1n dalam batas wewenangnya; ------

(5) Membentuk Tlm V<:liiikaSL -----·--·----

----·----···-·--···--- Pasal <1 -----------

------··-·-···-······ICONPERENSI LUAR BIASA -·------

(1} Konperensi Luar Biasa adalah K~:r.PQran!Si yang dilaJcs.anakan secara khu:s'US di !uar 

waktu Konperensf ontuk me:mu!uskan satoJ atau beberapa agenda yang menjadi 

wewenang Konperensi; -·---···--~·-··-------------

{2) KONPERPROVLUB dapn: diadakan karana act.anya permintaan sekurang~ 

kurangnya 213 (dua pee liga) dan jumlah Df.'K dan disetuiul oteh DPN. -----

(3) KONPERKAAJKOlUIB d<.~pwt dit~dakeo ker ~ ~ ar:fanya permintaan sekurang~ 

... _J kurangnya 2/3 don )uml::h DPC dan dise!ujui :.eh C.PN. -·-·---------

~----
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(<4) Konperensi Luar Biasa d!IHksanJken kare11<1: -------

a) Ketidak percayaan 1e1hadap kepemimpinan atau teranc:.amnya kepemlrnpinan 

Dew<:~n Pimp1nan. ···············-·-···- -···-----· 

b) Dewan Pimpimm mcbn!:J9M AD/ART; atau Lidak dapat melaksanakan amanat 

Konperensi sehingga orga11isasi lidak dapat berjalan sesuai denga.n fungslrrya. 

(5) Kanperensi Luar 81asa dilaks.:makan olet. Dewan r><mpinan s.elingkat dlalasnya. --· 

(6) Kor.perensi Luar Bias:::t mempunyai wewenang yang sama dengRn Konperensi 

sesual tingkatan. -····-·······--·---------·--------------

I 

(7) Konpereilsi Luar Biasa dapat dilul:~;onakar sampai tlroglrat kabupatenlkota. ----

----------------·- Pasal L:~ 

--·------------ RAPAT UMUM ANGGOTA --------

{1) Repat Umum Angoota (RUA) diadakan seklirc.ng-kure.ngnya 5akBii dalam 5 (lima) 

tahun. ------·-··--·-··--···----·· -------· 

(2) RUA dinyalakan sah apabila dihndiri sekuran~-!;1Jtangnya 213 (dua per Una} jumlai1 

anggota dan unsur DPC. ------------ --------'---------

(3) Hak s.uara dalam RUA dimilik: oleh DPC, DPD/L dan anggota. --------

(4) RUA diselenggarakan oleh DPO'L -- -·-·--· ·-------------

(5) RUA diPimpin oleh pimpin<>n DPD/L yang dipilih dari dan oltlh peserta RUA ---

(6) Sebelum pimpinan RUA sebagaimana dimc:k.!".ud pa·.".a ayat (5) lerpi~h, DPDIL 

bertlndak selaku pimpinan sementara F\ . .JA. ----------------

--·-·-·····--·-- Pasal 43 -··- --------

RUA berwenang untuk: --·····----··-············-···----··--··--------

{1} Menyusun kegiatan dcsa/itclur::nan; ----·----- ---------------

(2) Menilai pertanggun~jawaban 01 =Dtl; -- --------------
{3) Memberhentikan, memilill d<:~n rr.•,:w .. mgkat DPDIL; --------

{4) Manetapkan kepul.usan-l;:cpt~!usan I.:~ in da!am balas v ·ewenangnya. ------
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--·-·--···---·-·······--····-·· BAB XII --------------

-------KORUM OAN PENGAMBILAN KE?UTUSAN ------

------------------------ Pasol44 --------------

(1} Musyawa(ah dan rapat~rapu: sebaijaimana dimakSud d?!arn Pasal 24 adalah sah 

apabila dihadiri oleh lebill da1i 'YJ (setcngah} ;undah pelena, -·------

(2) PengambUan putu::>an dii<JI~ul<an sccara demokrali:o, baik melalui musyawarah 

mutakat atau meta lui pemungutan suara, ----·---

(3) Oalam hal mengambtl keputosan tentang pemit:Mn pimpinan, sekurang·kurangnya 

disotujulleblh dari ~ (seten~;atl) jumlnh pesa1ta J:.i:"Q nadir sebagalmana dlm:tksud 

dalam ayat (1). ------------ -------------------------

{4} Khus.us tentang perubahan AniJ&tan Oes:ar; --------------

a. Sekur.ang-kurangnya dihadtr: 2J'J (dua perUgF.!} ':lari jumlah peserta; ----

b. Keputusan adalah soh arJJ:'Ibila dia!"1bll d~ngan perutujuan sekumng-

kuran(lnya 2/3 (dua po::::rttga) dari jumtah pesurt.a yanJ hadlr. ------

(5) Khusus untuk rapat"rapat !).~no dan hari..lO d1 $-eliap tingkatan ~latur sebagal berikut: 

a. Apablla Rapat dimulai d-'ln belum mencapai korum maka rapatditu.·ds SE1ama 

15 menit-----·--------------------
b. Jika sete!ah penundaan st:..lama 15 medt, R.apat tereebut belom Juga menoo:~ 

pai korum, maka rapal C:ltL!Ida untuk 15 merit becik.utnya; -------

c. Setelah penundaan kcdua selama 15 menit rapat balum juga men'l.fjnuhi 
I 

korum, maka rnpot dapat dilanjulkan dan dianggap sah a~ttrt.a t.eluruh 

keputusan yang dihasllk<m r lcogikat. ------
·---~---------·--··-···-······ ···-·SAO XIII-------------

--·--~-----~------ P!M?It-.AN PARi At HASH. KONGRES/ -----

---------------·------t<ONPERENS!/RUA ---------

------------·--· Pasat 45 --------------

(1) Dewan Pimpinan Partai ha~i! t:ongres, KonJ:.--:=rens; dan RUA di tiap tingkata.n 
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25 _ ...... ~-·-· 
· disu;un bers.ama obh Ketua Umum/Ketua t.lrpil• , bersama-s.a:ma lim formerur 

dengan memperhalik<nlla.tc.:ntuanwketentuan part."li aan jefllang kalier kadcr partai. 

{2) Dewan Pimpinan Paru:.u YEllig disusun berdaaa ·(a1 "'oyal (1) di atas merupaknn hasU 

keputusan yang sah dan m'1ngikat -·--~-----..,------

(3) Susunan Dewan Pimpinan pa.tla setiap tiogkal.ar: a1ar ma·uporhaUkan keterlibaten 

sekura.1g-k.urangnya 30% (liga puluh per s.eratu<i) unsur perempuen da_lam. eusurum 

kepet~gurusatL ----------------·---------

(4) Hasil kerja tim fonni&ltur S!i!Cap3t-d: .. patrwa sudah hsru$ dilapofkan sebelwm 

(S) Keberaten lcrhadap l'lasif ketja Tim Forrnatur hanya dapat dlpertJmL-angkan jlka 

d~jukan aleh sekurano~kurung11ya 213 (dua .:>erliga) jumlah paserta yang hadir,-

----····-·----··-·---· BAB X:'l--··--·----

----·-.. ----........ HI.<Af<KI PERATtlRAN ""---------

------.. - ..... --.-- Pasal45 ---------

(1) Hirarki peraturan par!;Ji adaiah sebagai bari~ut: -------
a, Anggaran Dasar: ---- ···----------------

b. Anggaran Rumzh TariQ!\a: ----------------

c. Ke:tetapan dan Kcputusan Kongres atau Kl.lngre:? L•Jar Olasa; ------

cJ. Peratu.ran Partai; -------·-------·-----

e. Keputusan Musyawarah Pimpinan Nastol1AI; --------------

f. Kepu!usan Musyawarah Kwja Nasionai; ----------------

Q- Keputusan Dewan Pimpinan Nasiona!; ---------------

h. Ketetapan dan Kepulus:on K..mperel'l$1 Ptovinsi atau Kepub.lsan KoopA~i 

Luar Sfasa; ~··-·---

I. Keputusan Musyawarah Pimpinan Provinsi; --------------

j. Keputusan Musyawarah K,UJa Provins1; --. 

k. Keputusan Oevtan Pimpinan Provinsc ------ ----------
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Katetapan den l(~!)utusan 1-:onperensi Kabupalsn /Kola atau Keputwa'l 

Konperensi Kah<..!patentl<ot.:- Lt~ar Bla:<ia; --------·-·-----

m. Kepu[usan Musyawar:•h Pimpinan Kabupalen/Kota; -·--

n. Kepulusan Musyawmnh Kerja l<abupn:ten!Kola; --·-----------

o. Keputusan Oewar. Pm1pio~an Kabupatentf'_o-a; -----·-------

p. Kepulusan Konperen-:i l<.Gcamatan; -·-- ------- ·-----
q. Keputusan Dewan Pimplna.n Kecamatan; ~-·------

r. Keputusan RUA; ---··----------'----------

s. Keputusan De>van Pimpinan Desa/~urah.Jri. -----------

(2) Peraturan yang lebih rendah tide { b1;;!eh barlenl.angan dengan paral.uran partal yang 

lebih tinggL ------------------

-------····--··-·········-·······--- BA8 XV-·-------·· 

·-··-····-·······-·····-· K .. UANGAN PAI<TAl --------

----~·------~---··-------- Pasal 47 --------------

(1) Keuangan portoi diptm::J!eh d;:;ri _ - -·-----------·-----------

a. luran anggoW; -----··--~-------·--------------

b. Sumbangan dan atau hibah yang barslfat liGa!;: mengikat; --------

c . t.:saha-usaha lain yang s.ah. -····------------------

(2) S~Juruh kekayaan partai adalah miliX partai d..sn dll<elola oleh Dewan Pimpfnao 

sesoai tingkalannya dan dipertaPU£1UnQ jawabkan dalam Kongres, Kon;:Jerellii dan 

RAPIDAL. --··-----·----------------

(3} HtMtal yang befkai!an dengan m.i!kt nisme pengeloJ.aai1 kekayaan sabagalrrana 

dimeksud da!am aya! {2) d8n pengelolaan kl;,ua;;gan partai diatur leblh lanjut delam 

Anggaran Rumah Tangga. -------~-----------------

------·-··--·--··-·-·-····-- BA13 X\fi ··----------

-·-·----···-·········· PEMBUSARAN P.f<RTAI ----···---

~-----~------------ Pasal48 ·~---

~-
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·: (1) ·Pembubaran Partai hanya Ce:pat dilakukan dalam KLB yang khusus diadakan unb.Jk 

' 
itu dengan ketentu;;~n sebagaimana diatur dalam P.i'!.sal 30. ---------

(2) Oalam hal pembubaran partai r 'coka kekayaan partai dapat dihibahkan kepad& 

badan-badan dan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.------

------------------ BAB XVII-----· 

------------ ATURAN TAMBAHAN ------·----

---------------- Pasal 49 --------------

(1) Untuk pertama kaliny~. scluruh kornposisi dan personaUa Oev.Jan Pimpinan PKP diU\ 

tingl(at nasional sampui dcngan tingkat kucamgtan ditatapkan dan dlsahkan 

berdaserkan Sural Keputusan OPN; dan untul( tingl:at desa/f..:elutahan dltetapkan 

dan disahkan berdasarkan Sural Kepulusan DPP; -------------

(2) Apabila timbul perbeda.an tafw -nengenai suatu ketentuan dal.am AriRQaran Dasar 

ini, maka tafsir yang sah adalah yaniJ ditetapkan oleh DFN dan -

dlpertanggungjawabkan dalam Kongres. ----~----------

------- Pasal 50----------

(1) CaJon Ketua Umum dcm Ketua Partai di setiap tingkatan dipllih dan ditetapkan oleh 

Kongres, Konperensi, RUA. berriasarkan bnkal calon yang diajukan. -----

(2) Tate cera pemilihan pucuk pirnpiMn partai cji tiap tingkatan diatur dalam paraturen 

I partai dan lata tertib Kong res, Ko'1perensi al.l1J RUA; ----------

(3) Calon Ketua Umum/Kutuf' yang dipilih Llan ciidu~ung oleh suara terbanyak 

dinyatak.an sebagai Ketua Umum/Kelua Parte! tcrplllt1 sesuai tlngkatan. -----

----------·----··--- Pasa151 --

(1) Apabila PKP meraih suara terbal)yak dalam peor.ti!iha'J U!num legislatir, maka OPN 

menyiapkan calon presiden/dan wakil prc·SK:Ien dalam Pemlllhan Preslden 

(PILPRES). -------

1 (2) Arabila PKP memem:mgkc:n PILPRES maka DPN menyu3un rancangan kaainet 
' 

yang disahkan dal;;~m rapat pleno untuk dipertir.1bangkan oleh Preslden. ---
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...::._ ____ u-------------·~ Pasal 52--

PKP mempunyai fraksi di DPR-RI, OPRO Provlnai O?RD KabupatenJKt:>ta, yang dlatur 

leblh !anJutdalamAnggaran Rumah Tangga. -------------------

--·---·--··-·-··-·-···---·--······· BAS XVIII - -·----------

---··--····-···-·-·······-·····-· KETENTUAN PENUTUP --· ·-----

-----···--···-···----Pa .. l53 ------- --------

{i) Hal~hal yang belum ditetapkan dah.-n Angga:-an Das..lr, diatur cialam Anggaten 

Rumah Tangga. -·--·-··----------,.--'·--------

(2} Ango::ran Desar ini hcrlaku s::!jak tanggal di~tapkan. 

-----------·--Pas.at 54--

Bahwa ;>ara penghadap m:::nerangkan kepaoa saya, notalis bahwa Para Pe.ndin telah

melakukan rapat. bermusyClWCHah bermufakat, ml:ne!apkan dan mengas.ahkan Pa!ll -

Pandiri dan Oe'Nan Pimph1an Nasionat Pwtai Keadilm Pefsatuan dis/ngi<at PK?, 

bsrkedudukan di Jakana seb.":lgai berikut -----

A. DEWAN PIMPINAN NASIONt.L : -------
1. Katua Umum 

2. Sekerlarls Jendrat 

3. Bendahara Umum 

: Doktor ~4EUTIA FAR IDA 8V<A30NO -------

: SAML!ll SAMSON----- -----·-

: BEt lARASA Tl ISKANDAA -

B. DEWAN PENOIRI : sa:bagaimc.na diurai.<al'l dalam .amp!ren yang bermeter.al cukup -

\ serta Uilekatkan pada minuta a}(:ta ini. ------

·----··-·B. ANGGARAN RUMAH TANGGA -------

-----·-------·----------- BAB 1·--·-·--·----

---·-···--------·--·--···1\EANGGOTMN -·---·-··-----

-----------------·-- Pasal1--------·-·-

(1) Pendirl Partai adalah anggota~N'lttla Negsra ReP'Jblik Indonesia yang: l'\a.Inllt1Y& 

• 
_j .. tercatal d:alam akte notaris Pendirian PKP, ------

Tinjauan Yuridis..., Sri Hartati, FH UI, 2009



, ..... 

(2) · Anggota Kehonn:.!~:; zdJ!ah warna nesara lndOMsia yang secara ik.tllas mandorong 

dan membanlu parkembangoo PKP, yanl! dtanglrat oleh OPN berdMBrkan jas.a~jase 

yang diberikan lerhadap partar. -----·----·----------

(3) Anggota luar Biasa <Jdalah waoga negara Indonesia d"'lam kapasltas sebagallokch 

yang berprastasi dibldangnya, yang secz:ra ikh!as !kut t<erlibat membes.arkan PKP 

dan diangkal o!eh DPN. -----

{4) Pendukung Nasiona! adalah Warga N9gara Indonesia yang sacara lkhlaa 

moodoroog, mendu:<uno e!;sislef!Si partai. dan atuu membantu peogombangan Pi<? 

yang dianokat dan ditelepY.an (let\ JPN. ------

----~--------- --·-- Pas.a12.-------------

Aoggota Biass ada!ah waron negara Hepublik !ndonE:» :t«mg menduf\artum dlrl Mbagi!l 

anggota PKP, dangan memenuhi ketcntu~n sebaoai b.;:;rikut: ----------

(1) Telahberumur 11 tahunatausodah menikah; -·---------

(21 Sanggup aktif mengikuli kegiatan yang dltentukan oleh Partai; -------

(3) Menerima dan mempe~u;;ngkan Angga:ran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, 

Haluan P¢rjuangan Ptwai, menaa\i Kode EUk Part.al, Program Kerja Partat dan 

Peraturan-peraturan PartJl;---------------------

{4) Meoyatakan dirt unluk manjadi .anggota PKP me!a!Li proses pandc.Jtsran anggol:a.-

------Pasal3-----------

{1) Permohooan dan pend~fla~an <llri sehagei calon ar<_ggota Parisi, dinya1aluin aecara 

tertulis dan disampaikan langsung keP<;tda Dewan Ptmpinan Pertai setompat. -

(2) Jenls, proses dan mekanisme pendaftaran secta ~ngangkatan anggota p.artai d!atur 

dalam Peraturan PartaL ------·-·· ------------------

---- ---·-··------ BABU -----··-----

----------- KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA --------

--··~- Pasal4- ------------

seuap anygola berkewaiil>an. ------- -------·----------
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(1) Mematuhi AD I ART PKP, dar, mengh.ayali serte; rrengumalk.an Visi, Misl d3n 

Landasan Perjuangan Partai; --------~----

(2) Menaal:l ketetapan dan keputusan 1\ongres; -----~-----~---

(3) Melaksanakan dan mo:r)a~li keputosan partai; -·~---~~-~---··---

(4) Menaati dan mer.gaktuallsasiJ<:an Kode Etik Partal; ~----------

(5) Membaotu pirnp~"''!Hi dan rnclnksanakan lu~;as pe~(r£,ngan serta Program Partal;

{6) Mencegah eetiap usaha dan tir jakan yang merugikan kepe.ntingan partal; ---

{7) Menghadiri pert.emuan di>~n rapat.rapilt. -----;--

{8} Membayar luran aoogola. -·-·-·-·------··~-

~------··-·- PasaJ5 -· ----------

·------·------·-·---· HAK ANGG?TA ----------

Setisp anggota berhak mempero1eh: 

{1) Perlakuan yang sama dari Partai; ----------------

(2) Hak blears: bagi Anggoia Bias.'l, Lw;r Siasa, dan An!};iOta Kehormata.n; ---

{3) Hak mem!lih, hak dipilih dan hak S Jar a bag! Aoggc.tt~ 13fasa; ----------

{4) Hak member! nasih<Jt OOni Anul)l)ta l".~hormatan; ~--· ____ ..........,_... __ _ 

{5) Hal< rnemb~la diri apabi.la dikenai sa~ksi Partai; --·~ ----- ------

(~) Hak perllndungan. kaadifan, pembeli!lan, per.di\Jlken k.aoor. pelatihan dan blmbfogan 

oleh partai. ----------··--- ---

-----------------.----------- BAB 111 ----------

-·-DISIPLIN PAI<TAI DAN SANKS I ORGANISASI-------

-----------·-·-· Pasa16 ---

Disiplin Partai adalah segala pcr.t'h.uan partai teJll'iasuk KOde Etik Partai, yang harus ··

dipatuhi dan dltaati serta diaktuatisattikan <lteh selurut> angr.ota partai. -------

·------------------- Pasal 7- ---

{1) Anggota yang tidak disip~n dapat dlkenai sanksi organisasi berupa: -----

...,, a. Teguran lisan; -----····--·----·--------------
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.-,";.--· T4lguran tertuli~; ----·--: __ 

c Peringatan keras; ---~--------------- -~---------

d. Pemeoatao: --------------··---·--------

(2) Kepada anogota yano dlkenakan sanksi, dlben :tak untuk membela diri. -----

----------------------- BAB IV------------

·---------BER.l.I<HIRNYA KEAIIGGOTAAN PART A!-----

------------------- Pasal 8 -

(1} Keanggotaao partai dapat t.e(.<~io;.hir, kareoa: -· 

a. f't\S(lgundurkan diri '}'nng disampaikan sac....,ra h:rt,lfis; --------

b. Menfllggal dunia: -~----

c. Kahilangan kcwarg:-<nCf.Flrrt<Jn:. ----------· -------- ------
d Menjadi an~mou1 P""rlai Po1itik lain; 

e. DlbertlentikaMti;')ecat Ke:~rena p"elanggaran oJisiplir. ~rtal, ----·----

{2} f!lerrberhentianlpemccalan d.:J:ti k.eang:e'ltaan partli "'"' 1~ dilakukan olah DFN Pta& 

i usul OPK melalui DPP, berdasaril.an Peraturan Parli1i. --

(3) Jika anggota yanJJ di00:"11E":nlikan dari keangg.::ta::~n adalah anggota Lembao& 

Parwakil.an Rakyat. m~ke ~ercntak dengan ilu diberl':ent!kan pula dati keanggolaan 

r Lembaga Perwakilan Rat:yat seiu3i ketentuan pRrund-'lng<,On yc:mg barlaku. ----

{4) Anggcta yang diusulkn.r. die<lll'...ll stalus ~e.:urg~o!aannya dapat mengajukar. 

pembolaan diri ke DPN. ---·-·---- ----------

(5) Tata cara pembechcntiom 1 pencaoutan status k~anguotaao serta upaya pembet:?.an 

diri diaturdalam PP.mlutan !=-21rtai. ---

------------------ ----· BAB V • ·-·-------·---

·------·----------------·KADER--

----------------- Pasal9 ---

(1) Kader partal adalah tenaaa tnU p.mggerai<_ ornantsasi di seliap tingkatan partai yang 

I telah ditel!!l dan dis~rina b~rdas::ui<an kriterla : -------------
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a. Mental !dcologi kchM<J:;aC~n Indonesia dabm NXRI dt<li UUO 1945; ----

b. Prestasi; ----~···~···~····-~···---

r. Kemandirian; --···-----·-·-··-----~~-------

g, Kemampu61n pengemba,gao dlli; .--~~--......... ----·--------

h. 1elah melalui rroses pendtdikan dan pelatihi'n kad~r partai. ------

(2) Kett'tntuao tentang jenjan!J kad~r PKP di2tur dalam Peraturan Partal:. -·---

-----·---·------·-·------·- BAB VI·--·-----·--

------- SUSUNAN, V-.15WENANG, DAN $\'ARAT..SYARAT ----

--------............... ~IMPINAil PART/1-.. --·---------

------···--·-----···-------~- Pasal10 ---------------

J --·--·---··-·-·-···· DEWAN Ptri!PfNAN NASIONAL.. (tlPN) ···---

{1) Susunan DPN lerdui utos: ·---··------------·------

e. Ketua Umum; ................. --~-·-·---

·------
c. Sekretaris Jendcral; -··-----·------------

d. Beberapa Wmkil Sekretaris J;nderal; 

e. Balidahara Umurn; _, __ _ 

f. Bt:berape Wakil Sendahara Umum: -·-------------

g. Baberapa Oeparterr.en;- --·· -·-" ,__ •• ...__.._.,......_...., _________ _ 

h. Beberapa Lembaga, ~--·---------·-------

(2} DPN dibagi menJMi Pengu(us Pluno dan Penguru~ Hsuian, 

(3) Pengurus Pleno DPN adalr;h penqurus lengkap, Y"lf'\(J terdiri atas Pengurus Hanan, 

-L .. Oepartemen dan Lembaga. ·--------------- ---------
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---···· JJ ··-r (4) Pontusunan PefSt)n.?tb P~.;ngurus OPN me'TIJ)elhatikan peliha.tan 1,1nsur angoota 

[ pet&rl'lpuan sekurano·k\nar.urya 3C"'/o (Uga puluh ~r !leratus). ---- ----

(5) Pengur1s Haliar. OPN l~rdirl ·e .as:·~-~---- -~-------

a. Ketua Umufl": -~---------·· -------·---·------------~~-

b. Ketua..Kelu:'!' ----·------.--·------· -------------

c. Sekretari:.> Jenderc.t: ---·-~ -----·u------------·---
d. Waki!-Wakil Sekrewl 1 Jendera!: ------------------

e. Bend.ahar.a Umum; ····--·-·-·--·-

f. Wak.il-Wakil Oenduha(a Umum: ----

{5) Oalam hal-hal tert\!ntu y;mg bersifat stra~i<;. OPN, borwenang mengambll kebljakan 

menyangkvt pemroas:E~n l<:ader partai di lemhaga yudik.atif, legislatif, eksekutif dan 

lembaga kenegarnl'lo lalnny~. -·-·----------------

--·--- Pasal11----------

------------------·DE~ JAi~ PENASIHAT PARTAI ----

Susunan Penasihat Part.:ti terrliri dEuL ---·-

a. Kowa; ---·--·--·---·--·---------------

b, Wal<il Ketua; ----------------------------

c. Sekretaris; --··----------

d. Anggol.a-anggol.a. ---·-

-----------·--Pasal12------------

---·-----·--DEWAN PAKAR PArtTAl----------

Susunan Pekar Partai t<·~rdirt dcui - -

a. Kalua; ------·------.------

b. Wak.il Ketua; ~----·---·---

b. Sekretaris; -----·~------·--- ·----·---------

._, d. Angg;,-ta...anggota. ···-·····---------------
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------·---·--·-·---------· -- Pasal 13 ·---·----------

·-----·-------············ OfWAN PIMP!~!~" PROVINSI ---------

(1) Susunan DPP tcrdid at ('I~ : ---~------~----~---~------------

8, Ketua: -~-----------·----------- -··-"-·--

b. Wakil-waki! K~lua: ---------··----------- ----- ·-----
c. Sekretaris; -------·-------~- -----

d. Wakil-wakt! Sek:retaris: ----·--. ----------------

e. Bendaharo; --------------~-----~------~--

f. Wukil-wak!l 0Cfl<.1;1h."'Jra; ------ --~------- ~~------------

0· Seberapa Biro. ---

(2) DPP dibag! menj.:lr!i Penourus p,Gno dan P~'Oguru:; Fari<ln. ------

(3) Pengurus Plano OPP ;:dalah pertgur·_.s Jengkap, yang terdiri atus Pengurus Harlan -

oan !lhu. ------------------·-----------·---

(4} Penyusunan Personalln Pengurus OPP rr.t::mperhatikan pelibaten unsur e.nggoia 

perempuan sekutanQ-kuranr-nya 30% {tiga pui•Jh pFlrseratus). 

1 {5) Pengurus Harian DPP terd1ri aia:s : ------

a. Ketua: --·---------------------

b. Wakll-wakil Kettu:l; -------·----·----·------------

c. Sekretaris; -------~-----------

d, Wakil-wakil Sel>ret~rl$: --·--·----

e. Bendahara; --~-------·---~ 

f. W.akil-wakil ecndah<'lt<J. ---- ·--··--
---------·-·------- Pasal14 ~---~ ·---·----

-«-----·--·----· OEWAI•l PIMPlNAN KAE!!Jfli\TENIK•"lTA ---·---

{1} SusUMn DPK terdlri s.t.as: ---·--~-----------------

a. Kotua: -----~--·-···--~--·----- ---------
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-! t:: S~relatis; ~--···~- . -------~------

i d. Wakit-wakil Scltrclnr1r.; -··-·---~·----- ---·----·-----~·------
' I • 

Wakll--wakil Soncl:ohmt~; ----f. ----------
g. Beberapa Bidang; ----------·-·----------

(2) DP K dlbagi me:njmii Pen gurus Pteno dan Peogurus H~riart 

(3) Pangurus PJeno DPI\ ~ct<~!r~h penguruslengka:1, vantJ terdiri atas Pangurus Harian-

<!an Bldaog. -- ---

(4} Penyusunan Personali.:.t P~ngurus OPK patut r.'l;;mrertimbi>.ngkan pe~batan eni'Jgota 

, I perernp:Jan sekurnng-lmranony.a 3C% {tiga puluh p(;:r s~eretus). -------
1 (4) Pengurus H<irl:an kabup3.ten/kota tefdiri alas : ------------

8. Ketua; -------·-- -----------------

b. Wakit..wakil Ketua; -------------·-------

c. Sekretaris; ------~-----

d. Wakit.-walci! Sek:retan_j. -· 

f. Waki!~vakil Bandahara, -·-------------·------

--------------- Pasal l5 --------------

--------DEVIAN PIMPINAN ~:EC \MA TAN {DPC) -------

(1) Sutunan OPC terdiri atas · ~----·-------------

a. Keiua; ----

c.. Sekretaris; -------- •• _: ________ _ 

<I. 

c. Bendahara; ---·---~------------- ------------

r. 8eberapa Bagian. ---------------·---·------

, {2) Rapat-rapat DPC dlh~rliri ole:, selutJh Ar.ggota DPC. ------------ : 

----------·· . . -------------- ---------
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-~--~-------------~---···~---Pass! 16 ------------

·-·--···-- DEWA:~ PiMPINAN DESAIKELURA'iAN (DPDIL)----

(1} Susunan DP0/1.. terdiri ata:s ; --------

a. Ketua; ------···-·- -·---·--·---·~---~---~----· 

b. Sal<ret<1ris: -----··········------------------·------------

c. Sendahara; -------·-·------------··-----~----~-----

ct Beberapa Ketua Seksi. ------~-----....------

• (2) Rapat-Rapa~ OPOJL diha<ilri ole:h seluruh anggota di OPDJL ----·-----

I --------.. -----·- Par.al 11 -----------
' 

! (1) 

-----·--· KOOflDINA$1\NTERNAL PART AI·-·---· 

Q.alam menyerap aspirasl penetapan kebljakan atau pelaksanaan kebijal<an partai 

dapat dl!aksanaKao forum rapat koordinasi ~ 3r'lg bergerak secara hotiU>ntal dan 

vertik.al, --------··------------·------------

{2) Oalam melaksarmkM k~hij<~km; or<rasn:nal partal, Depanemen <Son Lambaga dl 

Ungk.at nashnal. dapet bc<hubt::'-IJ::m dengan s:ro di tingkat provlnsl. Bidang <.li 1 

tingkat kabupateol.mla. Baa ian d tir:gx.at keomatan, S.:ksi dl tingkaf desalkclurahan 

secara be~enjang d::tn timbn! t-ahk;- -------

(3) Tatacara dat fowm koordin<1:>l dialur oleh OPN dnn at.liJ Pe!lrturat'l Partal. ....__ 

---·----------·--- PasaL 18 ------------

-·---·-- SYARAT·~ YARAT PIMPINAN PART AI--------

Syarat-sysmt plmpfnan adalllh : ---·~-----------------

8. Kr:sder .'simpalis.an PKP yang lciuh terbukti mempuny.::ai keplibadian yang bali<, dan 

prestasi yang tinggi tethadap Pl<P. --··-------·--------

b. Sehat jasmani dcm rohani yang :linyatakan oengan st;_rat keterangan dokler; ---

c. Mampu bekerja sama secara l<olek:!rf serta mampo men:n~;;katkandan ----

mengembangkan perun PKP sebagai kekuata!: sosiai e:Wnomf dan pofltik secara --

' "-.. efeklif dan demokratis; -------·~--------. 
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--,-d: Manda pat duktmgan den kepe-cayauo mas.yim.>kat ------------

1 
•• 
f 

g. 

h. 

Mempunyai k.emampuan mandiri: -----------·------

Bersedia aktif berjuano d~lam jo.jaran Kelworga Besar PKP; ---

Oapat meluangkM '<'J:t'>l.!t! don sanggup OOk~ria aktif dalam partai; ......_-----

Berpendklikan yang OJkup. --·----·---·· .. -------------

----···--·--··-····-···---- !3AB Vh --·--·--

______ , ............ PERGANTIAN ANTAR if/AI<TU --------

-------~··- - Pasal19 ----- ·---· 

a, MengundutKan diri saceue :ertulis; --------

b. MenJnggal dunk1; --~----·-------

c:. K~hilangan km.var!JZ~negaraan; ----- ·------
d. Diberhentikan :.:.pJcn::~ ::;elanogaran disiplin partal; -·---

{2) Kewenangan pembruhen!t::n pefsonalra Dewan Pimpinan sebagalrnana d!maksud 

ayal (1) l)urcf "a' Can "d. nialur sebagai berikut-- ---------

a. Untuk OPN dila'<ukar. da~am Rapat Plena dan bHa keadt.:a:t mendaaak, 

dllakukan o!ch Pengorus Hafit.ln. ~------------

b. Untu'..: OPP di£a1n:k£~~ oleh DPN berdasatkan USlJI OPP. ---

c. Untuk OPK <liluku~an o.eh UPN berdasado.an tJsul O?K secara berjenjang.-

d. Untuk. DPC u;!<J.kukc'1 oleh DPP bardasali<6n usu! DPC secara berjenjang.-

e. Untuk OPL dil:1l>tw;,;un o!eh DPK berdasar.-tan U$Jl OPC secara bo!jenjang. -

{3} Tata cara perr.berhentian anngola pengurv,t d1atur dalam Pcraluran Parlal. ---

--------------.. - Pasal20 -----------

(1) Pengisian lowongan af'tar waktu persona!ia DPN dllakukan dalam Rapat Pleno.-

·--.:... (2) Galon-<:alon diajwkan olch f-engotus Harian: ---· ------------·-
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Sebelum diadakan R:::,.:J~ )!cmo, PenguNSI Harlan dapat mengisi kekoeongan 

ter$6b0t dongan menuotjuk seorang pcjabat !lemeni.Ata. -----

·~-------~--------~·-·-·---- Pasal21 · ---~--· 

Pengislan lowongan ant~r Y.!;tktu pcrso"'a!i.l OPl•, dllakukan cleh DPN berda5arkan 

usulan DPP. ----------···-·--·----------

---------------------~- Pasal 22 -----

PenglslatiiONongan an{e:r w;;;klu personohlil DPK oi!akukan oieh DPN berdasafkan usulan 

OPK secara berjenjang. ------------- -------~----------

------------------- Pasal 23 -----------

Penglsian lowongan antar wektu pei'SOnalia DPG di!.l\l.kukan oteh OPF berdasafkan U!.I:Ulan 

OPG s.eea:n'l be1jentaog. ---------

-·~- Pasal 24 

Penglslan lowongan anlar v:ak!u personal1a DPO/L dilull;ukan oleh OPK b~rkan 

usulan DPDIL aecara borjenjang, -------·-

------------------- PaS41 25------------

Jabatan pengganti antar waklu hBmlmir pada Me•.;a kepengurusan berakhir, -----

---------------------- BAB \1111---- ----------

-----··-------··-- F R A K S I----------

--------- Pasal 2i"i. 

{1) DPN menetapkan kompor::::! dan personslta Pirnpinan F'raksl Partai Kead:ilan 

j Persatuan (FwPKP) di Dewt~n P&..lwakilan Raky&t Fle:;ublik indonesia.-----

1 (2) DPP menalapkan kompos;si c:an personalf.:~ F'impitum Fmksl Partal Keadila.n 

I Persatuao (F-PKf'} di Oo<.van !~ervin-~ilan Rakyat Oa3l qti Provinsi. --------

1 (3) D?K rr.anetapkan kompoaisl <:Ian nersona!ic Plrr~pi11~n Fraksi Partai Kaadilan 

Persatuan (F·PKP) di Dewan Perwaldlan Rakyat Daer.'l:-t Kabupat&ru' Kota. ---

{4) Da~am hal anggola OPf{fi)Pfm urtsur PKP tidak tnllr'!t!I"IUhl E-yarat t..mtuk membentuk 

- J F-PKP, dapat bergF.htmiJ rk:ngan anggota Of>RIOPRC: unsur partai politiki lain 

I 
I 
I 
i 
•. 
l 
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dengan pertimbom:v.1r1 ke~maan v·si. n!isl dan platform parjuangan serts 

pertimbangan stra!egis lainnya. den;;an perse:uJ'Aan Dewan Plmplnao PKP sesuai 

tingJ<atanny& ·-----.. ····--------------··-------------

Ketentuan Paronntian Anlnr Vllaktu trnggota l~g1slatil dl aetiap Ungkuta11 

dilak$&nakan Se5uOi pCr";1l1JtOn p:: undangan v.ang bertaku dan Perai.Uran Partai. --

Tata kerja (F-PI<P) diuh,r sec1m rnam!iri oleh frsksi dan disahkan oleh OSW"an 

Plmpinan Partal S(')'Sllt~i linokat<:~n organisasi. -------------

--·---··---·····--·---·- 8A8 IX-·---·-·---·--

-----··-··-··-··--·-··· KERJ~AMA ---·----·---

--------~--·--·-··-· ·- Pasa: 27 --------,-----

l'ata cata hubwngan keljZ~Silma PKP dengan r.artai pplltik. organisssi kemasya~ate:n 

den lembaga s.ebagaiman<:~ dimaksuO datam Sao Vll Fasal 20 Anggaran On.sar, dia1.ur 

dalam Peraturan Partai. ---------

----------·----··---·-·---BAS X----

-----PESERTA I<ONGRES, KONPERENSI, MUSYAWARAH, ---

·-- -------··---OAN RAPAT·RAPAT ---·--

--------·------·-~---:.- Pasal.28 --·--·-----·---

---·------~---~---~-- t~ONGRES ---·--·--------

(1} Kongres dihadiri ClfHh: -----~----·---------

a. DuHan Plmpin<~n Nasional: --

b. Unsur De--van Pennsehat dan Dewan Pa!Vtr OPN ; -----------

c. Unsu; Dewutt Pimpinon Frovinsi; -----

d. Unsur Dewa'l Pir.~fi'"'''n Ki!bl.lpaten!Kota: ---------------

e. Unsur Keluargn BC'!S:ilf Pf<P di bngke:t oaslonaL --------------

(2) Hlncian peserta Konore!:i dbtur oleh fiera:utan PertuL 

(3) Peserta Kcngres Lt1ar Bi;;;n adaluh sarna sebagairr,ana k;elen!uan ayat {1) dan (2) 

Pasal ini. -----···· ·----~-------~-·-
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"' ~- P!mpinan Kongles dipilih oleh dan 1ari peserta l<ongres. 

I (5), sebetum Pimpinao l<onores te>rpijih, OPN bertindiik sebagal Plmpinan Kongres 

[ Semantara" -~-·----· ------------

·------------ Pt~sal29 _....,...._.__ 

----~----·· tt.U~.Yt.WARAH PIMPIIJAN NASIONAL -·------· 

(1) Musyawarah Pimpirliln t>!::sional {MUSF!'IMNA!:.) MUSPIMNAS dihadlri oleh: ---

a. Dewan Pimpinan Nasional. ~----

b. IJos.ur Dewan Penasih:li dan OtMOan Pat.ar DPN; ----------

c. Unsur Dewan Pimpinon F':ovinsr; --'" ------------

d. Unsur Keltlarga Ber..or PI<P df tingkat na. .iom,;. ---·------------

(2) Rlncian pe~rta MUSPIMNA5 dit~<'ltukan oteh DPN. ~- ·· -· ----------

-----------·····-· -·Pasal 30 --·-- • -----------

----·-·-·- MUSYAWARAH KERJANASIOUAL --------

(1) {Musyawaratt Kerjn Nasional} MUKERNAS dihedi•i oll~h : ·---

a. Oe'Han ?implnan Nasionai; -----·----· ·----------

b. Unsur: Oew<:~n Pen;Jsehat ~an Pakar DPN; --·--------·--

c. Unsur Dewan Pimpinan Pf')vinsi; -----·-----------

c. Unsur Dewan P1mpine~r, r<.ah11paten!Kota; -------

d, Unsur Kefuarga Bes.:lr PI(P di tingkat nas!owtL - . ~ ------

(2) Rn-Oan peserta MUKERNAS d.t~ntukan oleh DPN. ----------

------------·- Pasal31 ------------

---------·---·· KONPERENSI PROVINSI----------

(1) Konperensi Provinsi {KONP!Z.RP:?QV} dthr.diri olei1: ------- ----

.a. Unsur Dewan Pimpina) Nask:mal; ----------------

b. De-Nan Plmp!nan Provinsi; -

c. Unsur Dewan Pem;sil!iitt dan Dewan Palrar F'lrovlnsi; ---·------

-- ... d. Unsur Dewan Pimp1n<1n KaoupatentKo!J:: -------------

. 
' I 
I 
I 

I 
\ 
I 

•. 

• 
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4l ---· , .. --- j. ·e. UnsurDewan Plmplnan Kecarna'.an; ------------------

f. Unsur Keluarg<J BesaJ PKP df tingkat pro'lin~. ~-----------

(2} Rlncian peserta I<ONPERPROV ditenlvkan ol~n OPP, -----------

(3) Pimpinan KONPERPROV .1ip•lih oleh dan dari .~rt.a KONPERPROV. ----

(4) Sebelum Pimpinon I<ONPERPF<O\l terp111h, OPt- ~rlindak sebagal p!mpinan 

KONPERPROV sementara_ ---~ -----~·----------

---------·--- Pasal32 ----------'---

------···-MUSYAWARAH PIMPINAN PROVlNSl------

{1} Musya.warah Plmpln<~n Provi lsi (MUSPIMPRO'I) dlhadlri oleh: --------

a. Dewan Pimpinan Provir si; ------

b. Unsur Dewan Penasihat c'an Dewan Pal:ar Pro·¥ins1; -------

c. Unsur Dewan Pimpinan KsbupateniKol.a: -·--------------

d. Unsur Keluarga Besar PKP dl tingk<:lt provin.si.. -----

(2) Rinclan pesarta MUSPIMPROV ditentukan oSe.~ DPP. ----

-----------···-- Pasal 03 ···-··---------

-··----- MUSYAWARAH KERJA 'ROVINSI-------

{1) Musyawarah Kerja Provinsi (MUKERPROV) dlh9dlri oleh : --------

a. Oevvan Pimpirum Pro~otnsl: ·--~------- ---------

b. Unsur Dewan Pert.'<liilhat dan Dewan Pakar Provinsi; ---------

c. Unsur Dewan Pimp! nan Kabupaten/Kow; -------------

cL Unsur Dewan Pimpinan KaCdmat:::m;- --------
e. Unsur t<e!uaroa Besar FlKP j1 t,nQka: pmvlnsi. -·--------

(2} Rfnc'an pesarta MUKERrROV d!lcntukan olah DPP. ----·--------

----·------------··· ----- Pasal34 --------

--·----·----I(ONPE!<~NSl KABUPATENIKOT~. -·--

(1) Konperensi KabupaleniKola (KONPE:RKA8JKOI) di'ladiri oieh: -------

-· ... ~-. a. Unsur Dewan Plmplnan Pro\'insi; ---- -------------
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b. Unsur 06\van Penasilmt <:'an Dewan Pak:o11' KEbupaten/~ -----

c. Dewan Pimpinan Kal.l~!pah~n/Ko1a; --·---------------

d. U1100r Dewan Pimp1ncm Kec;;matan: ---~----- -------~-

e. Unsur Dewan Pimnlnan Ces.:~/Kelurahan;- ---·--··----------

r. Unsur Keluarga Besar PKP di tlngl~at Kabupatenf~t<; ---------

(2} Rincian pesert.a KONPERJ<I\6/KOT ~entukan oleh OPt" ---------

(3) Plmp1nao Konperensi Kehupaten/Kota d1ptlih o'eh d.an dati peserta. ------

. {4) Sebelum Plmpinan Kon!}et(IO$-i Kabupaten/Kota ter.)ll!h, DPK bertlf'l4ak sabagal 

I plmpinan KONPEKAO/KOT semantara. -~-------------

' 

·------ ·----Pasal35 ·--------

------ MUSYAWMA!l PIMPINAN KABUP.~TENIKOTA-------

(1) Musyawanlh Pimplnan KabupatentKota (MUSPJMKAB.tKOT) dihacllri olah: ---

a. Dewan Pimpinan KabupatetVKota; --- --------
b. Uruur Dewan Penasihat da11 C'ewan Pakar fli 'K; -----------

c. Unsur Dewan P1mpinan Kec'3matan: ---------------

d. Uoour Kelvarga Beso:.r PKP di tingkat tVItupatenJKcta; ---------

(2) Rincian pe~erta MUSPIMKAB/KOT ditentuk.in oleh DPK 

------'-------- Pasai3H ------------

------MUSYAWARAH KERJA KM\UPATENIKOTA --;:---

{1) MtJs.yawarah Kefja Kabupatenlk.ota (MUKERI<ASIKOT) di.hadiri oleh: -----

a, Dewan pimpinan Kabupatlffi/Kota; -----·-·--------

b. Unsur Dewan ?cnasihal dan Dewan Pekar DPK; ----------

c. Unsur Dewan P!mpln!!n Kcc'ilrnatan; --------------

d. Unsur Dewan Pimpin<:~n Dasa!Kt:lurahan. -----

e. Unsur Ke!:unroo Besar PKP di l.lngkat Kabupa+.en I Kota. ---------

_J_ {2) R[ncian peserta MUSP!fviKJ\8/,\:0T ditentvkan ol-!h DPK -----------.. 
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--·-•-----·~ Pasa!37 ---·----------

---·-···-·····-········ IIONPERENSI KECAMATIUl ---·----···· 

1 (1) Konpereosl Kacamt~tan (KONPEHCAM) dihadir; oleh ~------~··---

a. Unsur Dewan Pimpinan KabUpaten.'Kma; ··-

b, Unsur Dewan Per...-·sihat Kecamat~n: -----------·--

c. Dewan Pimplnan Kecamat::t1; ----·----·-·----------

d. Unsur keluarga bo!:ar PKf di tingkat kecmnatt1n_ --·--------

(2) Rlnclan peserta KONPERCAfv1 ditenlukm oleh OPC; -----·---

(3} Plmp!nan KONPERCM1 d1pil1h oleh dan d~ri p..3S81'U1; ·-:---------

(4} Sebelum Pfmpinan KOI\PERCAM terpU'h. DPC bertlndat< seba.gai Plmpinan 

KONPERCAM sement..-.n:l. ··--------------·------

-RAP AT UMUM ANGClOTA ---------

(1) Rupat Umum Anooota {RUA) dlhadirl olct.: ---------------

a. Unsur Dewan Pimpinao!<eCl)matan; ---------------

b. Dewiln Pimpinan OcsD/I<elurahan; ~----------------

c. Anggota di tinokat (lese lk~:>:urahan. ---- -----
(2) Rlnclan pesarta RUA cfitentuk:Jn oJeh DPOJL. --------------

(3) Pimpinan RUA dlpillh oleh dan clari peserta: --------------

(4) Sebelwm Pimpinan RUA lerpilih, OPO'L bertindak sebagai Pimpinan Sementata; -

(5) Ketentuan: Pelaksanaan RUA aka.n diatur diilam Perat.urQl"' Partal. ~------

--------\--------~---------·- P.asa! 3& ------------

--·----f<OHGRES dan KONPERl'NSil.UAR BIASA -------

• (1) Peserta Kong res Luar 8ias.l {Kt.a} oleh sam.a dongan pe.serta Kongres. -----

1 {2( ?eserta Konperen~ Provinsi Lvar Blasa (KONFE!~Pr!.O\ItUB) sama dengan peserta 

.__j~ERPROV ------.--·-· · 
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Peserta Konpereos1 KobopatenlKota Luar Biasa (KONPERKABIKOTLUB &ama 

dengan pe.serta KONPErtKABI!<OT,-

Konperensi Luar Biasa dl1 ·impin olell Dewan Pimptnan salu tingkat dt ate.s Dewan 

Pimplnan dimana Konperensi Luar \3tasa c;:lilaJ<sanakan. 

(5) Konpemnsi Lu.ar 6iasa dapat dilaksanakan !>:.tmpal tlngkat kabUpatenlkota. ---

----~----------··--·-- BAB X:----------

------··--· HAK B!CARA OliN HAK SUARA -·-------

-----------~ Pooaf <W -··----------

Hak blcara dan t'.ak suara peserta KongresiKI..B. Konperensl/Konperensl Luar Biasn, 

RUA, Mua.yawarah dan Rapat diatur s·Jbagal berikut: -----------

(1) Hak: bieara pada dasamya n.en_radi ttvk perorangan yang penQQUOU.Mya dlatur 

I dalam pemtun.m partcli. --------

1 (.2} Hak su.:ua yano di!ru<ukan dalam pengambtwn keputus.an pada das.amya ~mJIIkl 

~ O!eh anggola/peserla yang penogunannnys dl.atur dliliam peratumn partal, ----

------···------·-- BAB XU-----------

----------···-- KEUANGAN -----------

-------------·---~ Pasal.o1 1 

{1) 

{2) 

I 
I 

lumn anggota ditentuk.an dalam r'leTal.t!ran Partal. -----------

Hal-hal yang menyangkut pema.sukcin dan pengeluaran k'lUBngan rtari dan untuk 

partai wajib dipertanoouna jawabkan daJ:tm r~rum yang dil6ntukan dalam Peraturan 

?artai. -------

(3} Khus~.~;i dalam pen}-elcnggar~;~an Kong;es, konpereost.Konperensi dan RUA 

.semue pernasukan dan pengc!uaran ke~1angar. Mrus dlpertanggung:-jawabVan 

kepada Dewan Plmpfnon hasil Kongresl Koupemnsl/ RUA sesual t.!ngkatan melalul 

1 Panitia Verifik.asi yang diben:Uk J:husus untul<. maksud ii:u pada sctlap akhlr mas.a 

' ~ jabatan .-•- ------ -------
--···---------- 6AB Xlfl -----··---·------
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" 
--·------·- ATRiclUT PART AI--··--··--·------

(1) PKP memi!iki bcndoca, par.ji,lambang, hymne, dan mars;~------~-·-

(2} Bandera, panjl, l:;nnbanl'), hyrme dan mars !',efta atribul lain dan ta'.:a caru 

J penggunaannya c!iJ:lttJt d<'!!nrn peraturan par!at --------------

-··---··--------···························· BAB Y.IV •·· ----·--···------·-· 

---··-··---·-·-------·ATURAN TAMBAHAN ---------

-----·-··--··---------· Pasal4., ----------

(1) Unluk pertama ka!inya, !ia:lun..h k.(.mposisl dun ;.ersonalia Dewan Pimpinan PKP dati 

tingkat naslona! 2ampai li 1r,kat desalkaluror.an d!susun sekumnQ-kurangnya teltilri 

atas: --·--·--------·---------------------

a. Kelua Umum. Sckret0ris Jenderal daP Bendahara. lJmum dl tingkat n.asJonal. 

dan-------·····----------·-.---------
b. Ketua, Sekretaris dan Bet'ldahara unluk tingXat provin~t. kabup.atenllcota, 

kecamaton dan desalke!urahan. -~--

(2} ApabHa limbul perhndaan t.afsir mengenal suatu ketantuan dalam Anggarar .. RJmat, 

T angya inl. maka tarsir yanr, sah a(!alat yang ditatapken oleh DPN daa 

dipertanggungjawabkan da!af"l"' Kong res -~~-----·----------~ 

···--,-----··-------·-····-····-------BAil XV···---·--------

---·-·-·-··--······-----·--·· P EN UTI' P ··------·---·---

-------·----··--Pasa144-----------

(1) Halvhal yang bel urn dlatur dalarr, Anggaran RumE.h Tangr.a, dietur dala.m pe:r&Wrar. 

partal. --·-·--·------·-···--··-·----------

{2) Anggaran Rumah Tan!}J<Ol ini mUiai berlaku scjait ta"'lggal ditetapkarL -----

----------·----- DEn:IKIAN AKTA :NI ---------

Dibuat ::>ebagal minuta dan disalesafk:an di Jakarl& pada hari dan tanQgal tarsebut pacta 

......_,:._ bagian ·awal akla inl dengan rlihadiri ol~h: ------------------
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4!> --r ~- tuao Jafetson Ralu Lado, Sa~ana Huk:um, la:-.ir di Kupang, pada tangga! 14 (ampat 

bel&s) Januari 1964 (seribu s~~mt;l;>n ratus enun1 pu!uh empat), bertempat tinggal di --

Jakarta. Jalan Doktor Sah;tr;) I. Balimairamau Ntomor 10. Rukun Tetangga 010JRukun 

Pemeg:ang Kartu Tnftda P<:n(Jt:du!( Nornor 09.fi301.1401&4.7008; 

2. nyonya Josephine Lina Martina SouhOka, la;u,· di Bandung, pada tanggaJ 10 (sepuluh) 

Mel 1S70 (seribu sembikln mtus tujuh pu:uh), rertempat l.ingg.a! di Jakarta, Jelen 

Kelapa Nomor 22. Rukllrt Tclanggil ')081Ruk'J11 Warga 009, Kalurahan Rawamangur., 

Kecamatan Pu!o G<idung. J2karta ·;imur; --·--------------

Pemegu.ng Kartu Tenda Pendudt•l< Ncmot 01t5402.500570.0695; -----

- keduany;,~ Warga Negar;) Indonesia dan peg~1wal kaotor ootatis aebagal saksl-ls.aksi. 

Setelal> saya, notaris mi!rnbacoknn al<ta ini kepada pwa penghadap dan pam sakal, mal::a 

segera para (')enghadap, para z.~ksi dan saya, notnru. menandatangani ald.£! lni. --

Dibuat dengan tanpa tombahan. ( oretan dan ganlian. ----·---------

I Minuta ekta mi tB!ah dil:mdc t:,nr.;ani dw;gan sempur'"'€. 

'-l,. Oibetikan sebagai salinan yana !Oana bunyinya. -------------
~-

Mtarls dl Jakarta, 

(ARNASYA A PATTINAMA, SH) 

' . 
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